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ABSTRAKSI

Nama : Drs. H. A. Syafe’i AN,
NIM : 990172
Judul . Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

(Studi Analisis Normatif dan Inovatif)

PPJI\QA;_)“AMM

Zakat merupakan suatu kewajiban spiritual kepada Allah swt., sebagai ibadah
mahdah, tapi didalamnya mengeniban-amanai Altah untuk menjalankan fungsi harta

dan melaksanakan kewajiban sosial sebagai ibadah ghairu mahdah yang bersifat

dinamis, sesuai dengan kebutuhan danytuntunan sosial ekonomi yang semakin
berkembang.

Dalam sejarah awal perkembangan masyarakat Islam zakat merupakan salah
satu wujud nyata dari sub sistem €konomli Islam;-yang mendorong lahirnya keadilan
sosial secara merata. Sabda Rasulillah_saw.;

,J@\Lasgtaoidgw)xuﬂ‘;cmﬁM\

Sadakah itu akgrsampad R pangRuan Allah (terlebil dahuly) sebelum sampai
pada tangan orang fakir

Jadi bila dikaitkan dengan sirkulasi dan pemindahan hak, maka bisa dipahami bahwa
Allah adalah pemilih midtlak iaftassedangkan manusia adalah pemilik nisbi, seperti
dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya'surat

“.. dan berikanlah Repada merekg sebagian dari farta Allah yang
dikaruniakanNya kgpada mu. .. ”

Dengan mencermati esensi zakat pada sejarah awal perkembangan Islam dan
rendahnya semangat pengamalan zakat pada masa sekarang ini, maka kiranya perlu
adanya paradigma baru, sebab misi Islam yang utama dalam seluruh syariatnya



adalah untuk kesejahteraan manusia, maka pendekatan yang paling tepat sebagai
paradigma baru untuk mengembangkan zakat sebagai salah satu gerakan sosial
adalah menggunakan pendekatan transformatif . Hal ini lebih disebabkan oleh
realitas kondisi umat Islam dibidang sosial ekonomi yang amat memprihatinkan.

Mengingat esensi zakat amat strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi

umat, maka diperlukan upaya tersebut untuk memenuhi misi Islam yaitu :

a.

b.

Memaparkan kewajiban zakat dan esensinya, sehingga fungsi zakat itu
terpenuhi.

Meluruskan kembali persepsi masyarakat Islam tentang konsep zakat yang
berwawasan sosial ekonomi.

Mengetahui konsep harta dan kepemilikan dikaitkan dengan ajaran zakat
untuk pemenuhan keadilan,

Mengkritisi wawasan warisan Kitab-kitab_figh klasik demi mengedapankan
urgensi zakat dalam konsepkesejaliteraan umat.

Melakukan transformasi terhadap ajaran zakat dari dimensi hanya ibadah
mahdah kepada dimensi ib4ddah. gaira mahd ah.



Kata Pengantar
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Dengan menyebut nama | Allahtydng Maha| Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji hanvalah hagi Allah, vangltelab mengajarkan Al-Qurian dan la
menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, shalawat seinng selamanya
semoga dilimpahcurahkan selalu kepada baginda’ /Nabi Muhammad saw., manusia
hebat di dunia dan, dizakhirat; manusia-super dimantasa.jin,dansmanusia, dan seorang
yang hebat bagi dua golongan besar di dunia yaitu bangsa Arab dan bangsa *Ajam,
dan semoga pula dilimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya secara keseluruhan.
Selanjutnya penulis ‘menigucapkan ‘syukur~kepada “Allah swt., atas segala
limpahan rahmah, karunia, dan inayahnya serta daya dan yang diterima sehingga
penulis mampu menyelesaikan kuliah Program Pascasarjana (S2) Magister Studi
Islam pada Universitas Islam Indonesia, sekaligus menyusun tesis dengan judul :
“Esensi Zakat dalam Pembinaan Ekonomi Umat (Studi Analisis Normatif dan

Inovatif) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar \SI Magister Studi Islam

Program Pascasarjana (S2) pada Universitas Islam Indonesia (Ull) Yogyakarta.
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Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan
yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak Prof. KH. A. Wahab Afif MA.
sebagai dosen pengampu, sebagai dosen pembimbing penyusunan tesis, dan Bapak
Direktur Drs. Amir Muallim MIS vyang telah memberikan ilmunya melalui
perkuliahan, kemudian membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis dengan
segala keikhlasan dan kesabaran, mulai—dari-awal hingga selesainya penulisan.
Mudah-mudahan segala pengarahanidan bimbinganinya kepada penulis menjadi amal
saleh yang dibalas dengan pahala yéng berlipat panda di sisi Allah swt., amin. Begitu
pula kepada seluruh Civitas Akademika Ull [Yogyakarta baik Rektor, Dekan, Dosen,
Asisten Dosen maupun Staf TU, tidakufi4 peh(ifissmengucapkan terima kasih.

Lebih dari itu penulis mengucay kan banyak terima kasih kepada keluarga
terutama istri tercinta*dan anak-anak tersuyang, vang telall memberikan dorongan dan
doa restu sehingga apa yang menjadilcita-cifapenuhis dimudahkan oleh Allah swt

Akhimya, penulis meémanjatkan)doa ke hadirat Alldh swt., scmoga tesis n

bermanfaat pula bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa, amin.

Penulis

Drs. H A. Sjate’t A.N.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu-ajaran-yang.mampu memberikan landasan bagi
tumbuh dan berkembangnya kekqatan sosial —ckonomi umat Islam. Ajaran ini
memiliki dimensi yang kompleks. DimgenSi-dimensi yang terkandung di dalamnya
akan menjadi sumber kekuatan bagi | pembangunan ekonomi umat menuju

kebangkitan kembali peradaban kstam/!

Zakat adalah suatu kewajiban-spiritual-kepada-Allah swt ( ibadah mahdah ),

dengan mengemban amanat Allglrswt untuk menjelankan fungst harta benda milik

mutlak-Nya, dan melaksanakan kewajibanwsosial. (ibadah gairu mahdah} yang

bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sosial — ekomomi yang
semakin berkembang.

Dalam hal ini, ibadah zakat dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu: Pertama,
ibadah badaniyah (syakhsiyah), yaitu ibadah individual yang tidak berhubungan

dengan masyarakat. Kewajiban-kewajiban individual dilaksanakan oleh setiap

! Sofwan Ydrisi, Gerakan Zakat Dalam Pemberdavaan [komomi Umat, Pendekatan Transformatif,
Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa ), Cet. I, h.33



2

pribadi mustim. Dengan sendirinya 1a terlepas dari sesama manusia dalam
masyarakat, seperti shalat dan puasa. Jadi, ibadah syukhsivah adalah ibadzh
badanivah, karena dibebankan atas perbuatan orang 1tu sendin. Dalam pelaksanaan
ibadah ini, partisipasi orang lain tidak menentukan wujudnya, justru yang dominan
adalah hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, tanpa campur tangan
pihak lain. Oleﬁ karena itu, ibadah ini-disebutjugadengan ibadah maln{ah (ibadah
murni).

Kedua, ibadah mEliyah ijtimE’ ¥alt Vyang K'merupakan 1badah hubungan
langsung sesama manusia dalamTmasvarakat. Pemahaman tersebut menunjukan
adanya secbuah keharusan untukoCineletakan. -ajaran zakat dalam spektrum

fbadah mahdah  (ibadahy murmi)p=disamping~ gafru mahdah(ibadah sosial ),
sehingga harus diaktualisasikar] @an Jditcrapkanjdalam kehidupan ekonomi umat
sebagai rahmat bagi manusia.

Dua ayat Al Qur’an di bawah ini, relevan dengan persoalan tersebut diatas,
yaitu:

1. Q.S At-Taubah/9: 104

-

iicall 33055 coslie 52 il 54 2T a1
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Tidakkah merekg mengetafiui, bafrwa Allah menerima taubat dari hamba-hamba-
Nya dan menernima zakat, dan bafiwasannya Allak swt Maha Penerima Taubat
lagi Maha Penyayany. (Q.S. At-Taubali/9: 04)

2. QS. At-Taubah/9:60
adfially ele bl oo nally T3l i il o
%o :& s 1 .1~ (it - a '.”-' :_,’ R Y i
- _ P B
o TSR oti

Sesunggufinya zakat-zakatzitu, fawyalali Yintuk orang-orang fakjr, orang-orang

miskin, pengurus-peugurus-=akat,/ vara_mu allaf yang dibujuk fhatinya, untuk

memerdekakan budak, orang=oraiyf yang berflutang, untuk jalan Aflah dan orung

yang sedang dalam perjalarai’ sebagar’ suatu Retetapan yang diwapibkan Allah

dan Allah Malia Mengetaliui lagi Maha Bijakgsana. (At- Taubak /9: 60 )

Ayar pertama, menunjukan bahwa Allah swt mengambil ( menerima ) zakat
atau zakat tersebut diserahterimakan kepada Allah swt. Ayat kedua, zakat merupakan
hak fakir miskin dan seterusnya, atau zakat diserahterimakan kepada fakir miskin

beserta mustahik lainnya.

Dalam kaitan ini, /mam Al-Ghazali menjelaskan proses sirkulasi harta benda

sebagai berikut:
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Sesunggufinrya sadakall ( zakat ) itu sebelum sampai kgtangan orang yang meminta
(fakir-miskin) terlebil dahulu diterima oleh Allak swi.

Apabila pandangan [mam Al-Ghazali tersebut dikaitkan dengan konsep
kepemilitkan harta, bahwa pemilik hakiki atas harta kekayaan adalah Allah swt,
sedangkan manusia merupakan pemilik nisbi. Dapat dijabarkan bahwa harta zakat
merupakan proses pengalihan hak milik'sebagian harta kekayaan dari pihak pertama,
yaitu pemilik nisbi (manusia) kepada pihak kedua, yaitu Allah swt selaku pemilik
hakiki, kemudian diserahterimakan Kepada pihak ketiga, yaitu fakir-miskin
{mustahik ).

Dan penjabaran tersebut, dapat=disimpulkan, bahwa unsur=unsur zakat adalah
sebagai berikut:

1. Adanya manusia sebagaipemiliknisbs harta-benda.
2. Adanya Allah swt selaku pemilik mutiak.
3. Adanya harta kekayaan yang dialihtangankan,

4. Adanya penerima zakat selaku mustahik.

3. Adanya pengalihan hak milik.

? Badhawi Thabanah, Asrar al-Shaum wa al-Zukat, { Mesir = Lajnah Nasyru Saqafah al-Islamiyah,
1356 H ), hal. 217



Dengan demikian, zakat merupakan sebuah proses pengalihan hak milik
sebagian harta kekayaan dari pemilik nisbi ( manusia ) kepada pemilik hakiki ( Allah
swt ). Dalam kenteks ilimiah, zakat termasuk perbuaran ibadah.

Dalam prespektit ini, A4/-Kasani menjelaskan pandangan ulama Hanafiyah,
bahwa zakat adalah sebuah terminologi tentang perbuatan mengeluarkan harta
kekayaan kepada Allah swt. Maka dalarnhal-ini, zakat merupakan hak Allah swt,
disamping fakir-miskin.’

Dalam sejarah awal perkembangdantasyarkat Islam, zakat merupakan salah
satu wujud konkret dan subsistém darj 'sistem. ekonomi lslam yang mendorong
lahirnya keadilan sosial. Namun; dalam-perkembangan berikutnya hingga sekarang
ini, zakat dengan dimensi yaog dimilikt telab kehilangan vitalitas dan aktualitasnya.
Hal imi lebih discbabkan adanya kekeliruan dalam memahami dan mengamalkan

konsep zakat yang terbatas pada dimensi mahdalt  dengan menafikan dimensi

gairu mahdah .Untuk memahami konsen teoretis dan operasional zakat tidak sama

dengan ibadah-ibadah lain yang murni telubbudi | sebab ibadah zakat sarat dengan

wawasan yang berskala mucamalah ijtimi “ivah,

> Al-Kasani, Badai Al-Sanai” fi Tartib Af-Syara ; ( Beinat © Dar al-Kutub al-llimiyah, 1328 h ), hal.
892



Dengan mencermati rendahnya ¢tos dan pengamalan zakat selama ini, maka
kiranya perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang bertitik tolak dari pandangan

dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan.

Oleh karena itu, pendekatan yang tepat sebagai paradigma untuk
mengembangkan zakat sebagai salah satu gerakan sosial adalah menggunakan
pendekatan transformatif. Hal ini lebihdisebabkan oleh realitas kondisi umat Islam,

terutama kondisi sosial — ckonominya yapghmasihamemprihatinkan,

Pendekatan transormatif terscbutgtelab"diramuskan, baik pada tataran prokrik
operasional maupun reoretis kénscprudll  Pada dataran prakuk operasional,
pendekatan ini menekankan padapemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang
sosial ekonomi, pengembangan_dan _penyadaran masyarakat akan hak dan
kewajibannya, orientasi keadilan dan scbagainya. Pada tataran reoretis-konseptual,
pendekatan ini menekankan ‘pada “penfembangan’ teori-teori sosial alternatif’?
Pendekatan transformatif’ telah.ditempatkanlinenyadi 'suatu, paradigma Islam yang
sangat orsinal, terlebth apabila digunikan dalam pengembangan gerakan zakat
sebagai gerakan sosial-ckonomi.

Mengingat strategisnya fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat,
maka dipertukan sebuah paradigma uniuk melakukan tranformasi kembali makna

zakat dalam konsepnya yang esensial dan substansial dari ibadak mahdah ( tbadah

* Sofwan Idris, Op. Cit, hal. 23 -24



mumni ) ke ibadah gairu mahdah ( ibadah sosial ), yaitu dengan menggunakan

pendekatan transformatif.

B. Pembatasan dan Perumusan Masaiah
Kajian dalam tulisan ini, dibatasi pada rumusan sebagai berikut:

. Bagaimana konsep harta dan'kepemilikan. Ronsep kewajiban zakat, dan asas

pelaksanaannya, konsep keaditan so8tal@konomi menurut ajaran Istam ?

Pertukah pembaharuan figh zakat pada zamansekarang ?

N

3. Sejauh mana signifikansi pendékdtdn'\transormatif ajaran zakat, dari dimenst

yang berwawasan \ibadah makdah=(jibadatrmurni) kepadadimensi yang
berwawasan ibadah gairu mialidah (ib@dah/sosial ) 7

4. Sejauh mana efektfitas zakat, dalamN masyarakat,/fdap peranannya terhadap

pemberdayaan ekonomi umat 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

{. Tujuan Penelitian
a. Membuktikan konsep kewajiban zakat dan asas pelaksanaannya, baik

secara teoretis maupun operasional dari jaman Nabi dan sahabat,



sehingga fungsi zakat sebagai salah satu instrumen keadilan sosial
dapat terwujud dengan bark.

b. Menunjukkan persepsi masyarakat tentang konsep zakat, dengan
menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran zakat dan memperkaya persepsi
‘tersebut dengan dimensi baru yang berwawasan susial musyarakat,
schingga memiliki implikasi-akteal terhadap pemberdayaan ekonomi
umat.

c. Menggali kembaltr komsep®harta | dan kepemilikan harta dan
mengaitkannya dengan ajatan zakdt, dan mereaktualisasi zakat yang
berwawasan keadilan dajam updyamewujudkan keadilan sosial.

d. Mengkaji kembali wawasan kitab-kitab tigh zakat klasik yang terbatas
pembahasannya pada-aspek substansi hukum) tanpa mengedepankan
secara konkret ufgensi dan tiyuan/zakat, terutama dalam hubungannya
dengan konsep keadilan sosial dan Kemsep-Konsep {ain yang terkait.

e. Melakukan pendekatan transformatif’ terhadap ajaran zakat, dan

dimensi mahdak (ibadah murni) kepada dimensi gaeiru mahdah

(ibadah sos:al ).

2. Kegunaan Penelitian



a. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk menambsh dan
memperkaya khazanah intelektual, terutama dalam memahami konsep
teoretis ajaran zakat.

b. Kegunaan yang bersifat praktis adalah sebagai sumbangan pemikiran
kreatif dan inovatif dalain rangka menjadikan hukum zakat yang

dinamis, rasional, konseptual, fleksibilitas, dan elastisitas.

D. Metodologi Pembahasan dan TeknikiPenulisan

Sesuai dengan bentuk danZsifat pinulisan,-yaitu suatu tinjauan teoretis yang
lebih memfokuskan pada kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah sejumlah
kitab dan buku-buku serta literatur lainnya yang berkaitan langsung dengan pokok
pembahasan.  Data” tersebut dianalisic denpdn mierfggunakan metode analisis,
deskriptif, dan komparatif, 'yaitt ‘medggambarkan persoalan terkait dengan

melakukan kajian kritis, defigan meinban [ingkan persoalan-persoalan yang dibahas.

Adapun secara teknis, penulisan tesis ini berpedoman kepada Pedoman
Penulisan Tesis Program Pascasarjana ( S; } Magisier Studi Islam, Universitas Islam

Indonesia, Yogyakarta 1998.



E. Sistematika Penulisan
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Untuk memudahkan pemahaman, tulisan ini dibagi menjadi 5 ( lima ) bab

yakni sebagai berikut:

BAB I

BAB1I

BAB III

BAB IV

Pendahuluan, berisi latar belakang yang menjadi acuan tulisan ini,
difanjutkan dengan pembatasan masaiah, tujuan dan kegunaan
penulisan, metodologi dan teknik~ penulisan, serta sistematika

penulisan.

Menguraikan pengertian harta dan kepimilikan dan persepsi Islam
tentang konsep harta-dasl kepémilikan yang diperoleh melalui
kewajiban bekerja, sehingga memiliki milai moral, ekonomi, dan
keadilan? serta' harus difangsikan sécara optimal ‘melalut berbagai

aktifitas sosial ekonemi, tepnasuk peninaian zakat.

Menjelaskan pengertian zakat yang meliputi landasan kewajiban
zakat, urgensi dan tujuan zakat, hikmah ibadah zakat dan asas

operasionalnya.

Inti tulisan ini dapat ditemukan dalam bab zakat, keadilan dan

aktualisasinya.

Pembahasan mencakup hubungan fungsional zakat dengan



BAB YV

keadilan, reformasi konsep operasional zakat melalui
pemberdayaan kewajiban zakat melalui penggalian kembali
maknanya, yang meliputi zakat dalam perspektif hukum Islam;

mahdah dan gairu mahdal |, serta pemberdayaan makna zakat
dari dimensi yang berwawasan gairu mahdah ( ibadah sosial )

dengan menggunakan pendckatan tranformasi, dan aktualisasi zakat
dalam masyarakat— dand peranannya terhadap pemberdayaan

ekonomi umat.

Penutup yang meliputi simpaian das’saran.

11



BAB 1l

KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Harta dan Kepemilikan
1. Pengertian Harta

Harta dalam Al-Qur’an (ebih pumum disebut a/-Aal. Frekuensi
penggunaannya sebanyak 82 kali,"baik dalam bentuk mufrad maupun jamak.! Secara

etimologi af-Mal asal kata darni mEla-_vamtTIu { 3L-.-‘.-“' J berarti kecenderungan hati

kepada sesuatu.” Adapun secara terminologi, para ulama figh memberikan definisf
yang berbeda, di antaranya :

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang menjadi
kecenderungan manusia luntuk.dimiliki'dan dapat-diperoleh ketika dibutuhkan, atau

segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.’ Sementara

! Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, Mu jam .4/]’;: Al—Qur’;n al-Karim, ( Mesir: al-Hayah al-Misniyah
al-' Ammah 1390 H ), jilid 11, hal. 195

? Lois Ma'luf, al-Munjid f;' al-Lugah, ( Beirut ; Dar al-Masyriq, 1969 ), cet XX, hal. 782

} Ibnu Abidin, Raad al-Mukhtar ‘ala ad-Dur of-Mukhtar, (Beirut : Mu’assasat al-Risalah t.th ), jilid
IV, h 3

12
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Jalaluddin Abdul Rahman as-Suyuthi berpendapat, harta adalah segala sesuatu yang
memiliki nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan.’
Mustafa Ahmad  az-Zarga® mendefinishan «/-A43/ dengan segala sesuatu yang

memifiki nilai materi di kalangan masyarakat.5

Perbedaan pendapat para ulamus figh tersebut, lebih disebabkan pada
perbedaan mereka ientang esensi harta itu sendir. Menurut pendapat pertama, bahwa
harta itu tidak saja bersifat materi) tetap termasakl manfaat dari suatu benda. Akan
tetapi, pendapat kedua mengatakan, (baha yang) dimaksud dengan harta itu hanya

bersifat materi, sementara manfaab termasuk ke dalam pengertian milik.

Pendapat ketiga lebih mengaitkan harta_dengan persoalan adat kebiasaan,
situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Menurutnya, pada zaman sekarang,
kadangkala manfaat/suatu | beudacbih ™ banyak | meénghasilkad penambahan harta
dibanding wujud bendanya sendifiyseperti/perbandingan harga antara mengontrakkan

rumah dalam beberapa tdhun @ehigafi menjualiyd secara tinai.

Namun mereka tetap sepakat bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki

seseorang atau sekelompok orang yang memiliki nilai atau harga.® Dengan demikian,

* Jalaluddin Abdul Rahman as-Suyuthi, al-Asybah wa an An-Nazar, (Singapore : Sulaiman Mar’i
t.th), hal. 258

* Mustafa Ahmad Az-Zarqa’. al-Madkhal al-Figh af-'4m, (Beirut: Dar al-Fikr, 1946 ), jild HI, hal.
118

% Ehrahim Anis, dkk, al-AMu jam al-Wasith,, (Jakarta: Mathba’ah Angkasa, t.th ), hal. 892



14

harta termasuk satah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di

dunia. Oleh para ulama ushul figh, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu

ud—])u;urtyal al-Khamsah ( lima kebutuhan pokok ), yang terdiri atas agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta.’

2. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologi, kata mili berasal dan kata a/-Ailk yang berarti penguasaan
terhadap sesuatu.® Secara terminologi, mi/ikladalall pengkhususan seseorang terhadap
suatu benda yang memungkinkannya (untuk (becindak hukum terhadap benda itu
sesuai dengan keinginannya sclama tidak ada halangan syara’.” Pengertian tersebut
menunjukkan adanya/spesitikasi kepada scscorang untdk“menguasal suatu benda,
sehingga orang lain tidak diperk€nankan/bertindak|dan memanfaatkannya. Oleh

karena itu, pemilik harta bebas untuk bertindak-hukum terhiadap hartanya.

Kepemilikan bukan merupakan penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber

ckonomi, melainkan kemampuan untuk memanfaatkannya. Dan, lama kepemilikan

7 Abu Ishaq as-Syathibi, al-Muwafagar f; Ushu! al-Syariah, (Beirut. Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid II,

h8
¥ Lois Ma’luf, Op. Cit, hal 774

” Muhammad Abu Zahrah, alf-AMilkiyahwa Newriyah al-Agad f. i us-Syariah Al—[.\'lz;m.‘yah, (Mesir: Dar
al-Fikr al-Arabi, 1962), hal. 15 - 16
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manusia terhadap suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. Oleh
karena itu, harta kekayaan harus dibagikan kepada ahlt warisnya menurut ketentuan

yang telah ditetapkan oleh Allah swr. '

Para ulama figh menyatakan bahwa ada empat cara kepemilikan yang

disyariyatkan oleh Islam, yaitu :

1. Melalui penguasaan terhadap hafta yang belum dimiliki seseorang atau badan
hukum. Kepemilikan seperti_ini disebup harta mubah. Coatohnya, bebatuan di

sungai yang belum dimitiki pleh séSgorang atau badan hukum.

o

Melalui transaksi yang difakukanZdengan “Orang atau suatu lembaga hukum,
seperti jual — beli, Jubah | dan wagat.

3. Melalui peninggalan' sesedrang,.. scperi. henerimia=harta) wansan dan ahli
warisnya yang meninggal dumnia.

4. Hasil dari harta yang telah dimiliki olehseseorang, baik hasil tersebut diperoleh
secara alami, seperti buah dari suatu pohon di kebun, atau melaiui suatu usaha
pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang

diperoleh seorang pedagang. H

1 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Istam Zukat don Wakof, {3akana: Ul-Press, 1988),Cet I, h.7
" Muhammad Said Wahbah, Dirasaft Mugaranah fi Az-Zakah al-AMaf | (Jeddah: Tihamah, 1984), cet
I, hal. 94 - 95.
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Ajaran Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memuliki
sesuatu, selama kepemilikan tersebut sesuail dengan cara-cara yang digariskan oleh
syara’.  Seseorang bebas mengembangkan hartanya dan mencan keuntungan
sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, kepemilikan harta
secara hakiki, adalah Allah swt dan penulikan seseorang terhadap harta hanya bersifat
majazi, dan harta terscbut merupakan—amanah di tangan scsecorang yang harus

dipergunakan untuk kemaslahatanidirinya dan orang lain di sekelilingnya.

B. Konsep Harta dalam Islam

Dalam perspektit Islam, rezeki Allah swt vang berupa kekayaan, harta benda,
bahan makanan, dan ketentraman hidup.-pada-hakckatnyaymerupakan hasil dari apa
vang diusahakan manusia dan€dipengaruhi oleh gingkat kualitas perbuatan yang
dilakuakannya.'” Semuanya dicari.dengan cara bekerja,yang baik dan untuk yang
baik pula, yaitu sebagai bagian daripada ibadah, demi menyempurnakan pengabdian

kepada Allah swt dan kepentingan kemanusiaan.

Islam juga memandang bahwa harta memiliki nilai strategis, karena

merupakan alat dan sarana untuk memperolah berbagai manfaat dan mencapai

12 Musa Asy’arie, fsfam Flos Kerja dan Pemberdayaan Fkonomi Umat, (Yogyakarta: LESFI, 1997),
cet. I, hal. 22
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kesejahteraan hidup manusia sepanjang masa.”’ Oleh karena itu, harta termasuk salah

satu aspek penting dalam kehidupan manusia, scbab harta merupakan bagian dari

lima asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (ad-[)a;uriyah al-Khamsah),
yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan ketururan.

A]-Qur’ad menegaskan bahwa harta merupakan keutamaan, sebagai sarana
untuk meningkatkan amal shaliif, menyempurnaKan kualitas ibadah, dan alat untuk
memakmurkan kehidupan di muka b, Oleh karena itu, Al-Qur'an mencela
dengan keras orang-orang yang menumpuk hartakekayaan, tetapt mengabaikan nasib
orang lain. Dengan demikian, lharta memiliki esenst dan kedudukan strategis bagi
kehidupan manusia, sehingga ALQur/an menampilkan terminologi harta benda (/-
Maly sebanyak 82 kali, dalam _ berbagai, bentuk kalimat, seperti; mufrad, jama,

mat'ul . tamyiz, dan bentuk masdar .’ vang tersebar di 38 surat.

Dalam Islam, hafta secara pratlak, merupakan mibk Allah swt, karena seluruh
yang di bumi adalah ciptaan dan milik-Nya. Olch karena itu, kepemilikan manusia

terhadap harta adalah nisbi. Islam menetapkan segala yang dimiliki manusia

¥ Abi Ubaid Qosim bin Salam, Kiu_&b al—Amu;;l, (Cairo: Dar al-Fikr, 1975), hal 17 lihat pula
Abdullah bin Abdul Rahman al-Rasyid, al-Anwed cl-Mubahah wa Abkamu  Temlikuha f; al-

Svari ‘ah al-Istamiyah, (Beirut: Dar Al-Kutub al-lmiyah, 1970), hal. 41

" Husni, Fath ar-Rahmanli Talib al-Ayai Al-{_."lll":lﬁ. (Indonesia: Makiabah Dahlan, t.th), hal 419 -
420
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merupakan amanah untuk dikelola dan dikembangkan, schingga dapat memben

manfaat bagi kesejahteraan bersama,

Setiap kepemilikan setalu memilki tanggung jawab sosial dan amanah bagi
pemiliknya untuk menggunakannya pada jalan yang benar. Harta sepenuhnya tidak
bebas nilai, baik cara memperolehnya maupun menggunakannya. Setiap jenis harta
mengandung kewajiban bagi pemiliknya untuk memberikan sebagain harta tersebut
kepada orang lain yang berhak, melalui zakat, sadaqah, dan infaq atau cara-cara lain

yang memberi maniaat bagi yang lebilpmiembutuhkannya.

Pengingkaran dan kelalatan dalam melaKsanakan amanah dan kewajiban
tersebut merupakan tindakan ~Kezaliman ((dan| pengkhianatan, sehingga dapat
menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, bencana dan kesengsaraan bagi orang
lain. Orang-orang=yang memperofeh "amanali’ Aifah “swt" tcrScbut, dituntut untuk
melaksanakannya dengan bavky “gaur,” danVv adil. Setiap amanah akan

dipertanggungjawabkan di ‘akhiral nanfi.

Dalam Al-Qur’an terdapat 82 term harta ( al-Mal ). Jika ditinjau dari bentuk

kata, maka sebagian besar kata tersebut berbentuk jama ' dengan menggunakan term

mutakallim ma'a al-gair fﬁ‘,j‘“‘ ) sebanyak 14 kali, damir juma ( f@-“ )
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sebanyak 3! kali, dan muzakkar ( ?-Sjl_. ) sebanyak 15 kali.” Hal tersebut

menunjukkan bahwa harta benda memiliki fungst sostai.

Fungsi sosial tersebut, meliputi perannya sebagai barang konsumtif yang

dibutuhkan masyarakat, di samping fungsi ekoromik — yudikarif yang diembannya,

yaitu sebagai berikut:

o

Sirkulasi-distributif’ terdapat sistem ekonomi masyarakat. Hal ini uniuk
mencegah terkonsentransinyatharta’pada segelintir orang, schingga harta
tersebut tidak terdistribusi secara meratd (QS. Al-Hasyr / 59 : 7 ). Maka
penyaluran harta ditakukan secara produktif, bekerja sama dengan ekonomi

golongan lemah.

Harta memifiki sifat dan nilai vang seialu berkembang. Nilai edukatif harta
adalah mendidik manusia ‘omtuk menjacht sifat ramak dan bahil yang
bertentangan dengan _tujuan/Aliah _swi.yang/memberikan harta kepada

hambanya ((QS. AliImran/3 : 180 }.

Efekrif, yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan
usaha yang produktif. Harta tersebut tersalurkan dengan destributif umtuk

menjalankan produktifitas dan aktivitas ekonomi, serta menghindar:

'S ) afadz ( aS0s ) 1erdapat dalam QS. 2 /188, 297, QS. 3/ 186, QS. 4/ 5,29,



terjadinya penimbunan haria yang sangat merugikan orang banyak ( QS. al-

Taubah/9 : 34 )

Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang jelas tentang harta, scrta
bukan hanya sebagal wujud materil saja yang memiliki nilai temporal semata yang
dapat dimiliki dan digunakan secara bebas tanpa batas, akan tetapi harta dalam Islam
juga memiliki dimensi moral, £konomi/ keadilan yang dipertanggungjawabkan
kepada pemilik mutlaknya ( Allahiswt )fyangmenetapkan fungsi dan ketentuan solid
terhadap harta. Oleh karena itu, hartagharus”dipcrgunakan dan difungsikan secara
optimal melalui berbagai aktivitas‘ekonogi-sosialjtermasuk penunaian zaxat, ionfaq,
dan sacagah, serta berbagai amal kebdikan Jainnya, guna mendapatkan ridha’ Aliah

sut.

C. Konsep Kepemilikam Palam-islam

Dalam prespektif Islam, manusia memiliki kecenderungan mengumpuikan
harta sebanyak-banyaknya. Hal tersebut merupakan naluri dan fitrahnya manusia.
Pengakuan ini banyak diungkap oleh Al-Qur’an dan Hadis, di antaranya surat Al-

Fajr/89 : 20 :

D s B 0Ll sy



Dan kamu mencintai flurta pends dengan Kecintaan yanyg berlebifi-lebifan (Q.S.

Al-Fayr/89: 20)

Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap kepemilikan harta adalah realistis,
diakui, dan dihormati. Pengakuan tersebut secara jelas dapat dilihat dari strategisnya
eksistensi dan kedudukan harta, vaitu termasuk lima hal yang harus dijaga dan

dipelihara (ad-darurivat al-khamsafry——Untuk~jtu, Islam melarang melanggar

ketentuan-ketentuan hak yang dimiliki ofingiain dengan memberikan sangsi hukum.
Sebagai konsekuensi diakuinya |képemilikan”harta, maka pemilik harta tersebut
sepenuhnya berhak untuk menggufiakan dan memanfaatkan harta bendanya, selama
dipandang secara hukum mampd-menggunakannya dengan benar. Apabila orang
tersebut dianggap tidak mampu secara hukum,_mengatur harta bendanya sendir,
seperti lemah ingatan atau pemboros, maka ditunjuk seorang wali yang bertanggung

jawab.

Meskipun Islam mengakui, bahkan mendorong manusia memiliki harta benda
sebanyak-banyaknya, melalui cara dan prosedur halal dan legalitas schingga menjadi
kaya, tetapi kepemilikan harta itu tetap bersifat nisbi. Untuk itu, penggunaan dan

pemantaatan harta tidak diiakukan secara mutlak.

Pemilik mutlak atas harta benda dan seluruh isi alam adalah Allah swt,

sedangkan manusia hanya sebagai pengemban amanah-Nya dalam penggunaan dan
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pemanfaatan, sesuai dengan ketentuan Allah swt dalam (5. Al-Hadid {57 ; 7 yang

berbunyi

oill5 s ptliind Ko U Tyl 53 D Tyl
@}dsj,lﬁ_ell,_mbr‘i“lwlﬁ

Berimanlalh kamu kgpada Allah dat)Rasut-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari
fiartamu yang Allaf telaf] menjadikan kamau menguasainya. Make orang-oranyg
yang beriman di antara Raiiy dannafkahKan sebagian dani Rartanya memperolah

pakala yang besar. (QS. .4I—H adwl [57; 7)

Islam memandang individu sebagai) bagian integral dari masyarakat. Oleh
karena itu, setiap hartayyang dimiliki-scseorang, ierdapat hak orang lain yang harus
ditunaikan, seperi zakat, sadugaf, dan infug. Dengan kata lain, pemilikan harta

seseorang memiliki fungs: sosial.

Di samping itu, menurut Musiafa Ahmad Az-Zarga®, kebebasan individu
terhadap kepemilikan dibatasi oleh kepeatingan umum. Setiap orang bebas mencari
harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara dan prosedur perolehannya tidak melanggar
aturan syara’ dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun

masyarakat/ orang lain di sekitarnya.'®

' Mustafa Ahmad az-Zarqa’, al-Madkhal al-Fig' al-"Am al-lsians fi al-Jadid, (Beirut : Dar al-Fikr,
968), jilid HI, hal 10,
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Dalam hal ini, ulama figh memberikan ketentuan kepemilikan harta, di

antaranya sebagi berikut :

1. Tidak menimbuikan mudharat kepada orang lain, tetapi pemanfaatannya bisa

dinikmati bersama.
2. Untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. '’

Oleh karena itu dorongan Istam’ untuk _memiliki harta kekayaan didasarkan
atas kepentingan individu dan. sosial.) 'Kepentingan individu, yaitu memenuhi
kebutuhan hidup yang bersangkutan daa‘keluarganya, dan kebutuhan spiritual dalam
menjalankan kewajtban ibadah kepada/Allah swt, scperti zakat, infag, dan sadaqah

dan ibadah-ibadah lain yang membutuhkan harta-benda.

Adapun Kepeatingan\ s@sialyyaitd memenuhi /kewajiban-kewajiban sosial,
seperti infuq sadagah dan §utnbahgan sosial\ lainnya. Dorongan memiliki harta
sebanyak-banyaknya tersebut.-tidak-satna dengap-akumulast harta. Akumulasi harta
untuk kepentingan diri sindiri dan tidak dikembangkan dalam berbagar aktivitas
ekonomi masyarakat dilarang dalam Islam. Tindakan tersebut, menghambat fungsi
sosial harta benda, yang seharusnya bergulir secara produktif di sektor-sektor
kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga tidak terakumulasi pada segelintir kelompok

ataupun orang elit ekonomi, (N, Al-Hasyr 39, 7: menyatakan :

7 Fathi al-Duraini, al-Haq wa Mada Sulthan al-Daulah  fi Tatp'idih_r, ( Beirut : Mu'assasat al-
Risalah, 1977 ), hal 231.
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Apa saja harta rampasan ( fai’) yang diberikan Allah kepada Rosul-Nya yanyg
berasal dani penduduk Rpta-Rota-mukg-adalafi untuk Allah, Rasul kerabat, anak-
anak, yatim, orang-orang miskjn, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya
Harta itu jangan fianya beredar di giftara orang-orang kaya saja di antara fgmu.
Apa yang diberikan Rasul) kepadamu ymakg terimalafi dia. Dan apa yang
dilarangnya bagimu maky TtinggalRanlah, 7 dan bertakwalahi Repada Allah.
Sesunguhnrya Allak sangat keras kukuman-Nya, ( QS. Ab-Hasyr/59; 7))
Dalam hal ini, terjadinya’|hubunigan—simbiosis antara zakat, konsep
kepemilikan dan dorongan agama untuk menjadi kaya menemukan relevansinya.

Seseorang mampu miclaksanakan Kewajiban zakat, tentunya harus memiliki harta

kekayaan. Dengan istilah lain, kéwajiban Zakat ' mendorong kewajiban mencari harta

itu sendiri, sehingga orang tersebut menjadi rusakeis

Kepemilikan harta kekayaan yang ditentukan Islam memiliki nilar sosial,

sementara pemanfaatannya dilakukan dengan adil. (8. Al-fsra’/17; 29 menyatakan :

Ed - - -9 - -
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Dan janganiah kamy jadikgn tanganmu terbelenggu pada lefiermu dan janganiah
hamu terfalu mengulurkgnnya Rarena ity menjadi tercela dan menyesall ( QS. AL
Israd' /17:29)

Oteh karena itu, harta kekayaan harus memiliki fungsi sosial dan individual.
Sehingga terdapat hak fakir-miskin pada narta orang kaya baik diminta maupun tidak.

QS. Al-Ma'arij /70 ;24 - 25 berbunyi :

L d
w
53

@ ¢ LD 7 ol 5 el 53505

Dan orang-orang yany dalam haivanya téfsedia bagian tertentu. Bagi orang

(miskin) yang meminta dan-vrany yang tidak|memmpunyai apa-apa (yang tidak,

mau meminta). (QS. Al-Melarif| [f10524/=25)

Fungsi lain Gari Kepemilikan hartshekayaan adalahe/-Cdfivy, yaitu kelebihan
kebutuhan pokok sehari-hari. Ketgbilian tersebutymetupakan hak orang lain. Dengan

demikian, mengeluarkan, kelebihan untuk infug dan sedekah adalah bagian dan

perintah Allah swt.

Fungsi dan kewajiban atas kepemilikan harta kekayaan dalam bentuk lain

adalah tolong-menolong, dalam bentuk memberikan pinjaman modal kepada orang
yang tidak memiliki modal usaha. Pinjaman tersebut diberikan atas dasar kebaikan

hati orang kaya. Pinjaman seperti ini discbut kebaikan ( qurdud husan ).



Pinjaman mempunyai kebaikan posisi yang sama pentingnya dengan kewjiban
berzakat, bahkan ailai pahalanya lebih besar dari sadugah rathawwi’. Pada satu sisi,
pemilik harta telah menjalankan amanah Allah swt, sedang disisi lain, pinjaman
secara moral tidak merasa diri sebagai tangan di bawah (vud al-sufla), dan pemberi

pinjaman juga merasa sebagai tangan di atas (yud al-ulyu’).

Pemberian pinjaman kebaikam | séimata-mata didorong oleh kesadaran akan
fungsi sosial harta benda, dan Konsekuensi kepémilikan yang telah ditetapkan Allah
swt sebagi pemilik mutlak atas'hartalkekayaan. | Modal pemberian pinjaman ini
memberikan dua keuntungan secara Jualitatif dan kuantitatif yang sama, baik
peminjam maupun penerima pinjaman)

Pemberian| pinjaman ‘dalam.bentuk ‘gardil hasdn, SeKaligus membedakan
antara seorang musiim dengan~kapitalis{ yang selalu mengharapkan keuntungan
berlipat ganda dengan ¢dra perminjarannSementdra Allahswt selaku pemilik mutlak

harta benda menawarkan keuntungan berlipat ganda melalui zakat, infaq, sadagah,

dan gardul hasan , QS. Al-Bagarah /2 : 245:
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Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allak, pinjaman yang baik,
(menafRahkan fartanya di jalan Allafi) makg Allak akgn melipat gandaken
pembayaran Kepadanya demgan fipat ganda yang banyak, Dan Allah akgn
menyempitkan dan melapangkan reseki dan kepada-Nyalah kamu dikgmbalikan.
(QS. AfBagaral/2 ; 245 )

Islam sebagai way of life, secara konsisten melahirkan scbuah tatanan yang

disebut sayaran tayibah QS. An-Nahl /6 ;97 :

b g - -
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Barang siapa yang mengerjakan athal’shatel, baik, laki-{aki maupun perempuan
dalam Readaan beriman, makg sesunggufinya akgn Kami berikgn Kepadamnya
kehidupan Yang Baifl Hau séshaggilinya‘akat Ramifberi Galasan kgpada merekg
dengan pahaldyang (e6ift 6at€ dati apa yang telah mereRa kgnjakan. ( QS. An-
Nahl/16; 97 )

Oleh karena itu, Istam telah_meinbuat dturdn-atdran yang diperfukan untuk

mengelola segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah swt untuk

kepentingan hidup manusia secara keseluruhan.

Dengan demikian, Islam memiliki pandangan yang jelas tentang pengaturan

dan pengelolaan harta kekayaan melalui delapan ketentuan, yaitu :
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Islam melarang sescorang memiliki  harta kekayaan yang tidak
didayagunakan secara produktif, karena harta kekayaan tersebut harus

beredar dan memberi mantaat bagi kepentingan masyarakat.

Harta kekayaan harus difungsikan untuk membayar zakat, dalam rangka
memenuhi kebutuhan fakir-miskin dan asnaf lainnya. Zakat merupakan
simbol pemanfaatan harta-kekayaan-yang paling dominan, sebab hampir

scluruh jenis harta kekayaan terkena kewajiban zakat.

Penggunaan harta kekayaanshars meniberi manfaat bagi kehidupan sosial

kemasyarakatan, schingga melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan.
Penggunaan harta kekayaan tidak inenimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sikap dan tindakan yang benar unfukunendiliKi Harta‘adalah melalui cara dan
prosedur yang halalj dan plegal, pdengan stidak melakukan penipuan dan

kecurangan.

Penggunaan harta kekayaan milik pribadi, hendaknya dilakukan secara
seimbang, dengan menjauhi sitar boros dan kikir. Untuk menjaga prinsip ini,
Islam menetapkan ketentuan harta anak kecil yang belum dewasa, dan yang
belum sempurna akalnya diurus oleh walinya, agar harta tersebut tidak

dipergunakan secara tidak benar



7. Penggunaan harta kekayaan harus membenkan jaminan manfaat bagi

pemiliknya, dengan tidak menimt ulkan kerugian bagi orang lain.

8. Penggunaan harta kckayaan harus memiliki orientasi bagi kepentingan

kehidupan, terutama pengaturan harta warisan. '

QOleh karena i1tu, konsep kepemilikan dalam Islam menempati posisi tengah
antara sistem Kkapitalis yang mengagunrkan dan mensakralkan harta, dan sistem
sosialis yang menafikan kepenfilikangllan menganggap harta sebagai penyebab
kehancuran sejarah.'” Sementara konsep'kepemilikan dalam Islam mengandung nilai
keadilan, dan segala sesuatu yang terdapat di bumi dan langit, pemilik mutlaknya
adalah Allah swt. Adapun manusia Hdflya sebagai/ kiali fah dan pengemban amanat-

Nya.

Islam memberikan maotiyasi _kepada penganutnya untuk menikmati karunia
Allah  swt. Karunia tersebut harus didayagunakan dengan optimal untuk
meningkatkan kualitas Kehidupan, baik mate€ri“matpun spiritual. Seorang musiim
ideal adalah yang mampu memberikan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat.

Keseimbangan tersebut merupakan karakteristik bagi pemilik harta kekayaan menurut

¥ Muhammad Abdutl Hanan, Fkononti Istam; Teeri dan Prakiek ¢ Dasar-Dasar Fkonomi Istam ), alih
bahasa; M. Nastangin, (Yogyakacta: Dana Bakti Waqaf, 1993 ), hal. 65 - 72,

P yusuf al-Qardawi, Feran N:ifai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Alih bahasa: Didin
Hafifuddin, {Jakarta : Robbani Press, 1997), Cet | Hal 115
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konsep Istam. Integrasi unsur matenial dan spiritual ini tidak dimilikt oleh konsep

kapitalis maupun sosialis.

Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang jelas tentang kepemilikan

harta kekayaan dan kegiatan ekonomi, vaitu scbagas benikut :

Pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk harta
benda adalah Allah swt. Kepemijlikan-eleh-manusia merupakan kepemilikan nisby,

yaitu sebatas melaksanakan amanah umtuk mengelola dan memanfaatkan sesuai

dengan ketentuan Allah swt, QS| Al-Hadid/S7;7:

F Ao
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Berimaniah kamu kepada Al danfRasul~Nya dan nafkafikanlah sebagain dart
hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Makg orang-orang
yang beriman di “antara ) Ramiy | dan -nafkakkanlah sebagian dari hartanya

memperolehi pafials yang besar. (QS. Al-Hadid 37 ;7)
Kedua, status harta yang dimiliki manusiz adalah sebagai berikut :
a. Harta sebagai amanah Allah swi, sementara manusia sebagai pemegang
amanah, sebab tidak mampu menciptakan benda dan tiada. Dalam bahasa

Finstein, manusia tidak mampu menciptakan energi, yang mampu dilakukan



31

manusia adalah mengubah suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain,
sedangkan pencipta awal segalar.ya adalah Allah swt.

b. Harta sebagai modal kehidupan manusia untuk dinikmati dengan baik dan
tidak berlebihan. Manusia memiliki kecenderungan kuat untuk memiliki,

menguasai, dan menikmati harta, QS. Ali Imran /3 : 14 menyatakan:
O 7 M T e S A SR P
Uﬂn“} UIJ'M;M' w"" MJJ’&..-}}J.M,

) s

SEallgs Mwl,u:u Syaadl faza 83

Dijadikgn,_tmdali pada.paydangan, manusia Kecintaan Kepada apa-apa
yang ditngirit, yaitd : wanitd-wanils,| angk-anak, Jianta yang bamnyak dari
Jenis emas, perak, Kuda pilifian, binatang-binatang temak dan sawah serta
ladang.  Itulah kesewanganflidup\di\dunia, dan disisi Allah tempat
kembali yang baik (Syurgal (QS. Afi fmran /3 ; 14)

Sebagai sarana kehidupan, harta kekayaan sering menyebabkan keangkuhan,
kesombongan, kebanggaan diri yang berlebihan seperti dalam QS. A/- 'Alug

96: 67
& Sl ol @ Sakad gooss

Ketahuilah! Sesungguhinya manusia benar-benar melampaui batas, karena
dia melihat dirinya serba cukup. (QS. Al-'Alag /96; 6-7 )



c. Harta sebagai ujian keimanan, terutama menyangkut cara memperoleh dan

memantaatkannya, QS. A/-Anfal /8 ; 28 menyatakan:

—
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Dan ketafiuilal, balrwa-fiagtamu dan anak-anakmy itu fanyalah sebagai
cobaan dan sesunggifinya disisi Allafi-fah pahala yang besar.
(QS. Al-Anfal /8 28 )

d.  Harta sebagai bekal untuk melakukan rbadah, yaitu melaksanakan perintah

Allah swt dan melakukan hubpngan mu‘emalah amtara sesama manusia,

melalui zakat, infuy, dan suddqgain) QS Af-Tuubalt/9 ; 41:

@Uﬁ'—d‘ag’“—{&}; Q_";:_ ;{3 st;jﬁ

Berangkatlah kamu baik dalam Kgadaan merasa ringan ataupun merasa
berat, dan betfiadlah dengan farta dan dinmu di jafan Allah. Yany
demikian itu adalah lebifi batk bagimu jika kamu mengetahus, ( QS. at-
Taubafi/9; 41)

Ketiga, kepemilikan harta dapat diperolzh melalui usaha yang halal sesuai dengan

aturan Atlah swt, QS. A/-Bagurah 2, 267 :
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Hai orang-orang benmany nafkalikanlafi i jalan Allah sebagian dari fasil
usakhiamu yang baik-6aik, & sebagian dariapa yang kamu Kefuarkgn dari bumi
untuk_ Kamu. Dan janganlahfRomu, memilif yang buruk-buruk, lafu kamu
nafkghkan daripadanya,| ‘padafial kginuOsondini tidak, mau mengombilmya
melainkan dengan memicingkon Matagerhadapnya. Dan Retahuilak, bofrwa Allak
Maha Kaya lagi Maha Terpugi. ( QS.|.A<Boyarah /2 : 267 )

Keempat, mencari harta, berusaha dan bekerja tidak boleh melupakan kematian, QS.

At-Tukasur /102 5 12
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Bermegafi-megakian telahi melalaskgn Kgmuy, sampai kamu masuk, ke dalam

Rubur.(Q5. At-Takasur /102, 1-2)
Zikrullah QS. A/-Muna fiqun 63,9
275 - = ;’—;-V"' :J__’; r] 9’\". ol .a?n‘&:”’
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Hai orang-orany beriman, janganiali harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan
kamu dari mengingat Allahi. Barang siapa yang membuat demikjan maka merekak,
itulafi orang-orang yang rugi. (0.8 Al-Mun fiqun 63; 9)

Shalat dan zakat QS. An-Nuri24; 37 -

L350 D7, 5 Hcﬁggﬁy_s‘;g_eéﬁfﬁuj
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Laki-laki yang tidak dilalai€an pleli pensiagann dan tidak juga oleh jual-bels dars
mengingat Allak, dan dan mendiakan” shdlat, dan dari membayarkgn zakgt.
Mereka takut kepada suatuhari yang (di har|itu) hati dan penglifatan menjadi
goncang.(QS. An-Nur /2437 )

Serta terakumulasi harta kekayaan pada/segelintir orang kaya, QS. Af-Hasyr  39; 7:

>

PES T ER fic ) ARSI IR g

Supaya harta itu jangan harya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamu. (QS. ALHdsyw395°7%

Kelima, menempuh kegiatan usaha yang haram melalui riba’. QS. A/-Bagarat2 : 275

555 gl

Dan Allak telal menghalalkan jualbeli dan mengharamban riba’.
(QS. Al<Baqaral/2; 275)

t

Judi, jual-beli yang dilarang atau diharamkan, Qs 4/- Maidah 25; 90 ;
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Hai orang-orany beriman, sesunggulinya meminum kfiamar, berjudi, berfprban
untuk, berfiala, mengundi nasib dengan panah, adalafi perbiatan kefi termasuk,
perbuatan syetan. Makg jaulilali perbuatan-perbuatan itu agar kamyu mendapat
keburuntungan ( Q. AL Maidah /5 90)

Mencuri, merampok, menggasab, (35 A= M aidah 5 ; 38
g Y - -1 ;n -
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Laki-faki yang mencuri dan  perempuan  yang mencurn, potonglafi Kedua
tanganmya| sebagai pewbalasan bagi apa | yauy gnereRo=kenakan dan sebagai
sisksaan dani Allah. Dan Allal :Mahia Perkgsa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al
Maidah 5 ; 38)

Curang dalam takaran damimbangan) (S, 4/ Afutaffif N\83; 1 3:
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Kecelakgan besarlali bagi orung-orang yang curaty, yaitu orang-orang yary
apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenulti, dan apabila merekg
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menakar atau wmenimbang untuk, orang lain, merekg mengurangi. (QS. AL
Mutaffifin /83;1-3)

Dan cara-cara yang bathil serta merugikan,” QS. 4/-Buqarah 2 ; 188
-~ L 77 - < :~”: - 3.
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Dan jangantah sebagian kamu memakam fiafta sebagatan yanyg lain di antara kgu

dengan jafan yang batil dan jariganlaligRamyy membawa urusan harta itu kepada

kakim, supaya kamu dapat | memak@nsebagian daripada harta benda orang lain itu

dengan jalan berbuat dosa, padahalKamu mevigetafui. (QS. AfBagarak/2; 188)
D. Fungsi Harta datam Islam

Harta merupakam, saldh satir-kobttuhan pokok manusia dalam menjalani

kehidupan, sehingga ulama wshul (figh mengkategorikan ke dalam salah satu

ad-darurivat al-kamsah | yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.’! Atas dasar

itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara
yang tidak sah, merupakan persoalan prinsip dalam ajaran Islam.

Dalam kaitan ini, Allah swt menentukan hukuman bagi pencuri, QS.

Al-Muaidah /3 ; 38

* Mushammad Safi's Antonio, Bank Syari'ah Suaiu Penganiar Umwm, (Jakanta: Tazkia Institut,
2000), hal. 42 — 54.

2 Apu Ishaq as-Syatibi, al-Muwa fagat fi{/sul as-Syarfah, {Beirut: Dar al-Fiks, 1975), jilid 11, hal. 8
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Lakj-laky yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong;lak kedua tanggnya
sebagai pembalasan bagi apa_yang merekg kerakan dan sebagai sisRsaan dani
Allaf. Dan Allah Maha Perkasa-lagi Maha Bijaksana, (QS. AL Al-Maidah |5 ;
38)

Hukuman tersebut merupakan|bentukipemeliharaan dan penghormatan Islam atas
kepemilikan harta.

Namun demikian, dalami kepémitikaf harta, seseorang dilarang berlaku zalim
terhadap penggunaan dan pemantaatannya. Kebebasan memiliki dan memantaatkan
hartanya terbatas“pada ketentuan-yang telah-ditetapkanssyara’. Oleh sebab itw,
kepemilikan dan penggunaan|hacta adalah-seniata*mata untuk kemaslahatan individu
dan masyarakat. I[nilah“salah sdtu Mungsi=sesial, agd) karena harta sebenarnya
merupakan milik mutlak Allah swt yany dititipkan ke tangan-tangan manusia.”> Di
samping itu, penggunaan harta dalam Islam harus senantiasa dalam pengabdian
kepada Allah swt dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan dini kepada-Nya,
juga untuk pribadi, di samping memiliki fungsi sosial, dalam rangka membantu

sesama manusia. Fungsi-fungsi tersebut memberikan justitikasi terhadap kedudukan

2 Mustafa Ahmad az-Zarga’, Op. Cit, hal. 329
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harta dalam Islam, vaitu sebagai amanah Allah swt yang harus direalisasikan sesuai
dengan ketentuan pemilik mutlaknya, sebagaimana firman-Nya, QS. An-Nur:24: 33

yang menyatakan
-3 e Vo PR
st gall ol o3 b 3025
Dan berikanlah kgpada mereka sebugian dan harta Allah yang dikgruniakan-Nya

kepadamu. (QS. An-Nuri24; 335}

Dan hadis Nabi saw :
Gy Ga JU G 2 JB b, i e il e (i Oy 4adld e
(sl af 5 ) BT
Dart FatimahbiutiyQais, Habi-saw-bersabda i~Sesunggulinya setiap harta itu ada
hak orang laut selain'zakat. \(HER, at~Turmudzi )2
Oleh karena itu, menurut.ajacasn. l§lam hawds\difungsikan untuk kemasiahatan
diri dan masyarakat. Dengan kata(laip, Harta-kekayaan memiliki fungsi individu dan
sosial.
Dalam kaitan inilah, Al-Qur'an menetapkan hal-hal yang berhubungan
langsung dengan fungsi harta kekayaan, sebagai berikut :

. Mengharamkan riba.

» Yahya bin Syarif Abu Zakaria an-Nawawi, Riyadus Shalihin, (Mesir: Mustafa Babil Halbi, 1538),
hal. 445
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. Dalam harta terdapat kewajiban zakat dan kewajiban lain untuk kepentingan
sosial.

. Jaminan dan kewajiban pemerintah terhadap setiap individu.

. Upaya pemerataan harta kekayaan dengan melalui warisan, hibah, dan wasiat.

. Mengharamkan pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan cara dan
prosedur memperoleh barta.

. Mengharmkan penimbunan bahan makanan pokok, dan barang-barang kebutuhan
penting lainnya bagi masyarakat.

. Memberikan kesempatan berusaha dan memperaleh lapangan kerja kepada orang-
orang vyang membutuhkan /sesual)\dengan‘Kkemampuannya, dan kebebasan
melakukan transaksi antara buruh dan majikan, schingga majikan tidak
mengeksploitasi Hak kaum pekerja.

Memerintahkan pemerintah ‘untuk—berh€mat dalam membelanjakan harta, dan
mengharamkan sikap boros dan wmubad=r.™

Dengan demikian, ajaran Islam menetapkan fungsi dan kewajiban yang

seluas-luasnya terhadap harta benda. Fungsi harta tidak sekadar mengeluarkan zakat,

infag, dan sadaqgah, tetapi meliputi seluruh kepentingan umat, masyarakat dan negara.

Jenis-jenis harta atau sumber kehidupan, seperti air, padang rumput, dan api

{sumber energi) yang sangat vital dan potensial bagi kepentingan dan kesejahteraan

** Abdul Muhsin Sulaiaman Thahir, Menanggulfangt Krisis Chonomi Secara [slam, Alik bahasa -

Ansari Umar Sitanggal, (Bandung: PT. Al-Ma’arit't.th) hal 315 - 316.
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manusia, syari'at menetapkan larangan untuk dikuasai oleh individu atau sekelompok
tertenttu. Negara berkewajiban mengatur dan menguasat hasil pendistribusian secara
adil dan merata.

Abdullak bin Jor memandang bahwa harta memiliki kegunaan dan fungsi,
yaitu sebagai sarana untuk menunaikan kewajiban kepada Allah swt, dan kewajiban
terhadap sesama manusia.” Harta_juga merupakan salah satu instrumen dalam
mengaktualisasikan keimanan dag ketak:yaan kepada Allah swt QS. Al-Bagarah'2 :

177
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Bukanlah menghadapkan wajalimu Kgarali timur dan barat itu suatu kebaikan,
akgn tetapi sesungguiinya Kebaifgn itu ialahi beriman Kepada Allah, hani
kemudian, malaikgt-malaikat, Kitab-Kitab, nabi-nabi dan memberikgn karta yang
dicintainya Kgpada Kgrabatnya, anak-anak,yatim, orang-orang wmiskin, musafir
yang memerfufan pertolongan dan orang-orang yang meminta-mints; dan
memerdekan fiamba safiays, mendinikan sholat dan menunaikan zakat. (QS. al-
Baqarali/2 : 177)

5 Abdullah bin Jar, Rascif frsyedivah, (Beirut: Dar al-fikr, 1976), hal. 26 - 27,
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Sebaliknya, harta kekayaan dapat memimbulkan keruntuhan nilai moral,
seperti yang dialami oleh Qarun, Haman dan Fir'aun, serta orang-orang yang
diperbudak oleh harta kekayaan, sebab mereka tidak menggunakan harta
kekayaannya menurut ketentuan yang telah diganiskan pemilik mutlaknya yaitu Allah
swit.

Pada dimensi spiritual, harta kekayaan berfungst scbagar sarana untuk
menjalankan jihad fisabilillah| dalam pengertian fuas, seperti mempertahankan dan
menegakkan ajaran Islam dalam bebagai bentuk 'dan manifestasinya, baik secara fisik

maupun nonfistk. Dalam hal|ini, aval vang ‘menyvebut kata madl (harta) selalu
dirangkaikan dengan anfus (jiwa raga). sepértifirman Allah swt dalam QS. ar-
Taubah 9; 20 :

-
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Orang-orang yang beriman dan berfipral serta berjifiad di jalan Allak dengan
harta benda dan din merekg, adalali lebif tinggi derajatuya di sisi Allak swi, dan
itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS. at-Taubah/9 : 20)

Dengan demikian, fungsi dan kedudukan harta adalah sangat strategis dalam
ajaran Islam, sehingga sulit membedakan antara harta dengan naluri manusia untuk

memiliki dan mencintainya dalam mempertahankan prestasi dan prestise hidupnya.
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Namun, harta kekayaan menurut konsep Islam tetap sebagai sarana untuk mencapai

kesejahteraan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

E. Konsep Kewajiban Bekerja dalam Islam

Manusia merupakan makhtuk pekerja (homo faber). Dengan bekeria, manusia
menyatakan eksistensi dirinya dalam kehidupan masyarakat.” Bekerja pada dasarnya
merupakan realitas fundamental bagi manusia. -Oleh karena itu, bekerja merupakan
fitrah dasar manusia yang selalu (dibawa )dalam setiap jenjang perkembangan
kemanusiaan. Bekerja sebagal pernyataan eksistensi dirt manusia, sesungguhnya
merupakan pemjelmaan  kesatuan _dird! “dengan | melibatkan semua unsur yang
membentuk ke-ckuannya, yiatu jiwa, semangat, pikiran, dan tenaga, serta anggota
ﬁsiknya.27 Dengan demukian, dalam. bekerja.eksistensi/ \dirflmanusia terfihat dan
terukur kadar kualitasnya.

Bagaimanapun Kkondisinya, manusia_secara moral dituntut untuk bekerja,
tanpa bekerja manusia akan menjédi beban orang lain, bahkan secara sosial dapat
melahirkan gangguan ketertiban sosial. Di samping itu, dalam bekerja manusia
dituntut untuk memperoleh hasil optimal secara sosial-ekonomi, sehingga tidak

menjadi beban orang lain dan mendaptkan status sosial yang layak.

% Musa Asy’arie, Op. Cit., hal 40

27 Ibid.
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Begitu pentingnya bekerja, {mar nin Khatuh sampai menyatakan : Andaikata
aku mati di antara kedua kakiku vang bekerja mencari anugerah Allah swe, adalah
lebih kusukai daripada aku mati terbunuh sebagai mujahid fi sabiliflah.*®

Oleh karena itu, Al-Qur'an mengaitkan kewajiban bekerja dengan ibadah,
iman, aqidah, dan mu'amalah serta kemaslahatan.  Juga dihubungkan dengan

hukuman, pahala, dan berbagai kebaikan/ baik-kehidupan dunia maupun akhirat.

Dalam Al-Qur’an ditemukan 608 term bekerju (d-u-“), diberbagai bentuk
Kata, seperti (U (bekerja), sebanyak 22 kalf, (Jee (perbuatan) 17 kali,

‘JL‘“— (mereka tclah bekerja) 73kak, u )L“-' dan u}r“—' (merekakalian

sedang bekerja) 139 %ali, ;*é—“—“‘— Sl dalee FElee {J}L‘L“— -Lilee

sebanyak 330 kali, dan 27 kalj untuk oz -fﬂﬂ'-" - dikee - Jaas - dilee

Ajaran Islam menekankan kewajiban bekerja bagi sctiap pemeluknya, dalam

upaya meningkatkan kemampuan ekonominya, bahkan menjadi farduain

(kewajiban individu). Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tetap memiliki

kemandirian, dan potensi secara ekonomi, sehingga terhindar dari kemiskinan,

% Abdut Aziz al-Khayat, Nazrak al-[slam {i al-Aaal wa Asarvhu ii al0Tanmiyat, (Mesir: Dar as-
Salam, 1989) Cet. 1, hal 13.



kebodohan, dan keterbelakangan, yang pada akhirnya tidak memiliki status sebagai
tangar di bawalt.

Bekerja dan berusaha merupakan kewajiban agama, karena Allah swt
mengaitkan pemberian rezeki dengan usaha dan kerja. Allah swt tidak membagi
rezeki-Nya begitu saja, tanpa melewati usaha dan kerja keras, karena hal itu akan
berimplikasi pada kepasifan manusia—dan—mengaburkan nilai-nilai syarr’at yang
dinamits, sehingga berakibat pada|lahimyagnanusia-manusia statis dan miskin.

Dalam pandangan Islam, seorangumukinin-yang kuat lebih disukai oleh Allah

swt, daripada seorang mukmin yang lemah. Hal ini’sesuai dengan hadis Nabt saw.

"B ke w b el My 3 grana O Blue e

" ahuse) i nbial |3 AN Ge @ (el sCs (5 g8l (pagall

Dari_ Abdullah ibn Mas 'ud, Rasululldl saw\bérsabda : Orang mukmin yang lebil
kuat, baif lebifi disukai olek Allast danipada orang mukmin yang lemah. ( HR,
Muslim P9 '

Hadits tersebut menunjukkan bahwa untuk menjadi orang mukmin yang kuat,
manusia beriman harus bekerja secara aktif. Petujuk lain Al-Qur’an adalah sebagai

berikut:

- - o 4
"ls'|;' \ A L4 '-.-
bt -

¥ Al.Hafiz al-Munzini. AMukfasar Sahih - Mustim, (Quwait: Wizarat al-Awgat’ wa al-Syu’un

al-Islamiyah | 1969), hal. 47
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Katakanlah! Tiap-tiap orany berbuat menurut keadaanya masing-masing. (QS.
AlIsra'f17 ; 87 )

-

@ L..un-ib |.‘.\L§

Makg apabila kamu telah selesar dari sesuatu urusan, Kerakanlah dengan
sesungguhi-sungguhinya urusan yanyg lain. (QS. AL-Insyirah/94: 7)

Mengingat perintah agafa untuk"bekerja\secara aktif, maka Robert Bellah
mengatakan, bahwa ctos yang dominan dalam UJslam adalah menggarap kehidupan
dunia ini secara giat, dengan mengarahkannya kepada yang lebih baik.” Ini juga

sesuai dengan pesan Allah swit
Ty 805 ,_,L.asw oA (S IR EAREA ERA JH

@5};.!4_.’ r&ij lj,,;ffm

Apabila telah dittuaian)stialad wika-beftebaranali kamu di mukg bumi, dan
carilaf karunia Allah daningatlak AUGK Baryak-baryak supaya kgmu beruntuny.

(QS. af-Jum’ah/62 : 10)
Pesan tersebut mengindikasikan bahwa scorang mukmin hendaklah beribadah
sebagaimana yang diwajibkan, namun juga harus bekerja mencari rezeki dari

kemurahan Allah swt.  Bersamaan dengan itu, harus senantiasa ingat kepada-Nya,

3 Nurcholis Madijid, Islam Dokirin dan Perbedaan, (Jakarta © Yayasan Wagaf' Paramadina, 1992}, Cet.
I, hal 415.
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yaitu memenuhi semua ketentuan etis dan moral-spiritual dalam bekerja, dengan

menyadari pengawasan dan perhitungan Allah swt terhadap setiap bentuk pekerjaan.
Hal ini mengandung isyarat bahwa dengan memiliki etos kerja, iman dan

takwa, akan melahirkan daya ikhtiar, sehingga mampu dikembangkan untuk menggali

sumber daya alam, sebagit berkah dan karunia Allah swt untuk manusia.
Sl TG L5 al sl 5,5, e
b5is0als s o8 s L ANT 53 S Taed 54 SansE ] 5
(o T S Y. | FEUN R E

Dan kepada Tsamud (Kami-utus) saudara-mereka Shalefi berkata ; Har kaumKy,
sembatilah Allah, sekali-Rali tidak ada bagimu Tuhan selsin Dia. Dia telah
menciptakary kamindat Gumt (anal) deniterjadikarnRamie pemakmurnya, Karena
itu mofionlafi-ampunan-Nya, Remudian Gertobatlafi kepada=Nya. Sesungguhinya
Tuhanky amat deRat (rafmae-Nya) fagl memperkenankan (do’a hamba-Nya)(QS.
Hud /11; 61)

Allah swt menganjurkan agar manusia melakukan pengembaraan di muka

bumi, untuk mencari rezeki ( fadillah) dan menzikirkannya agar meraih kesuksesan.

ol Taab sl o 5Lal ot 1 Bl il 4805

ORTIEEE 50!, (Jj }-"rﬁﬁ‘-’ é—?—?jﬂ:.’)-:’fé |
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Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu df mukg bumi, dan
cartlafi  kRarumia Allafi  damingatlal Allak  banyak-banyak, supaya kamu
beruntung.(QS. aj-Jum'al/62 : 9)
Dorongan tersebut dijadikan sebagai koherensi untuk memantapkan keyakinan,
bahwa kerja keras merupakan bagian integral dalam sistem ajaran Islam.
Eksistensi manusia di muka bumi semata-mata untuk mengabdi atau

beribadah kepada Allah swt, dan bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah yang

memberikan implikasi terhadap ¢ksistenst kemanusiaan.
9o Y ol balleals Gy

Dan Aku tidak menciptakan_gin\dan manusia melainkan supaya mereRg
menyembah-Ku. (QS. Az-Zarival| |51} 56

Oleh karena .itu, sAllah ,swi. memerintahkan seluruh, rasul-Nya supaya
menyerukan umatnya agar giat bekerja. Dengan bekerja seseorang akan memperoleh
suatu hasil yang baik untuk kepentingan hidup di dunia. Orang yang enggan bekerja
diasumsikan sebagai oranyg yang Derbuat kezalifman 'dan tidak akan mendapatkan

kesuksesan.
o - - 3’:" "?-‘:‘ilr ..;‘J".-”"_,_ "937_;”,-
555 00 a5 5328 e 3] Al 1 1s 1y lalps e U5
o OB A AV A P

Katakanlali! Hai Raumfu, berbuatlah sepenufi kgmampuanmu, sesunggufinya
akupun berbuat pula. ‘Kelak Rgmuakan mengetakus, siapakah di antara Riya yang
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akan memperoleli hasil yang baik dari dumnia ini. Sesunggufinya, oravg-orang yany
zalim ity tidak akan mendapat keberuntungan. (QS. Al-An’am /6: 135)

Dalam Islam, bekerja bukan sckadar memenuhi kebutuhan fisik-material
sehari-hari, tetapi memiliki dimensi spiritual dan moral dalam rangka mencari
keridhaan Allah swt. Dengan motivasi semangat bekerja keras dan terarah, tentu
berpengaruh terhadap mentalitas seseorang untuk lebih komitmen pada budaya kerja

dan berusaha, dalam rangka menggali potensi bumi yang diperuntukkan bagi hamba-

hamba-Nya yang shaleh.
Sobae L 5 oo Uil SA st o 55t 30T LS 3G

& iy boall

Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah Kami tulis dalam Lauf
Mahfuzh, bahwasannyd bumng ini dipisekas famba-amba-Ku yang shaleh.
(QS. AL-Anbiya’/21 : 103)

Penyerahan bumi demgan ‘segala isinva “eich /Allah swt, diiringt dengan
perintah untuk mengolah dan menggali serta kemakmurannya (QS. Hud /11 ; 61),
memberikan isyarat melalui kerja keras. Mengelola potensi dan sumber daya alam
inilah, harta kekayaan dan berbagai nikmat Allah swt dapat diperoleh kemudian,
meskipun jenis usaha tersebut hanya sctagai secorang pencari kayu api di hutan, lalu

menjualnya ke pasar.

9 ”' \'”L)“"\'”’ u_w.”g’,:a.L?-L‘
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Dan Aku tidak menciptakan pn dan manusia melainkgn supaya merekg
menyembah-Ku. (QS. Az-Zariyat /51: 56 )

Oich karena itu, Allah swt memerintahkan seluruh rasul-Nya supaya
menyerukan umatnya agar giat bekerja. Dengan bekerja seseorang akan memperoleh
suatu hasil yang baik untuk kepentingan hidup di dunia. Sedangkan bagi orang yang
enggan bekerja diasumsikan sebagai orang vang berbuat kezaliman dan tidak akan

mendapatkan kesuksesan.
Lo .- Ve “.9-7‘:" vt . "’-,""-9‘1--’_-7‘!-
5355 o falas Bt el Gl (e g lidlpyang s

ol

B =TT 2 5 L - 1
Y AN AR R WY

Katakanlal ial) limia 'K/ [ Bertuatlali-sekuat kgmampwanmu, sesungguhnya
akupun berbuat juga, kelak kamu akan mengetaliut, stapakal di antara Kita yang
akan memperolel fasil yanig-balk dari/dunis, ink, sesunggulinya orang-orang yang
zholim itu tidak_akan mendapatRan keberuntungan:. (Q.S. AL-An'am/6 : 135)
Dalam Islam, bekerja' bukanlal’ sekadar-mémenuhi Kebutuhan fisik material
sehari-harinya saja, tetapi lebith memiiiki dimensi spritual dan moral dalam rangka
mencari keridhaan Allah swt. Dengan motivasi semangat kerja keras dan terarah,
tentu berpengaruh pula terhadap mentalitas seseorang untuk lebih komitmen pada
budaya dan ctos kerja dan berusaha keras, tentu saja dalam rangka menggali potensi

bumi yang telah sengaja diperuntukkan bagi keperluan hamba-hamba Allah swt yang

shalih.
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KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

A. Pengertian zakat
Arti zakat menurut bahasa
a. Zakat dalam bahasa Arab adajatrbentuk masdhar dari Zaka, Yazku, Zukuwwan
Wa Zakatan yang artinya | An-Neuay Wa Az-Ziyadah, yaitu tumbuh dan
bertambah, dan dapat berariiberSipSebab mengharapkan kebersihan jiwa dan
hartanya.

‘Eﬂ_ﬂlﬂﬁﬁwi‘jysujwiwcﬂl J.Jﬂ'u.m

“Difatakan kadar dtaiukurg/sobagian-harioyatyg dikehiarCan(untuk Allah) adatah
zakat yakpi bersil, sebab ia menjadi sebab dikarapkgniya demi kebersihan”.!

b. As-Syaukani memberi arti bahasa zakat scbagai berikut :
o gl aad g lartl g it 1 0 Laalh Aall 4 81S )
gl e syt g JA AL 3 e Gedills jela g IS

“Zakat menurut bahasa adalah tumbult seperti Zaka az-zar'u apabila ia sudah
tumbuh, juga bisa berarti pensucian, scbab dengan zakat bisa menjadi pensuct untuk,
jiwa dani penyakit dan Rotoran bakfiif dan jadi pensuci dani dosa”?

* Al Rafi’i, AI—Misfx_zh Al-Mungr, 11, tanpa perce:akan, hal :254
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b. As-Sayid Sabiq memberi arti bahas: sebagai berikut :

Al Zakar adalah suatu nama bagi sebagian harta manusia yang dikeluarkan haq

Allah-nya untuk orang-orang fakir. Dikatakan Zukar , sebab dari itu diharapkan
adanya Barakah, juga pembersihan jiwa dan bertambah kebaikannya.3

ASJ,\.“J SJL&H'JGLA_'\]’JA
“Tumbult, bersilt dan barakalt".
d. Yusuf Qardawi memberi arti bahasa sebagai bérikut :
“Kata Zakat merupakan kata dasar Limesdar )-ddri ~aka vung berarti : barakah,

tumbuh, bersih dun baik. ™

Arti Zakat menurut Istilah para Glamia) gl membuat definisi zakat yang berbeda
dalam ungkapan atau bahasa scperti di bawah ini
a. Abdurrahman ul-Jaziri, zakat merupakan pemberian hak miltk harta tertentu

kepada mustahiq dengan syarat=Syarar tertentu pula.5

b. Sayyid Sabiq,zakat adalah ndMa hdfta vang dikeitdrkan dari hak Allah swt., untuk

diberikan kepada fakir miskin®

* Al Syaukani, Nail Ai-Autor, Juz IV, fai ; {09, Oar ai juyi, Lebanon
* Al Sayid Sabiq, Figh As-Sunnah, I, 1, hal : 276, Putra Semarang

* Dr. Yusuf Qardhawi, figh A:—Zaﬁ&, Tarjamah, Juz [, hal: 34

3 Abdurrahman al-Jaziri, Kab Al-Figh ‘ala Muazahib Al-Arba’ah, (Cairo - al-Istiqamah, t.th.), hal
590,



c. Mahmud Syalnu, zakat adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang
kaya untuk diberikan kepada fakir-miskin, dalam rangka memenuhi kepentingan
umum, mencakup ketertiban masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan
umat.’

d. 7M. Hasbi ash-Shiddieqy, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk
diberikan kepada orang-orang yang-teleh-ditentukan syara’, menurut ketetapan
Al-Qur’an, as-Sunnah, dan Undang-undang fighl"

e. Pembahasan Figh Islam memberikankiefifils: sebagai berikut :

1. Zakat adalah pembenian suatu yang ‘Wajib diberikan dari sekumpulan
harta tertentu menurut “sifattsifatdansukuran tertentu, kepada golongan

tertentu yang berhak menerimanya.

N

Zakat adalah mengelarkan-scbagian-harta tertentuyang telah mencapai
nisab, milik sempurna,dan genap, usia/ pemiliknya selama satu tahun,
selain hasil tambang, ) pertanian, | dan “barang temuan, yang diberikan
kepada orang-orang vang berhak menerimanya.”

f BAZIZ DKI, zakat merupakan salah satu rukun Islam sebagai bagian dari ibadah

kepada Allah swt dan amal sosial kemanusian, dalam bentuk harta atau nilainya

¢ Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal 276
7 Mahmud Syaltut, Al-F-atawa, (Cairo: Dar al-Qalum, [966), hal. |14
* T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, fedonan zukar, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hal. §

> BAZIZ DKI, Op. Cir., hal. 4
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baik milik individu maupun hadan hukum, untuk diberikan kepada yang berhak
dengan syarat-syarat tertentu, dalam rangka menyucikan jiwa para wajib zakat,
menumbuhkan hartanya, mengurangi penderitaan masyarakat, dan memelihara
keamanan, serta meningkatkan pembangunan. w
Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah
Jurdu wajih bagi setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu.
Zakat juga memiliki syarat vang sama defigan sholat| fur«/u , karena merupakan salah
satu rukun Islam berdasarkan dalil-A1-Qur™an. .ds-Sunnah, dan ljmz.
Dalam Al-Qur'an, perintah_mencgakan “sholat bersama dengan perintah
menunaikan zakat tidak kurang dari~533-avat, “bahkan perintah menunaikan zakat

bergandengan deng@in pérn fah\ineddifiRai sholat

Untuk menggambarkansignifikan kedudukan zakat dalam ajaran Islam, Al-

Qur’an menggandengkaniva dempanskaiasholat=cgra 3--akah bergandengan dengan

iqamu a&‘-m/;f, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. 4/-Bagqarah 2 ;43 :

(D) s 5 1528 15555 3T, 5553 1Tyl

Dan dirikanlah sholat, tunaikaniali zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang
uky’. ( QS. Al-<Bagaral/2 ; 43 )

1 BAZIZI DKL, Rekomendasio dan Pedoman Pelaksanaan Zakat, ( Jakanta - BAZIZ DKL, 1981), cat
1. Hal.xii
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Rasululiah saw menerangkan bahwa #fawaz-zakah merupakan salah satu
unsur dari pilar Islam. Dalam figh, zakat ditempatkan dalam rubu/ ‘ibadah . Dengan
demikian, 1badah zakat menjadi diketahui secara otomatis eksisitensinya

_ _ - , . i1
( ma'lum min ad-din ad-darwrah '), dan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

B. Landasan Kewajiban Zakat
1. Na§ Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an terdapat=32 istilah zakat/( «z-zakah ), dan diulang sebanyak
82 kali penyebutannya dengan menggunakan (istilab-istilah yang sinonim, seperti
sedekah dan infaq. Pengulangan terschut mengandung tujuan bahwa zakat memiliki
fungsi dan peranan yang sangat ‘strategis.

Dari 32 istilah zakat tersebut, 29 di antaragya bergandengan dengan istilah

salat . Hal ini memben isyaraf tcntangycratnya hubungan dntara ibadah zakat dengan

ibadah salat. [badah salat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah swi,

sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah swt dan sesama

manusia.

" Ali Yafie, Op. Cit., fal. 231
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Nas-nas Al-Qur’an tentang zaczat diturunkan dalam dua periode, yaitu

periode Mekkah dan periode Madaniah, di antaranya terdapat dalam firman Allah
swt, sebagai berikut

1. QS. An-Numi . 27 ; 3

o

Hcﬁﬂbrﬁ_mj _9._;‘).! 0_9'—‘_9-" _5_14.2“0_9_:1.‘.:_5__‘_1’ ..-L__”
& it
Orang-orang yang mendinkan sholabsdan menunaikan cakat dan mereka yakn
akan adarya negeri akfirrat
2. QS. An-Nur = 24 ;37"

S PPURL R F - S ) PETIE L WY B

-

i S8 S ST B MG 3, 5 3y Ll

Laki-Laki yany tidaRdilalaikgn pleliperiugdan dafi-tidak pula oelh fual-beli dari
mengingat Allafi, dan dan mendinkan sholat, dan dan membayarkan zakat.
Mereka takut kepada suatu hani yang (di hari itu) hatt dan pengelihatan menjadi
goncany.

3. QS. Al-Bayyinah - 98 ;3 :

»
E 3

STy s 5l sl i Ty2a0 9 55
((D)wi‘)_a&d_]‘éjo)_{)” ""’

c’;t
{a"
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Padahal mereka tidak disurult kecuall supaya untuk menyembahi Allah dengan
memurnikan keta'atanmya kepada-Nya dalam menjalankgn agama dengan furus,
dan supaya mereka mendinkan sfofat dan menunaikakn zakat ; yang demikian
itulah agama yang furus.

Ajaran zakat yang diturunkan pads periode Mekkah pada ayat tersebut, hanya
merupakan ajaran untuk berbuat kebaikan. Adapun ayat-ayat yang diturunkan pada

periode Madinah telah menjadi kewajiban mutlak (i/zami ), sebagaimana berikut ini :

1. Q8. Al-Bagarah 2 ;43 :

1 w " L o ] T & 71 o} -
Dan dirikgnlal sholat, tundikansdfpbedan mky'lak bersama orang-orang yang
ruku’

2. QS. An-Nur 24 ;36

Dan dirtkanlal shola¥ danstunaikarn gakat, «an \ta'atlalt kepada rasul supaya
kamu dibert raftmat.
3. QS. Al-Hajj 2278 :

PRICWE RS I NEA PR

Maka dinkanlah sitolat, tunaikan zakaky dan berpeganglah kamu pada tali
Allat.
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Jika ditinjau dari aspek lugaw:, ayat-ayat tenlang perintah zakat, sebagian
besar dalam bentuk amr (perintah) dengan menggunakan istilah au (tunaikan), yang
mengandung makna, berkefetupan, segera, sempurna hingga akhir, kemudahan,
mengantar. dan seorang vang agung.”  Pengertian istilah tersebut adalah A/- ita,
vaitu suatu perintah untuk menunaikan zakat atau membayarkan.

Al-Qur’an menamp:lkan ispilah zaj.atdalam tiga gaya bahasa ( uslub ), yaitu :
a. Uslub insyd/i, yaitu berupa périntali, seperti terdapat dalam QS. 4/-Bagarah/2 |

43, 83, dan 110; QS. Al-Ahidl 337330 0S. #/iHajr22 - 78, QS. An-Nuwr 124
56; QS. Al-AMuzammif(73 - 20 yaitw-ddndan—menggunakan istilah ( 'J:" ) atau

ey

(sl
Seperti :

nsjgj_“ i}jjn o Al L.“-‘ U‘g"“:’jj "
Dalam ayat lain digunakkan kata kerja dengan istilah A yaitu perintah untuk

mengambil atau memungut zakat (sedekah), seperti dalam QS. Ar-Taubah/9 -

t03.

"2 Quraish Shihab, Yafsir Amanah, (jakarta - Pustaka Kartini, 1992), hal. 12. lihat pula Al-As fahani,

At-Mufradar f;' Garib Al~Cur ‘an, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.th.), hal. 9.
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e r..g_kJ.o_,lq_'ra,,_S r‘“%“*‘f"ﬁjr’u‘”
D ek e SR

Ambillafh zakat dari sebagian harta merekg, dengan zakat itu kamu membersifkan
dan menyucikan merekg, dan mendoalalt untuk, merekg. Sesunggufinya doo'a Kgmu
itu menjadi Ketenteraman frwa bagi merekg. Dan Allak Maha Mendengar lagi Maka
Mengetafiur, (QS. At-Taubah/9 . i03)

Perintah tersebuut ditujukan kepadagenguasa {amil zakat) untuk memungut dan
mengelola harta zakat dari para wajib zakat ( myzakki ).

Usiub  targib ( Motivatif Z), yaiu |suatu- motivasi untuk konsisten dalam
mendirikan sholat dan menunaskan-Zzakat, sebagai konsekuensi keimanan dan
ketakwaan. Bagi mereka akan dyanjikag _memperoleh ganjaran berlipat ganda
dari Allah swt salah satu bentuk tersebut dapat dilihat dalam firman Allah swt

pada QS. Al-Bugurah /2 2777

PAERS I CAFNIAT) @?,MH,L;, eadly

-,

— ,’:5.:7?\_’-9 .’f’_n,"y:
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Sesungguiinya orang-orung yang ber.man, mengerjakan amal shaleh, mendirikan
sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pafials dart Tubannya, Tidak ada
kekfrawatiran tertadap mereky dan tidak pula mereka bersedih Rati,

(QS. At<Baqarafi /2 : 277),
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Uslub Tarhib (intimidatif | peringutan), ditujukan kepada orang yang suka
menumpuk harta kekayaan dan enggan mengeluarkan zakat. Orang tersebut
diancam dengan azab yang pedih, yaitu akan dibakar dahi, lambung dan
punggungnya dengan batangan emas dan perak yvang telah dipanaskan dengan api

neraka jahanam. Ancaman tersebut terdapat dalam QS. A¢-Faubah/9 : 34 - 35 .

3wt T PR A LIRS (AR Y U S (o
sz alll ot 3 osaid 5 endly Casdl Gy 525G fpadls
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Dan orang-orang_yaty wenyudpan ewas dan perak) dan-tidak dimanfaatian pada
Jalan Allak, makg benitahuRanlah kepada merekg, bafiwa merekg akgn mendapat
siksa yang pedift. ®ada hart dipangskangmasperdk itu dalam nerakg jakanam, laly
dibakar dengannya dafi merekg, lambung dan punggung merekg, lafu dikgtafgn
Repada mereRg : Fmifahhaft @ bendiamy papy Rami simpan'untuk_dirimu sendini, maka
rasakaniall sekarany akibat dari apa yaryg Kamisimpan itu,

(QS. At-Taubaliy9 : 34 - 35)

Usiub Madh (pujiun - sunjungan), yaitu pujian Allah swi terhadap orang yang

menunaikan zakat. Sanjungan yang diberikan kepadanya berupa penolong (wali)
dengan sifat ketuhanan, kerasulan dan sifat orang beriman, disebabkan oleh
kesanggupannya membenkan harta yang dicintainya dalam bentuk zakat kepada

mustahi . Bentuk tersebut ditemukan dalam QS. A/-Maidah/5 : 55 :
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Sesunggufinya penolong kamu fanyalah Allak, rasul-Nya dan orang-orang yary
beriman, yang mendinkan sholat dan menunaikan zakat, supaya merekg tundufk,
kepada Alali. (QS. Af Maidali : 55)

2. Nas As-Sunnah

imam  Al-Bukhari  dan | Xlusiom(telah rmengakumulast  hadis-hadis yang

berkaitan dengan zakat yaitu seKitar 500 hadis, termasuk di dalamnya bebarapa asar.
Di antara hadis yang paling populertentang-zakat-adalah:

o JE e of P D IS T e S, e Of O
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Dan [bny Umar ra. Rasulullah saw bersabda : Istam didinkan atas fima pilar,

yaitu bersaksi baliwa tiada Tukan selain Allah dan sesungguhinya Muhammad

adalali utusan Allak, mendirian sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada butan
Ramadiian, dan melaksanakan 1badafi fafi bagi yang mampu. (HR, Bukfan -

Muslim) 3

3 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Sahih Al-Buhari, (Beirut : Dar al-
Fikr, t.th.), Jilid 1L, hal. 120,
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Hadis tersebut merupakan bagian dari nas as-sunnah yang memiliki sifat

umum, dengan menegaskan tentang -akat mal dan -akat fitrah . Sementara hadis-

hadis lain yang memiliki sifat umum pula, menerangkakn sub-sub zakat, seperti jenis

harta yang wajib dizakati, nisab, haul, asna f delapan , dan hal-hal lain yang terkait

dengannnya.
Hadis-hadis tersebut menampilkanfdaya bahasa dengan ustub targib | tarhib

dan hikmah-hikmahnya, dengan ttifuan miemberikan motivasi secara sukarela untuk

mengeluarkan sebagian rezekinya dalam bentuk zakat.

3. Ijma
Setelah nabi saw watat, pemimpin pemerintahan Islam dikendaltkan oleh

Abubakar ash-Shiddieq sebagai khalifuh pertama. Pada saat itu, muncul sebuah

gerakan yang menolak membayar zakat ( mant . az-zakah ) kepada khalifuh
Abubakar. Khalifah mengajak sahabat lzinnya untuk bermusyawarah, dalam rangka
memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat serta mengambil tindakan tegas
untuk menumpas mereka, sekaligus mengkategorikan murtad.” Pada masa tabiin
dan imam mujtahid serta pengikutnya, tclah melakukan ijtihad dalam merumuskan

pada operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

4 Abdulah
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4. Landasan Historis

Nabi Muhammad saw diutus olch Allah swt dengan tujuan memperbaiki
akhlak manusia. Pada saat itu, akhlak dan moralitas masyarakat mengalami
kebobrokan dan kerusakan yang luar biasa, sehingga menimbuikan bahaya bagi
kehtdupan sosial. Kerusakan tersebut lebih-disebabkan sikap dan perilaku dari
golongan pengusaha serta elit ¢konomigyang $élalu melakukan kezaliman dan
kesewenang-wenangan. Pemilik| modalpmengeksploitasi golongan lemah dengan
cara-cara ilegal, seperti penerapan fiba, penipuan,'dan kejahatan-kejahatan ekonomi
lainnya. Dalam kondisi inilah, turun ayat-ayat Al-Qur’an yang menganjurkan orang-
orang kaya membantu golongan lemah secara ckonomi melalui zakat, infaq, dan
sedekah.

Dart sisi historis, kewajibanzakat ¢lah disyatiatkan Allah swt kepada para
Nabi dan Rasul, sebagaimana t€lahydiimyfemontasikan olel‘nabi Ibrahim as. Hal ini

diungkap oleh Al-Qur’an pada QS. Al-~Anbiya/21 ;73 :

b et Te o -1 51~ < 3T-1 0. e, = ok
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Kami waliyukan Kepada mereka mengerjakan kgbatkan, mendinkan sholat,

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu memyembah. (QS.
Al-Anbiya /21 ; 73)



63

Demikian pula terhadap umat nabi Ismail as seperti yang disinyalir dalam Al-

Qur’an QS. Muaryam/19 ; 55 :
E7 e e 58 3855 5 85kl Jdal 5ala s’y

Dan Ia (Nabi Ismail as) menyunuli ahlinya untuk, mendirikan sholat dan
menunaikan zakat, dan ia adafali seorang yang diridhoi di sisi Tufiannya.( Q.

Maryam/19 ; 55)

Bahkan terhadap umat nabi Mus@ @s (Bani Israil}-pun, pensyariatan zakat

telah diterapkan, sebagaimana yang telaldituliskan’dalam QS. A/-Bagarah/2 ; 83 :

wsyp, i YRR - L,_%,_W.L,.;.—J fp
AT 3585 s 28 iy "J_Jnﬁ.-,: Bl
7,5 2y LA, 4y bss
Dan ingarlafi, elibn K WongdmbiianiCdari Baui Israil yaitu janganlaf
Kamu menyembali selain Afak S0t dan Gerbuar baiklah Kepada i6u bapak, Kgum

Kerabat, anak-anak yatim, dan orang-otang wmiskin, serta ucapkgnlak kata-kata
yang 6aif_ kgpada manusia, dinikanlafi sholat dan tunaifanlaf zakat. (QS. Al

Bagarah/2 ; 83)

Nabi Isa as. ketika masih dalam buaian telah menyampaikan suatu ucapan,

sebagaimana yang tertera dalama Al-Qur’an QS. Maryam /19 ; 31 :

Gy Li> L Ly S Wi mslall, 0093
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Dan dia memerintafikan kgpadaky mendinkan sholat dan menunaikgn zakat
selama aky hidup. (QS. Maryam /19 ; 31)

Demikian pula terhadap ahli kitab, pada umumnya kewajiban zakat telah
diterapkan bersamaan dengan kewajiban sholat, sepertt firman Allah swt dalam QS.

al-Bayyinaft /98 : 5:
. _
£ - -] i w ] 22a- 0 1247 s Ls-
@f_c,’,.djlu__ggdj_lh:jo‘#‘)n b.._vj,g‘, o‘,l.aJHM_,
Dan supaya mereka mendinkin shiolat dar mériynaikan zakat, dan yang demikfan
itulafi agama yang lurus. (QS\al<Bayyiniah / 98 1 5)
Namun demikian, pencrapan zakat pada agatha-agama sebelum Islam belum

merupakan sebuah kewajiban nudalid il20mie;) tetaps/lebih mencerminkan solidaritas
sosial dan rasa belas ‘kaSillan \(chariy) . datam. ragkd smenyantuni fakir miskin.
Syariat zakat ditetapkan sebagai satu kewagiban il=bmi-ifbari (kewajiban mutlak),

setelah kerasulan Muhammadr-sawpada, perioderMadinah, sekaligus ditetapkan

sebagai rukun Islam yang ketiga.

5. Landasan Logika, Filesofis, dan Sosiologis
Ibadah zakat, meskipun kedudukannya sebagai kewajiban agama berdasarkan

nas - nas normatif, tetapi juga dapat dipahami secara logika dan filosofis. Landasan

logika dan filosofis ini meliputi pertimbangan logika tentang kewajiban zakat itu

sendiri, fungsi dan perannya. Zakat divakim scbagai scbuah ibadah yang sangat
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logis, sesuai dengan pertimbangan akal schat dan hati nurani orang beriman, juga
ditinjau dari sisi hikmah dan rahasia yang terkandung di dalam pensyariatan ajaran
zakat.

Berikut dikemukakan argumen-argumen logika oleh para pakar, di antaranya
pendapat yang menyatakan, bahwa Allah swt mewajibkan setiap orang yang mampu
bekerja dan berusaha, agar giat m¢ncariiezekiuntuk memenuhi kebutuhan hidupnya
pada satu sisi, tetapi pada sisi— yan@ berbeda) | tidak semua orang memiliki
kesanggupan dan kemampuan bekerjd“dangbérusaha, dan juga tidak setiap orang
mampu memperolch harta secara—mudahy| Seperti harta warisan, atau mempunyai
kaum kerabat yang kaya, schingga mampu menanggung seluruh biaya kehidupannya,
dan berbagai problema sosial, dan kesulitan hidup yang menimpa nasib scbagian
manusia, yang pada ahirnya tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan.

Sementara ada sebagian ydng Hiddp datam kondisi serba kelebihan dengan
tidak memikirkan nasib kaum-fakirmiskin .Padahal Ailah swt menetapkan hak
mereka dalam harta orang-orang kava secara tegas dan pasti, yaitu melalui
pensyariatan zakat, infaq, dan kewajiban-kewajiban harta lainnya.”

At-Thayyar mencoba memaparkan argumen logika zakat, bahwa akal sehat
tidak mampu menerima dua dikotomi dalam waktu bersamaan, yaitu adanya orang

meninggal akibat kekenyangan, dan orang meninggal akibat kelaparan karena tidak

¥ yusuf al-Qardhawi, AMusykilat ul-Fagr wo Kaifa Alajal;l al-lslam. (Cairo: Maktabah Wahbah,
1975). Cet. 11, hal. 68
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ada makanan. Selanjutnya, dalam hubungan yang sama ia mengemukakan, bahwa

akal schat tidak mampu menerima adanya orang yang memberikan kelebihan

makanannya untuk anjing. Sementara di sisi lain, terdapat orang-orang yang mencari
rezeki dengang susah payah, tetapi tidak mendapatkannya.'®
Al-Kasani, memaparkan argumen lain tentang logika zakat, sebagai berikut:

a. Membayar zakat adalah untuk membaatu-orang lemah dalam rangka memulihkan
kemampuan ekonominya, sehingga mampu menunaikan kewajiban kepada Allah
swt dan lebih memantapkan keutuhan akidah serta akhlaknya dari akibat yang
ditimbutkan oleh kemiskinan yang dialantinya.

b. Membayar zakat hakikatnya adalah untuk kepentingan diri orang kaya, yaitu
menyucikan jiwa dan harta dari berbagai noda dan dosa, memperhalus budi
pekerti dengan sifat|pemurall’ dan.nienjavhkan sifat bakhil.dan egoistis, serta
memiliki sikap toleran, menjdga amanghidan, olenyampaikan hak kepada yang
berhak.

c. Mensyukun nikmat adalah wajib, ba:k ditinjau dari sisi logika maupun syariah
dan etika. Membayar zakat merupakan salah satu perwujudan mensyukuri nikmat
Allah swt yang telah melimpahkan rezeki-Nya kepada orang-orang yang
dikehendaki-Nya secara selektif, schingga ada golongan kaya dan miskin.

Dengan demikian, orang-orang yang beruntung memperoleh rezeki tersebut,

' Abduiiah bin Mubammad bin Ahamd al-Thayyas, Op. Cit., 37
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seharusnya bersyukur dalam bentuk mengeluarkan sebagian kecil (rata-rata 2,5
%) dari nisab hartanya untuk zakat.

d. Adanya kehancuran dan kebinasaan umat-umat terdahuluy, salah satu penyebabnya
adalah kebakhilan orang-orang kaya, dengan tidak memperhatikan nasib orang-
orang miskin. Allah swt mengkategorikan perbuatan tersebut ke dalam perbuatan
zalim dan kufur nikmat."”

Menurut Muhammad Abu| Zahrafid pemberian zakat dari orang kaya kepada
fakir-miskin merupakan media untuk safing'Menofeng dan membantu. Implikasinya
adalah orang miskin tidak menjadvrmusuh, dan tidak akan merampok atau mencuri
harta orang kaya.'”

Jika ditinjau dari aspck sosiolugis, manusia adalah makhluk sosial (zoon
politicon), memiliki rasa'kemanu$iaans=belas kdsihan dan4olong*menolong. Manusia
yang memiliki akal sehat tentunya.Cenderung-kepada ‘sifat-sifat tersebut di atas, dan

menolak stkap dan perilakitindividualismenggoistis=dan homo homini lupus. Justru
itulah, ibadah zakat dibagi dalam dua bentuk, yaitu zakat mal (harta) dan zakat
fr‘_rrah (jiwa).

Zakat merupakan pemberian materi yang sulit dipahami. Konsekuensinya

adalah zakat sulit diamalkan, kecuali terlebih dahuluu dipahami dan diyakini sisi

keuntungan dan dampaknya.

' Thaha Abdullah al-Afifi, Hag al-Saif wa al-Mahrum, (Cairo: Dar al-U'tisham, (980), hal. 35
** Muhammad Abu Zahrah, Mazahib al-Isiam, (Beirut . Dar al-Fikr, t.th.), hal. 78
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Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan,
keimanan dan ketakwaan yang mendalam, sehingga harus muncul dalam stkap orang
kaya. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia membutuhkan orang lain dan tidak
bisa hidup sendiri. Tidak etis apabila manusia mengabaikan penderitaan dan
kesulitan orang lain.

Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sifat dan rasa
belas kasihan dan tolong-menolong harus menjadi|budaya manusia dalam kehidupan
sosial-kemasyarakatan. Justru ify, zakat' merupakakn sebuah kewajiban abadi, dan
telah disyariatkan pula atas umat-umat sebelum [slam."”

Untuk memahami hakikat-dan<censi-zakat secara rasional dan logis adalah
sulit, sebab syariat zakat mengandung nilai sakral dun eternal, serta nilai ekonomis
yang sulit dipahami ol¢hhorang awanapalagiuntuk meéngamalkannya. Konsep zakat
lebih mudah dipahami dan diafalkan, jika terlebih dahulu dipahami hikmah dan
rahasianya yang paling_mendasar, di, antaranya.dengan mendalami sisi filosofis
berupa hikmah yang diwajibkannya zakat.

Secara filosofis, Allah swt memetakan manusia menjadi dua kelompok (kaya-
miskin) merupakan sebuah fakta dan realitas. Hal ini harus dipahami sebagal

kerangka program Allah swt untuk menciptakan keseimbangan harmonis dalam

' Dalam beberapa ayat Al-Qur’an diungkapkan tentang kehancurar umat-umat terdahulu akibat sikap
egoistis dan engpan mengeluarkan zakat.
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merealisasikan keadilan hakiki, serta mendidik manusia supaya menghayati dan

mengimplementasikan sikap dan penlaku yang berkeadilan (ummatan wasatan ).

Allah swt menetapkan sunnah-Nya dalam dua Kondist yang berseberangan,
yaitu kelebihan dan kekurangan. Sckiranya Allah swt menyamakan posisi dan
tingkatan rezeki, maka hukum tidak dipcriukan atau hukum tidak akan ada. Dan
apabila hukum tidak diperlukan atat tidak ada, maka akan terjadi kehancuran, karena
masing-masing individu akan “melakikan perbuatan menurut kehendaknya.
Implikasinya adalah akan terjédi \berbagai benturan yang bermuara kepada
pemusnahan (hukum rimba).

Mengelurakan zakat merapakan'-refleksi‘/dan realisasi rasa keadilan yang
bersumber dari akal sehat. Hal tersebut sesuai dengan konsep teologi golongan
rasional seperti Mrtazilah, bahwa @kal manipu menetapkar perbuatan baik dan
buruk. Justru itu, orang yang sadar dengair’Kewajiban membayar zakat dikategorikan
orang yang baik, pemurahdan berkeadilan |“Sedangkan . orang yang melakukan hal
sebaliknya, digolongkan orang yang asosial, bakhil, dan tidak berkeadilan. Dalam hal

ini, rasa keadilan dan berbuat adil merupakan salah satu kebaikan.

6. Pendapat Ulama

Meskipun kewajiban zakat memiliki landasan nas yang tegas, yaitu Al-

Qur'an dan Al-Hadis dalam beberapa substansialnya masih terdapat peluang
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munculnya penafsiran dan interpretast yang berbeda, terutama tentang konsep

operasional penerapannya.

Di antara permasalahan yang dikedepankan ulama adalah aspek penjabaran
dan penafsiran dalam penentuan hukuman terhadap orang yang enggan mengeluarkan
zakat, di antaranya scbagai berikut:

a. Golongan Hanafiyah, berpendapat bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat
harus diperiksa dan disumpah lntuk membuktikan keterangannya. Jika temyata
melakukan kebohongan, maka zakatnya harus-dipungut meskipun telah melewati
beberapa tahun dan dihitung sebagaimaga mestinya.”

b. Golongan Malikiyah, berpendapat bahwa zakat dari orang kaya harus dipungut
secara paksa dan dikenakan hukuman /a'zir atau tahanan, apabila menentang.
Dalam hal ini, penguasa‘boi¢h mengambibsikap fegas;"dengan menyita sebagian
hartanya untuk dikeluarkan/zakatoya.”’

¢. Golongan Syafi’ivaiyNbefpenddpat apabila. orang kéya enggan mengeluarkan
zakat, dan menunjukkan sikap menentang, maka digolongkan kafir dan boleh
diperangi seperti memerangi orang murtad. Akan tetapi, jika pembangkangan
tersebut karena kebandelannya, maka hartanva boleh disita atau diberlakukan

hukuman ta’zir | dan jika perlu dikenakan hukuman kurungan.

% Said Wahbah, Op. Cit., hat 332
1 foid,

22 1bid, hal. 333
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d. Golongan Hanabilah, memiliki sikap tegas terhadap orang yang mengeluarkan

zakat, sebab zakakt adalah hak fakir-miskin dan asnaf delapan, yang harus

ditunaikan oleh mucakki secara jujur. Sikap keras golongan Hanabilah ini
diberlakukan terhadap orang yang sengaja menghindar dari kewajiban zakat.
Sementara bagi orang yang belum memahami makna strategis dan zakat akan
dibertakukan dengan sikap (vang ~bijaksana, dengan tidak melepaskan dari
kewajiban.”

Ahmad at-Thayyar, mencoba membedakan perkembangan individu dan
kelompok. Jika dilakukan secara individu,/maka peénguasa boleh mengambil tindakan
edukatif dan dikenakan sanksi, sementara-zakatnya tetap dipungut %z dart jumlah
hartanya. Akan tetapi, jika penolakan-tersebut dilakukan secarg-berkelompok, maka
penguasa harus memberikan peripgatan atau ultimatum kemudian mengabaikannya,
penguasa boleh melakukan tindakan kekerasan, yaitu menumpasnya sebagaimana
yang pernah dilakuakna oleh KHalifa"Abubakar-ash=Shiddieq, karena dianggap telah
murtad dan halal darahnya.”

Ali Mubammad al-Ammary, berpendapat bahwa kewajiban zakat berdasarkan

Al-Qur’an, sunnah, dan ifma. Bagi vang mengingkari kewajiban zakat,

3 g

“ fbid.

¥ D antara mereka adafah Malik bin Nadire, dari Bani Yarbu yang mengalangi sukunya untuk
menyerahkan zakat kepada Khalifah Abubakar ash-shiddieq. Lihat Abdulah bin Muhammad bin
Ahmad al-Thayyar, Op. Cit., hal 73.
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dikategorikan kafir. Apabila pengingkaran tersebut karena murni kebakhilan, maka
hartanya dapat disita secara paksa. Adapun jumlah yang boleh disita adalah ¥ dar
harta yang dimiliki.”

Yusuf al-Qurduwi, dengan tegas menctapkan bahwa orang yang enggan
mengeluarkan zakat dihukum kafir.” Sebab mengeluarkan zakat bukan sekadar
kebaikan hati, tetapi merupakan bentuk pengambilan atau pembayaran pinjaman yang
diamanahkan oleh Allah swt, sekaiigus pembebasan hak yang dipercayakan kepada
orang-orang kaya. Hutang kepada ‘Allah swt tersebut harus dibayarkan kepada fakir-
miskin yang telah didelegasikan oleh Allah/swt. (Dengan demikian, zakat otomatis
menjadi hak milik fakir-miskin.

lbnu Ju=a’i, mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat,
boleh diperangi hingga ‘menyerah “dan—mai “membayar zakat.?  Az-Zahaby,

mengkategorikan orang yang enggan memba¥yar zakat termasuk pemikul dosa besar.”

2 Al-Ammary, A=-Zukah Fu/sqfizruhf: wa Ahkamuha, (Makkah: Dakwah al-Haq Rabithah
Alam Islami, 1414 H.) Cet. LI, hal. 36

% yysuf al-Qardawi, Figh As-Zakah Dirasah al-Mugaranah li Ahkamiha wa Falsafatiba fi Daui Al-

(._)ur’?m wa As-Surncrh, (Beirut : Mu’assasat al-Risalah, 1991}, hal. 75

27 [onu Juza’i, al-Tbadah fi Al-Islam, (Quwait- Dar al-Fikr, tth), hal. 87. Lihat pula wahbah ai-
Zuhaily, Figh al-Islam wa Adillauhu, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), Jilid 111, Cet. 11, hal. 735

%¥ Muhammad ibn Usman al-Zahaby, Min A I-Kab;:;ir, (Quwait : Dar al-Fikr, t.th), hal. 33
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D1 antara kategori pembangkang zakat adalah orang yang sengaja mencari alasan,

schingga berupaya melepaskan diri dart jangkauan petugas zakat.

C. Urgeasi dan Tujuan Zakat
1. Urgensi Zakat

Zakat merupakan pilar ketiga Islam, sebagaimana dijelaskan sebuah hadis
Nabi Muhammad saw. :
g e it e Al T o0l JU e i ay yee O P
Jaiﬂ djujﬁmo‘ dehl N 4li Yo Salﬂ.ﬁu.u';slr_ pL..»Yl
¢ Uaid (0 Cundll st gfilllna| A3 g3LS I ol g 320l LU
"Yadke: i) S A4

Dani {bnuu Umar ra. Rasulullalt suio bersabdat | Istam didirikan atas fima pifar,
yaitu bersaksi bafrwa tiada Tuhan selain Allak dan Muhammad adalah utusan-
Nya, mendinkan sholat, membayar zakgt, berpuasa df bulan Ramadhan, dan
menunarkan fiap bagr orang-orang yang mampu. (H.R, Buk fiari-Muslim) 2

Kelima pilar Islam tersebut memiliki posisi yang sama, sebab keseluruhannya

mempunyia nilai ritual dan ibadah mahdah (ibadah mumi) kepada Allah swt ynag

harus diterima secara ta'abbuddi. Zakat disamping berdimensi mahdah, juga

2 Abi Abdullab Muhammad bin Ismaif bin Torahim al-Bukhari, Loc., Cit..
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berdimensi sosial. Inilah yang kemudian membedakan secara signifikan antara
ibadah zakat dengan ibadah-ibadah lainnya.

Dalam Islam zakat terbagi dalam dua kategori, yattu jiwa ( fitrah) dan zakat

harta kekayaan ( ma/ ). Kategon pertama, dibayarkan pada bulan Ramadhan sebagai
penyempumna ibadah puasa. Yang kedua, dibayarkan pada bulan apa saja dan

fungsinya sebagai pensucian hartadanjiwa selama satu tahun. Namun, selain fungsi

teologis tersebut, terutama -akaf mal juga memiliki fungsi pragmatis sebagai sarana
pemberdayaan ekonomi umat dan pericapatamkeadilan sosial.

Wacana zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian
keadilan sosial, telah lama mefijadi jagenda|pemikiran, terutama di kalangan ahli
ekonomi Islam. Sebagai salah satu doktrin Islam, zakat merupakan salah satu efemen
religiusitas yang sangat strategis, karena mengandung peluang untuk melakukan
tranformasi sosial-ekonomi umatmenujn kediidukén'yang solid dan mapan.™

Oleh karena itu) menurut \dduhammad.. Aodul Menan, implementasi zakat
memiliki enam prinsip dasar, vaitu : (1) Prinsip keyakinan keagamaan (faith), (2}
Prinsip pemerataan (equalizy} dan keadilan, (3} Prinsip produktivitas {productivity}
dan kematangan, (4) Prinsip nalar {reasun), (5) Prinsip kebebasan (freedom), dan (6)

prinsip etik dan kewajaran.“ Prinsip keyakinan keagamuan menyatakan, bahwa

30 Syafiq Hasyim, Zakat, Keadilan dan Kontrol Sosial, dalam Kompas, Kamsi, 29 Januan 1998, hal. §

' Muhammad Abdul Manan, Op. (lir., hal.285
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orang yang membayar zakat memiliki keyakinan untuk mengeluarkan sebagian dari
harta kekayaan tersecbut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya,
sehingga apabi}a belum menunaikannya, maka ibadahnya belum sempurna.

Prinsip pemerataar dan keadilan, menggambarkan tujuan dan esensi zakat,
yaitu membagi lebih adil dan merata terhadap kekayaan Allah swt.  Prinsip
produktivitas dan kematangan, lebih-menekankan-sisi keharusan mengeluarkan zakat
sebagai sesuatu yang wajar, karenal adany@ypemilikan harta dan telah menghasitkan
produk tertentu. Hasil produksi tersebutidikeléarkan zakatnya setelah cukup haul dan
mencapai nisab.

Prinsip nalar dun kebebasanienérangkan (bahwa pembayaran zakat hanya
dilakukan oleh orang yang schat akal, jasmani dan rohani. Dan terakhir adalah
Prinsip etik dan Kewgjaran, yang=-menyatakan 'balwa perflugutan zakat tidak
dilakukan secara semena-mena, {anpa.memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.
Dengan kata lain, zakat tidak|akan( dipungut seandainya/menimbulkan penderitaan
dan kesengsaraan bagi yang terkena wajib zakat. -

Prinsip-prinsip terscbut, merupakan konsckuensi logis dari rasa keimanan,
kemanusiaan dan keadilan. Al-Qur'an menggunakan istilah sedekah sebagai sinonim

dari zakat. Makna sedekah merupakan manifestasi terhadap justisfikasi keyakinan

%2 Muhammad Abdul Manan, Op. C'ir., hal 285
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dan keimanan, sehingga melahirkan kesadaran untuk memberikan sebagian harta
yang dicintai dalam bentuk zakat.

Zakat merupakan sarana untuk melakukan hubungan vertikal manusia dengan
Allah swt dan interaksi horisontal dengan sesama manusia, terutama orang kaya

dengan orang miskin, schingga akan memberikan keuntungan secara moril dan

material, baik mustahiq maupun nuzakki .
Dengan demikian, zakat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah
Jardivah (individual) kepadal LAllahpswi™unttk mengharmonisasikan hubungan

vertikal dengan-Nya, dan sebagai ibadahemu’dmalah ijtimdivah (sosial) dalam
rangka menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Demikian strategisnyafufigsi-zakaty schingga mendempatiyurutan ketiga setelah
ibadah sholat. Sekaligus menjadi barometer adanya keselarasan hubungan manusia
dengan Allah swt dan, manusia, dengan sesama manusia. Juga menjadi indikator
keimanan dan keislaman seseorang.

Dalam kaitan ini, Yusuf af-Qarduwi dalam karyanya yang monumental, Figh
Az-Zukah (Hukum Zakat) mengatakan, kitab-kitab figh kfasik dalam pembahasan
zakat selalu menempatakan di bab iabadah, tidak mengkaitkan dengan konsep moral,
ekonomi dan keadilan. Para wajib zakat ( muzakki ) kurang memahami, betapa ajaran

zakat memiliki makna signifikan dibanding dengan ibadah-ibadah lain, seperti salat,
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puasa, dan haji. Bahkan ajaran zakat mempunyai urgensi dan makna yang lebih
luas.”
Ajaran Islam menjadikan zakat sebagar salah satu ibadah yang memiliki

dimensi sosial (guiru mahdafh), dengan tujuan membangun sebuah sistem untuk

mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.™ Dengan mengitegrasikannya dalam
dimensi ibadah mumi dan ibadah sosial, maka akan lebih memberikan peranan
strategis dalam mengukuhkan| Xeyakifian) keimanan yang mampu mengendalikan
scorang mukmin dalam hidupnya,; baik kétika melakukan interaksi dengan Allah swt
Maupun sesama manusia.

Pengaitan kewajiban safit dan zakat mefupakan indikasi yang signifikan serta

urgensi ajaran zakat.y Dalamal jnizmenjadi celevanpjtihad vang telah dilakukan oleh
k/zal;fafz Abubakar ash-Shiddieqwvang mengintegrasikan ibadah zakat dengan sholat,
dengan merujuk scbuah hadis Nabi Muhammad.saw; :
D U g e it e dltl g O S ey e O P
laswe (f g il YAl Y of agds s il B o Gyl

" (ahae 5 s ad) B 1 i gLl f gaiy gl J gy

Dant [bnu Umar r. Bakwasannya Rasulullak saw bersabda :  Saya
diperintahikgn untuk, memerangi manusia, sampai merekg mengucapkan dua
kalimat syahadat, mendinkan sholat, dan menunatkan zakat. Apabila merekg

3 Yusuf al-Qradawi, Op. Cit, %l 75

> Ali Yafie
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melaksanakan semuanya, maka mereka telaft memelihara darah dan hartaryadari
padaky, kecuali dengan  fak, Islam, maka perfitungan mereka terseral kgpada
Allah. (H.R, Bukfari — Muslim P’

Berdasarkan isyarat hadis tersebut, khalifah  Abubakar ash-Shiddieq

memberikan ultimatum yang berbuiyi :
re SLS_}.“ JS)LAA-“ O é:ﬁ UADI‘JSY

Akan ARy bunuh (perangy) siapa saja yany| memisafikgn antara sholat dan

zakat .36
Ultimatum tersebut dikeluarkanisetelalt terjadi pembangkangan sekelompok

masyarakat yang enggan membayar zak:t| Kepada’fakir-miskin, sementara di masa
Nabi Muhammad saw mercka menunaikannya.

Sesuai dengan makna etimologinya, yaitu suci, tumbuh, bersth, dan
sejenisnya, maka dengan membayar.zakar harta-tersebut -memjadi suct, bersih, dan
berkah. Harta yang suci, bersih, ‘dan berkah akan \tumbuh dan berkembang dan
terhindar dari kebinasaan, sepérti @inyatakan dalam.sebuah, hadis Nabi Muhammad
saw yang berbunyi :

YAl 5 Pkl gl gl oty ))

¥ Abi ThayibMuhammad Syamsul Haq al-Abadi. Aun al-Mabud, Syarh Sunan Abi Daud, (Beirut
Dar al-Fikr, 1979), Jilid [V, Cet. (I, hat. 415 - 416

2 Ibid
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Dan Ady ibn Khatim berkata, Rasulullah saw bersabhida : Bentengilak harta
Kamu dengan zakat. (R, Abu Daud, Thabrans, dan Bathaqi )37

Bila dikalkulasikan, mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang diberikan
secara gratis kepada orang lain dalam jumlah tertentu, secara kuantitatif akan
mengurangi jumlah. Namun, mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk

membayar zakat dengan landasan keimanan dan ketakwaan, justru akan memberikan

nilai tambah bagi muzakki itu seridiri, baik secara kuantitatif maupun kualitatif di
luar perhitungan manusia.

Untuk membuktikan hal ini>dianalogtkan dengan sebuah teori ekonomi yang
disebut milai tambal (added value)—Teof? tersebut-menyatakan bahwa meningkatnya
daya beli konsumen terutama golongan ekonomi lemah, berimplikasi langsung
terhadap meningkatnya Kegiatan /ckonotni-dan-perdagangan, ‘pada akhirnya akan
memberikan keuntungan produséd{peilik nfadat).

Demikian juga dengan ;pemecrataan distribusi~zakat, yang diterima golongan
ekonomi lemah. Kemudian digunakan dalam proses produksi dan berbagai aktivitas
ekonomi dan usaha lainnya, dengan melakukan kerja sama (bermitra) di bidang
perdagangan dengan orang-orang kaya (produsen atau pemilik modal), batk sebagat
distributor maupun bapak angkat, sechingga hasilnya akan memberikan keuntungan

kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini, sinyalmen dari Rachmar Dyjatnika

37 Ahmad Sa'ad Al Mutafa al-Baby, Sunan Abi Daud, (Mesir: Mu’assasat al-Halaby, 1952), hal. 520
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menemukan relevansinya, yaitu zakat memiliki peranan strategis sebagai komponen

makro dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi.”

Oleh karena itu, kondisi yang mengeluarkan zakat (mu:akk;') dengan yang

menerima zakat ( mustahiy ) saling mendapatkan keuntungan, sebab harta tersebut

berputar secara mutual - simbiosis antara orang kaya dan fakir-miskin dalam suatu
proses kegiatan ekonomi.

Pembayaran zakat yang dilakukafn oleh orang kaya kepada fakir-miskin, juga
akan memberikan keuntungan dan implikasiypositif] terhadap berbagai pihak, karena
zakat mampu memberikan pertuntbuhan dan kesuburan terhadap kehidupan sosial-
ckonomi masyarakat secara adil’dan| nicrata)| | Dengan meningkatnya pertumbuhan
ckonomt masyarakat, akan_ melancarkan proses perputaran modal sehingga
berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara wmum.

Sesuar dengan prinsip ‘ekonomi~Islanm, bahwa modal atau investasi harus
dikembangkan sedemikian rupa.dalam’ berbagar.sektor kegiatan produksi, sechingga
mampu menyerap tenaga kerja dan menphasilkan keuntungan bagi masyarakat luas,
terutama mercka yang tidak memiliki modal ataupun lapangan usaha. Dengan
demikian, zakat yang diterima oleh golongan lemah, pada akhimya berimplikasi

positif terhadap meningkatnya daya beli masyaral':at.:‘9

** Rachmat Diatnika, [nfay, Sadokah, Zakat, dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan,
(Surabaya ; al-Ikhlas, t.th ), hal 20

¥ Muhammad Ali Al-Khully, The Light of Islam, (ed.), Suwalleh, (Yordan : tp., 1987), hal. 49.
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Oleh karena itu, syariat Islam memberikan sanksi kepada orang kaya yang
tidak memproduktifkan modal atau harta kekayaannya, sedangkan hartanya tetap
dikenakan kewajiban zakat. Apabila hartanya tersebut diproduktitkan sebagai modal
yang mampu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat, maka
keuntungan dari produktivitas harta itu yang dikeluarkan zakat setelah mencapat haul
dan nisab,"

Islam melarang mengakuniulasikantharta kekayaan tanpa mengalokasikannya
secara ekonmﬁik. Pemabayaran zakat merupakan-salah satu cara pemanfaatan harta
kekayaan, sehingga harta tersebutztidak betputar/dan menumpuk di kalangan elit
ekonomi. Justru itulah, syariat Istam menetapkan.bahwa kekayaan atau modal harus
dikembangkan melalui berbagai aktifitas ekonomi dan produksi, meskipun harta
tersebut merupakan milik anak yatim'atau‘orang-gila sekalipun. &

2. Tujuan Zakat

Zakat memiliki kedudukan) strategis, sebagai-salah/satu kerangka dasar dan

pembangunan ekonomi Islam dan saudara kembarnya ibadah sholat. Dalam

kedudukannya tersebut, fungsi utamanya adalah pengembangan perilaku fagarrub

ila-Alfah, yaitu menumbuhkan rasa pengabdian, sikap moral, loyalitas, dan disiplin

% Wahbah Al-Zuhaily, Op. Cit., hal. 736 ~ 737

¥ Yusuf Al-Qardawi, Up. Cit,, hal. 108
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dalam hidup sebagai sesuatu yang mampu memberikan nilai totalitas bagi seorang
muslim.

Ajaran zakat memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi kemanusiaan dalam
kehidupan sosial-kemasyarakatan, dan fungsi terhadap diri sendiri sebagai pemilik
harta tersebut. Fungsi tersebut lebih mengindikasikan tujuan yang ingin dicapai oleh
lembaga zakat dalam bentuk sasaran-praktisnya,.agar manusia memiliki derajat dan
nilai yang lebih tinggi dari pada Harta kekayaan, sehingga mampu menjadi tuan harta,
bukan sebaliknya.*? Oleh karena itu, uriensitujuan zakat terhadap muzakki adalah

sebanding dengan urgensi tujuan zakat tefhagap musiahiq .

Al-Qur’an memberikan ibarat) teniang fujuan zakat, dengan mengkaitkannya
terhadap pengambilan harta orang-orang kaya.untuk zakat, kemudian disimpulkan
dalam dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, tetapt kedua kalimat tersebut
mengandung rahasia dan tujuan.

Dua kalimat tersebut—adalalt | rafftir—(“=menibersinkan ) dan razkiyah

(menyucikan ), keduanya terdapat dalam firman Allah swt dalam QS. At-Taubah ! 9;

103 yang berbunyi :

R

2 oid.
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Ambilah zakgt dani sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan menyucikan merekg. (QS. At-Taubah / 9; 103)

Dalam hal ini, Yusuf Al-Qurdawi membagi tujuan zakat sebagai berikut:
Pertama, pihak muzakki untuk menyucikan diri dan sifat bakhil, rakus,
egoistis dan scjenisnya, serta melatith jiwa berperilaku terpuji, seperti
mensyukuri nikmat Allah swt, imengobati batin dari sikap mencintai harta,
menumbuhkan sikap kasih.sayang kepada’sesama, membersihkan harta dari
unsur noda dan cacat.™ Melatitndiri ménjadi pemurah dan berakhlak, seperti
Tuhan yang mahapemurah; serta menumtbuh-kembangkan harta sehingga
memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Kedua, pihak mustahiq , untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama

kebuthan primier sehari-harf,”dan menyucikan ‘hati” méreka dari perasaan
dengki dan benci terhaddp-kebakhilan orang'kaya. Schingga akan muncul
dari dalam jiwanyan sifat) simpatik, hormaty ddn-\tanggung jawab untuk
berpartisipasi aktif mengamankan dan mendoakan keselamatan dan
pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Ketiga, bagi kepentingan kehidupan sosial-masyarakat, zakat memiliki nilai

ekonomik, mampu merealisasikan fungst harta sebagai alat perjuangan

‘3 Sesunggufinyse 4450k itu sangos 601§, mafp Dio 1idok menenima sesuoty, fpcuafi yang baif pula (HR, Mushm dan
Turmudzi). Lihat al-Munziri, afTargib u;a al- turfl;'b ., (Beirut : Dar al-Kutub al-Iimiah, 1. th.), Jilid
1L hal. 11. Dalam hal ini, Imam Al-Qurthubi, Fath Al-Bari, (Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, . 180.
Dengan demikian, harta tidak akan bersih dengan zakat.
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menegakan agama Allah swt dan mewujudkan keadilan sosial ckonomi rakyat

pada umumnya.*

Muhammad Said Wahbah, menguraikan lebih jelas lagi tentang tujuan zakat
bagi kepentingan masyarakat, seperti berikut ini :

a. Menggalang semangat solidaritas sosial dan jiwa saling membantu di kalangan
masyarakat Islam.

b. Menghilangkan kesenjangan $osial ekonomidalam masyarakat.

c. Menanggulangi dan mengatasi| pembiayaan | yang disebabkan oleh adanya
bencana alam.

d. Menutupi biaya-biaya yang 'umbul“dkibat-tegadinya konflik, persengketaan dan
berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.

e. Menyediakan dana takas\ugtuk-mcnanggulang: biaya\hidup bagi gelandangan,
penganggur, dan tunasusila Gertd lain sébagainya yang termasuk juga membantu
orang-orang yang hendak. menikah teiapitidak-memilikt uang.

Zakat merupakan salah satu bagian dari jaminan sosial yang mampu
menjamin kebutuhan hidup dan kebutuhan manusia secara keseluruhan. * Disamping

sebagai jaminan sosial, zakat juga merupakan kewajiban sosial untuk saling tolong-

H yusuf al-Qardawi, Loc., Cit, hal. 848

* Muhammad Said Wahbah, Dirasar Mugaranah fi Zakah al-Mal, (Jeddah : Tihamah, 1984), Cet. 1,
hal. 57
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menolong antara orang kaya dan para fakir-miskin, menciptakan keseimbangan
sosial, dan mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan, dan ketenteraman. *

Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar menambahkan, tujuan zakat
selain sebagai ibadah, juga menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak
bala-bencana, serta mendorong meningkatkan semangaat dan produktivitas kerja,
schingga pada gilirannya mampu_ menghilangkan, sikap dan status sescorang dari
kemiskinan atau tangan di bawah (Yaad alisufla )

Zakat merupakan salah satu instrumen’Allah swt kepada orang-orang kaya,

agar mendistribusikan harta kekayaannya kepadayang berhak (mustahiq az-zakah

az-zakah) dalam rangka memerangi wabah kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Selain itu, dimaksudkan tmtuk ‘mengurangt.kesenjangan’ eKonomi, antara si kaya dan
si miskin.

Mahmud Syaltud mengemukakan, agama.lslam dibangun atas landasan akidah
dan syariah yang tecermin dalam rukun Islam yang lima.* Kelima rukun Islam
tersebut memiliki hubungan mutual-simbiosis antara satu dengan lainnya, yang

terfokus pada dua hubungan, yaitu secara vertikal dengan Allah swt dan horizontai

* Yusuf al-Qardawi, Op. Cit., hal. 878
* Rachmat Djatnika, Op. Cir., hal. 11

** Mahmud Syaltut, fsfam Agidah dan Syariar, Alih bahasa : Fachruddin H.S, (Jakarta : Bumi Aksara,
1954), Cet. 111, hal. 94
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dengan sesama manusia. Kedua interaksi tersebut disimbolkan dengan ibadah sholat
dan zakat.

Shalat adalah tiang agama, jika dilalatkan berarti meruntuhkan agama. Zakat
merupakan tiang masyarakat, apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi
sosial masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak menunaikan zakat)
dari orang-orang kaya itu merupakan perckayasaan pemiskinan struktural.

Zakat juga menjadi indikator dan garis pemisah antara muslim dan non-
muslim, iman dan nifaq, dan antara keadilan ddn kezaliman, sebab harta benda yang
dizakati itu adalah hak Allah|swt, masyarakat, dan individu miskin. Zakat yang

memiliki dimensi sosial (guairu mafedi ), disamping dimensi sakral ( mahdah ), jika

tidak ditunaikan akan memmbulkan implikasi negatif terhadap kerawanan sosial,
seperti penganggivan dan'masdlah-masalah sosmal lainnya:

Oleh karena itu, zakat.meéliputi dimensimoral, sosial, dan ekonomi. Pada
dimensi moral, zakat meéngikis hdbis)sifat tamak-dag sérakah. Pada dimensi sosial,
zakat memposisikan diri sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus
kemiskinan dalam masyarakat, dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung
jawab sosialnya. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukian dan akumulasi
harta kekayaan pada tangan segelintir elit ckonomi. Dengan demikian, zakat bukan
merupakan tujuan, melainkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi hakikat zakat

tidak terletak pada ketentuan yang terinct, tetapi dalam tujuan yang direncanakannya.
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D. Hikmah Ibadah Zakat

Dalam ajaran Islam, setiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung
hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah itu sendiri. Dengan
mengetahui hikmah suatu perintah ataupun larangan, akan memperoleh jawaban yang
memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diperintahkan ataupun dilarang oleh
Aliah swt.

Zakat sebagai sebuah |Kewajiban daldm ajaran Islam. Menurut Wahbi
Sudainan Ghauyi, zakat mengandung berbagai hikmah, baik pada sisi kepentingan
orang kaya sebagai muzakki, eksisitensi-harfa benda itu sendiri, dan kepentingan

fakir-miskin yang berhak atas zakat (mustahiq ), maupun pthak masyarakat secara

umum.

Hikmah zakat dari "siSi” keépefinngan muzakki adalah sebagai sarana
pemantapan hubungan' dengan.Allah’ swt, meningkatkan-hubungan dengan sesama
manusia, dan memberikan jaminan keselamatan harta benda dari kemungkinan hilang
atau binasa.

Kepentingan eksistensi harta benda itu sendiri, zakat memberi jaminan akan
membentengi harta kekayaan dari kebinasaan, memberikan keberkahan dan kesucian
dari unsur syubhat. Hikmah yang riil dan secara langsung dirasakan oleh fakir miskin

adalah adanya wujud cinta kasih dan kebaikan hati orang-orang kaya. Oleh karena
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itu akan muncul kesadaran fakir-miskin untuk mengimbangi cinta kasih dan kebaikan
hati orang-orang kaya tersebut dengan mendoakan mereka, agar harta kekayaannya
semakin bertambah dan penuh keberkahan.

Hikmah dari sisi kepentingan masyarakat adalah zakat yang diberikan oleh
orang-orang kaya tersebut, mampu mengatasi dan menanggulangi berbagai maslaak
sosial seperti kemiskinan, kebodohan, penyakit dan gangguan keschatan, dan
berbagai penyakif sosial lainnya. 1’

Dengan memahami hikmat zaKaty para micakki akan merasakan kenikmatan
dalam menunaikan kewajibannya.=Secara lidak langsung merecka melakukan tindakan
preventif terhadap munculnya berbagai -kerawanan sosial, yang umumnya lebth
disebabkan oleh faktor kemiskinan dan ketidakadilan.

Zakat orang-orang kaya\akan menZurangd penderitaan.ckonomi yang dialami
fakir-miskin dan memberikam=keuntugan /\bagi orang-orang kaya dalam
mengembangkan harta Kékayaarinya; dengan diduking joleh suasana dan kondisi yang
aman dan tenteram, karena kecemburuan dan kebencian kaum fakir-miskin telah
hilang. Bahkan mercka akan memperoleh rasa simpatik dan doa kebaikan, sebab
orang-orang kaya membantu merecka mengatasi kesulitan hidupnya. Hal ini

berimplikasi positif terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat. Dengan

* Wahbi Sufaiman Ghauji, Az-Zakah wa Ahkamuha, ( Beirut © Mu’assasat Ar-Risalah, 1978), hal.
15-20
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demikian, segala kecemburuan sosial yang melahirkan berbagai gejolak sosial dapat
diredam.

Membayar zakat merupakan salah satu bentuk perjuangan melawan hawa
nafsu, melatih jiwa kedermawanan untuk memperoleh kehormatan, dan
membersihkan jiwa yang tercela, seperti rakus dan bakhil. Bakhil merupakan satu

bentuk ketidakpercayaan terhadap Pencipta-dan-Pemberi rezeki, yaitu Allah swt yang

pasti akan menepati janji-Nya, baik’keuntihgan ( wird ) maupun kerugian ( we'id ).
Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, Hikmah dafi rahasia zakat terdin atas empat

bagian yaitu pihak wajib zakat ( muzakhl h\penetima zakat (mustahiq ), integrasi

antara keduanya, dan rahasia khusus dari Alfah swt.™® Keempat aspek tersebut
mengandung unsur pemarttapamhubungan-vertikal dengan’ Allah-swt, dan horizontal
dengan sesarﬁa manusia secara simuitan.

Pemantapan integaksi yvertikal-dengan Aliah-swt melalui pembayaran zakat
merupakan kewajiban di bidang harta. Kewajiban int tdentik dengan syariat qurban,
yaitu adanya suatu tuntutan kepatuhan untuk mengorbankan atau mengeluarkan
sebagian rezeki yang telah diberikan Allah swt. Kepatuhan tersebut merupakan
ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari ridha Allah swt semata.
Kepatuhan tni akan membernt implikasi inendalam terhadap peningkatan keimanan

dan ketakwaan, jiwa menjadi bersih dan terhindar dari sifat tercela, seperti bakhil,

* Hasbi ash-Shiddieqy, Kufiah fbadah : [badat Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah, (Sakanta -
Bintang. 1963), Cet. |, hal. 43



sombong, dan egoistis, serta harta menjadi bersih dan meyakini eksistensi haria

scbagai milik Allah swt secara mutlak.

Ismail Syaugi al-Fanjali memagarkan hikmah zakat sebanyak 50 macam,

namun yang terpenting adalah sebagai berikut:

.

Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah swt, sebab harta kekayaan yang
dimiliki merupakan karunia-Nya. Dengan mensyukuri nikmat tersebut, maka
harta semakin bertambah dan berlipat ganda:

Merealisasikan tanggung jawab Sesial, harta-kekayaan yang dimiliki orang kaya,
secara langsung ataupun Gidak langsung mefrupakan andil dan bantuan orang
lain.

Dengan membayar zakat akan membantu golongan ekonomi lemah dan orang
tidak mampu, secara‘ekongmi, schifigga.akan melahirkan Solidaritas sosial dan
kedamaian dalam masyarakat.

Mendidik orang raénjddi-pemarahpunertilikiSifat terpuji dan menghindari sifat
tercela.

Mencegah timbulnya kerawanan dan penyakit sosial, seperti pencuran,
perampokan dan berbagai tindakan kriminal, sehingga melahirkan kemiskinan
dan kesenjangan sosial sebagai implikasi langsung terhadap sikap dan perilaku

orang-orang kaya yang asosial.”’

1 {smail Syaugi at-Fanjali, al-Isfam wa al-Dhamanr al-fjtima'i, (Riyadh © Dar al-Safig, {400 H.), hal.

86
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Hikmah lain adalah memberi keuntungan kepada semua elemen, terutama

orang kaya itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada gambaran berikut :

1. Memberi dorongan dan kesempatan kepada fakir miskin untuk berusaha dan
bekerja keras, schingga mampu mengubah dirinya menjadi pembayar zakat.

2. Orang kaya memiliki kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu
terealisasinya berbagai kewajiban agama dan 1badah kepada Allah swt.

3. Orang kaya memperoleh kesempdtan untuk mengembangkan kekayaannya
melalaui zakat.

4. Orang kaya dalam kapasitasnya /sebagai khai;'fah Allah swt dapat
melaksanakan amanah Allah swt Yang Maha adil.

5.  Mengembangkan jatindiri dan gfitred (k€matitsiaansebagai @fiakhluk sosial.

Hikmah-hikmah tersebu,|digambarkaf\dengan jelas dalam berbagai ayat Al-
Qur’an, di antaranya suratAi-Bagurah, 2 : Z0l-dan267, ,Ar-Taubah /9 : 103; Ar-

Ruum / 30 : 39 yang berbunyi :
o ® . s _ 9= ST b - v L = PR T
Ml e 5575 Jbgu‘g)‘_s-oi o3 Ighred L—.’,g o——:r‘—"él"lﬁ Ley
by-yaﬂlé_ﬁ dl;ﬂ}bg_mk.’:-:g;}j&.gffjj)oérs;ﬁ L:;;
Dan sesuatu riba (tambafian) yang kamu berikgn agar dia bertambafi pada farta

manusia, maka riba ity bertambahi pada sisi Allah. Dan apa yang Ramu berikan
berupa zakat yang Ramu maksudRan untuk mencapai Keridhaan Allak, makg yarg
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berbuat demikian itulali orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. (QS. Ar-
Ruum/30 : 39)

Kesimpulan-kesimpulan hikmah tersebut, tercantum sebagaimana dalam buku
Pedoman Zakat vang diterbitkan olek Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,
Departemen Agama Republik Indonesia, yaknr sebagai berikut:

1. Mensyukuri karunia Allah swt, menumbuhsuburkan harta dan pahala, serta
membersihkan jiwa dan sifdt bakhil, Joba, dengki, dan iri, serta yang lainnya.
2. Melindungi masyarakat terhadapdahaya kemiiskinan dan kemadaratan.

Mewujudkan solidaritas sosial damkasilt sayang sesama manusia.

w

4. Manifestasikan kegotong-royongan /dan toleng-menolong dalam kebaikan dan
takwa.

5. Mengurangi kemiskinan yang merupakan-nasalah sosial,

6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial sebagai salah satu cara dalam

mewujudkan keadilan sosial™"

E. Asas Pelaksanaan Zakat

Asas pelaksanaan zakat berdasarkan firman Allah swt QS.Ar-7Taubah 9 : 60:

5305 Laale Gabesills g 2003 o5 221 2035 TLSE #

* Departemen Agama RI, Pedoman Zakar (Sakana = Proyek Pembinaan Zakat dan Wagaf, 1982), hal
41
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Sesunggufinya zakat-zakat ity, fanyalafi untuk oranag-orang fakyr, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakgt, para mu'allaf yang dibujuk, hatinya, untuf,
memerdekakan budak, orang-orang yang berfutang, untuk jalan Allak dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu Ketetapan yang diwafib{gn
Allaf; dan Aflah Maha Mengetafiui fagi Mafia Bijaksana. (QS. At-Taubah/9 : 60)

Ajaran zakat terdiri atas konsep teoretik dan operasional. Pada tataran konsep
operasional, secara umum telah digariskam oleh Al;Qur’an, antara lain dalam surat .4¢-

Taubah /9 : 103 yang berbunyi:

P dao ey - T P s T s ET- - e ol o z -
D pots Lo AT AT 550

Ambilaf zakat dari sebagian Rarta merekg, dengan zakat i€u Ramu memberstfikan
dan memyucikan merekd, Grérldoalafifuntuk, mereka. Sesungguhnya doa mu itu
(menjadi) ketenteraman 'bagi merekf. Dan Allak Malia Mendengar lagi Makia
Mengetahui. (QS: At-Taubah /9. 103

Juga pedoman yang diberikan oleh Nabi saw kepada Mu'az bin Jabal ketika

diutus ke Yaman :

Dani 16nu Abbas ra. Rasulullah saw berkata kepada Mu'az bin Jabal ketika
mengutusnya ke Yaman ; Sesungguiinya enghau akgn mendatangs suatu golongan
dari ahli kjtab, maka serulafi mereka agar merekg mernyaksikan bafrwa tiada
Tukan selain Allah, dan Mubammad adalah utusan-Nya. Kalau merekg sudak
mentaati itu, makg ajarkanfah kgpada merekg bafrwa sesunggufimya Allah
memerintahikan merekg mengerjakan sholat fima kali setiap sehan semalam. Kalau
mereka telali mentaati itu, maka ajarkanlahi Repada merekg bafwa sesunggubmya
Allafi telah mewafibRan atas merekg menunaikan zakat, yang diambil dari harta
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orang-orang kaya mereka, kemudian diberikgn kepoda fugqara mereka. Kalau
mereRg telah mentaati itu, makg "endakfah engkpu berfati-hati  Janganlah
engaku mengambif farta-farta men &g yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah
dinimu dani orang-orang yang teraniyaya, Kgrena tidak ada hijab (dinding) antara
doa mazlum itu dengan Allah. (H.R, Bukhari — Mushm )
Dan contoh vyang telah diteladankan oleh Nabi saw sendiri, serta para
Khulafd Ar-Rasyidin .

Ibadah zakat bukan merupakan ibadah karitarif (kedermawanan), teapt suatu
kewajiban otoritatif (ijbari ),” se¢bab (dalam pelaksanaannya tidak seperti ibadah-
ibadah lain, seperti sholat, puasa, dan hajt, ketika penerapannya merupakan tanggung
jawab individu.

Zakat sebagat scbuah ibadah yang memilikt fungsi sosial individual, memiliki

peran penting dalam mewujudkan’ kesejahtefadn-sasyarakat. Peran organisasi dan

kekuasaan ((_zmi/;n ) yang terlibat=secara aktif dalam mengatur dan menjalankan
fungsi zakat tersebut adalah,sangatsigmiikan

Dalam ajaran Islam cara dan prosedur pelaksanaan zakat sangat terinci, seperti
terjabarkan secara lengkap dalam kitab-kitab figh, terutama ketentuan hal-hal sebagai
berikut:
1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenakan zakat.
2. Jumlah kekayaan secara kuantitatif dari jenis-jenis tersebut yang dikenakan zakat.

3. Besarnya jumlah yang dipungut dari jenis-jenis tersebut.

Al Yafie, Op. Cit., hal. 234
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4. Waktu pemungutan.
5. Penerima zakat
6. Cara dan prosedur pembagian.™

Komponen-komponen yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu

membayar zakat (mu:akkf ). penerima zakat (mustahig ), dan penyalur zakat

(pemerintah); Komponen tersebut 'sangat” signifikan di dalam menentukan
keberhasilan pengelolaan zakat, sehing@ia pemibinaan terhadap komponen-komponen
itu harus dilakukan secara sistematis dan profesional,

Komponen pertama muzakki AMoreintasikan pada upaya meningkatakan
kesadaran membayar zakat dan infaq ffr‘.s-ub;fi//ah, dan mendorong pertambahan

kuantitatif jumlah \pembavar zakKat, " Komponeikedua < mustapiq - memeriukan

kecermatan dan ketelitian, schinggd terhind-dengan’baik dan optimal sesuai dengan
esensi dan tujuan zakat ity Sendiri.

Untuk komponen ketiga (pemerintah, secara mutlak dilaksanakan dan
ditangani oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah (amil zakat), yang
memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Dengan tujuan mencapat

hasil efektif dan optimal, sekaligus mengindari adanya hambatan dalam proses

3+ yusuf Al-Qardawi, Op. Cit., hal. 85
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pemungutan zakat. Pemerintah dapat menetapkan sanksi pidana dan sejenisnya
terhadap mereka yang membangkang dan cnggan mengeluarkan zakat. 3

Adapun sanksi lerhadap pembangkang zaakat (mani a:-zak;;h) adalah
berbeda dengan pembangkang ibadah-ibadah lain yang beresifat ukhrawi dan
preventif Pembangkang zakat dapat dikenakan sanksi keras dan berganda, baik
dunia dan ukhrawi, scbab telah melakukan-kesalahan kepada Allah swt dan orang-
orang yang memiliki harta itu, sebagaimana, firman Allah swt dalam QS. a/-Ma'ariy

/70 : 24 - 23 yang berbunyi:
. ""v H’a:q", a,'.'., ..'ﬁp’
Go) po ol oS AN Pl 35 eghs ol 5 iy

Dan orang-orangyang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin

yang meminta Wan_otdug yang=idi, @empunyai japadapa yang tidak, mau

meminta. (QSat-Ma'artj /70 : 24=125),

Pengelolaan zakat oleh pemeérintal-merupakan suatu yang logis, dengan
pertimbangan-pertimbanganyscbagai berikug;

Pertama, menjamin kepastiian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, menjaga

perasaan rendah diri bagi mustafug zakat, ketika berhadapan langsung menenma

haknya dari muzakki. Ketiga, tercapainya efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang

» Menurut Yusuf Al-Qardawi, sanksi pidana terhadap pembangkang zakat boleh diganti dengan
hukumen fa’zir atau hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan maslahat.
Lihat Yusof al-Qardawi, i, hal. 77-78. Bahkan khafifafi Abubakas ash-Shiddieq mengambil

sikap yang paling tegas, yaitu menganggap pembangkang zakat sebagai murtad, maka itu halal untuk
diperangi.
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tepat dalam mengalokasikan harta zakat berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan di
suatu tempat. Keempat, memperlihatkan syariat Islam dalam semangat
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami®  Sebaliknya, jika

pelaksanaan dan pengelolaan zakat diserahkan langsung kepada wajib zakat

(‘mu:akk;), maka hak fakir-miskin dan mustahiq lain yang terdapat pada harta

orang-orang kaya, tidak mendapatkan-jaminan-pasti.”’
Asas pelaksanaan zakat Sepertigtersebut-di atas, tidak menafikan sifat dan

fungsi ibadah zakat, sebagai ibadah\malidaly yvang harus dilaksanakan berdasarkan

kesadaran, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah swt. Dengan demikian, azas
ikhlas dan sukarela tetap menominasi dalam pelaksanaan dan penerapan ibadah zakat,
sebagaimana  yang, , telah dicontohkan,., pada. masa-, Rasulullah saw,
Khulafa® Ar-Rasyidin dan pemerintah isfam setelahnya.

Untuk mengetahur model pelaksanaan dan pencrapan zakat pada masa klasik

Islam, secara garis besar dipaparkan Sebagai berikut’

* [hid. fal 90

*7 Di berbagai negara Islam, pelaksanaan zakat diatur dalam suatu undang-undang khusus, seperti di
Pakistan, Mesir, Malaysia, dan lain sebagainya. Di Arab Saudi, persoalan zakat ditangam oleh suatu
lembags yang disebut Maslahah al-Zakah, di bawah Kementrian Keuangan (Wizarah al-Maaliyah).
Sedang di Indonesia pelaksanaan zakat diatur dalam Urndang-Undang Republik Indonesia No. 38
Tahun 1999 remang Pengelolaan Zaka,
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a. Masa Rasulullah saw.
Syariat Istam diterapkan secara c¢fcktif pada tahun ke-2 H. ketika itu

Rasulullah saw mengemban tugas sebagai Nabi dan pemimpin umat. Eksistensi zakat

pada masa ini adalah ibadah bagi muzakki, dan sumber utama pendapatan negara.
Dalam pengelolaannya Nabi saw terlibat secara langsung memberikan conioh dan
petunjuk pelaksanaan.

Adapun prosedur pengusiipulanddan péndistribusiannya, Rasulullah saw
mengutus petugas di luar wilayahy ko Madinah untuk mengumpulkan dan
menyalurkan zakat. Petugas tersébut di lantaranya adalah Mu’az bin Zabal, yang
diutus ke Yaman.” Para petugas/yang ditunjuk/otéh Rasulullah saw tersebut dibekali
dengan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan, dan bimbingan, serta peringatan keras
serta ancaman sanksi“agar dalam pelaKsanaan dan pengelolaan zakat dapat berjalan
dengan efektif dan efisien.”” Seméntara/Rasululiah' saw dan keluarganya dilarang

oleh syara® untuk menerima‘zakat.

b. Masa Khalifah Abubakar Ash-Shiddieq (11 — 13 H./ 632 — 634 M.}

Khalifah Abubakar ash-Shiddieq melanjutkan tugas Rasulullah saw, terutama

tugas-tugas pemerintahan ( kAafifah ), dalam rangka mengembangkan ajaran Islam,

5% Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Sati Al-Bukhari, Op. Cir., hal. 90

** Abdullah bin Muhammad bin Ahamad Al-Thayvar, (p. Cit., hal. 48



termasuk menegakan syariat zakat sebagai salah satu pilar Islam yang penting dan
strategis.  Khalifah memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan serius dalam
persoalan zakat. Hal ini lebih disebabkan kestrategisan fungsi zakat sebagai pajak
dan sumber pendapatan negara.

Dalam menangani dan pelaksanaan zakat, khafifah selalu berpedoman

kepada kebijakan yang telah dilakukam oleh\Rasilullah saw. juga secara implisit

berpedoman pada sebuah hadis Rasulullali saw.yang menyatakan :

"B ey e bl Jguh 08 e b ay e o e
(?'L'“‘ JGJB._L“D'}J)B[SJ'H ’Jj_',gJSDLA." ’JA.‘!.;:‘?J.AS)’

Dari fbnu Uwmar ra. |b@fwasannfa\Rpsuluflahi sow bersabda :  Saya
diperintafikgn untuk, memerangi suatu golongan manusia, sampai mereka

mengucapkan dua Ralimat sydfiadit, erdinan salat\dan menunaifan zakat.
Apabila mereka menunaikan semuanya, maka merekg telafi memefifiara darak dan

hattanya daru padaky, kecuali dengan hak, Islam makg perfiitungan merekg
terseralt kgpada Allah. (H.R, Bukfiari-Muslim)
Hadis tersebut merupakan landasan teoretik dan operasional dalam

pelaksanaan zakat, meskipun Rasulullah saw. semasa hidupnya tidak pernah

mengambil tindakan tegas memerangi ovang yang enggan membayar zakat, sebab
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tidak menemukan tantangan seperti yang discbutkan dalam hadis tersebut, terutama
orang Islam yang menentang kewajiban zakat. Akan tetapi pada awal pemerintahan
Abubakar ash-Shiddieq, timbul suatu gerakan yang enggan dan menentang kewajiban
membayar zakat. Maka khalifah mengambil suatu kebijakan dengan landasan hadis
tersebut, yaitu golongan yang tidak mau lagi membayar zakat dihukum murtad, maka
dani itu boleh diperangi.

Dalam kaitan ini, thalifuh imengéludrkan plimatum sebagai berikut:

Aky akan perangi orany yangimenolakmengeluarkan zakatnya, walsupun berupa
seekor anak kambing yang dimasa Raswlullalysow. Mereka tunaikgn

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, khalifah terlibat secara langsung
dan mengangkat petugas-petugas zakat (amul -akar) di seluruh wilayah kekuasaan
Islam, sehingga pemfungutan dan penyalurandapat” berjalan™dengan efektif dan

efisien. Harta-harta zakat yahg-telah /diambily segera didistribusikan kepada

mustahiq , sehingga tidak ‘Tenumpuk di “baua/ i fkecuali bagian fisabililah

(thad). Sementara k/u.'/;ﬁ:/) mengambil bagian yang menjadi haknya sekadarnya

saja.®!

% Wahbah Az-Zuhaily, Op. Cit., hal. 739

5! Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Thayyar, Up. Cir., hal. 84 - 85.
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c. Masa Khalifah Umar bin Khathab (13 -25H./634—- 644 M. )

Pemungutan dan pengelolaan zakat pada masa ini semakin intensif, schingga
penerimaan harta zakat meningkat secara drastis. Hal ini disebabkan jumlah para
wajib zakat secara kuantitatif mengalami pertambahan, akibat perkembangan umat
Islam di berbagai wilayah yang ditaklukan semakin banyak.

Kepedulian khalifah terhadap pelaksanaan zakat begitu tinggi dan serius,
dengan melakukan kontrol teérhadap para petugas amil zakat dan mengawasi
keamanan gudang penyimpanan hartaizakatteritama harta-harta zahirah. Untuk itu,
1a tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang

melalaikan atau menyalah gunakan harta zakat. Meskipun penerimaan harta zakat

melimpah, namun kehidupan ekonomi khalifuh tetap sederhana seperti sebelum

menjabat sebagai Aallfufi |

d. Masa Khalifah Usman.ibnAffan { 25.=36.H. /644 — 656 M. )

Pada periode ini, penerimaan zakat semakin meningkat, schingga gudang
baitul mal penuh dengan harta zakat. Khalifah kadang-kadang memberi wewenang
kepada para wajib zakat untuk atas nama k/za/;jc‘z/z menyerahkan secara langsung

kepada yang berhak.%

® [bid, hal. 50
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Sebagaimana khalifuh - khalijsh sebelumnya yang memiliki perhatian

serius terhadap pelaksanaan zakat, khali fult Usman ibn Affan demikian juga, bahkan

hartannya sendiri dikeluarkan untuk memperbesar penerimaan zakat untuk

kepentingan negara.  Khalifah sangat populer sebagai scorang dermawan dan

memiliki kekayaan pribadi dalam jumlah besar sebelum menjabat khal;j&h.“ Bagi
khalifah Usman ibn Affan, zakat’memliki peran |strategis yang signifikan. Oleh
karena itu, khalifah mengangkal, pejabat kbusus luntuk menanganinya, Zaid ibn

Tsabit, sekaligus mengurus lembaga keuangan negara (baitul mal ).
Pelaksanaan pemungutan dan ([pendistribusian zakat semakin lancar dan
meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera didistribusikan kepada yang berhak

menerimanya, schingga tidak terdapat™sisa harta“zakat yang ‘tefSimpan dalam baitul
mal . Walaupun pernah terjadi sutwketika %%ulifal mengadakan inspeksi mendadak
memeriksa béim/ mdl . "Kenka=ith ditemukan-saldo-Kas‘sebésar 1,000 dirham, yaitu
sisa harta zakat setelah dilakukan pembagian kepada seluruh asnaf yang berhak.
Khalifah mengistruksikan Zaid ibn Tsabit untuk menyalurkan sisa lebih tersebut, ke

lembaga-lembaga sosial yang memberi mantaat bagi kemaslahatan umat, terutama

membiayai pembangunan dan ta’mir. Masjid Rasulullah saw.”

 Ihid

&4 1bid.
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€. Masa Ali bin Abi Thalib ( 36 — 41 H. / 656-661 M. )

Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifuh setelah lima hari terbunuhnya

kbal;ﬁzh Usman bin Affan. Sejak awal pemerintahannya, selalu dihadapkan pada
komplikasi masalah, terutama persoalan politik dan perpecahan dalam masyarakat
sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas Khatifah Usman bin Affan.

Meskipun dalam suasana politikdvang tidak stabil, Ali bin Abt Thalib tetap
mencurahkan perhatian yang besar untulk“menangam persoalan zakat sebagar urat

nadi kehidupan pemerintah dan‘agama, bahkan k/zal?ﬁzh sendiri terlibat secara

langsung dengan tntensif melakukan |pendistribusian zakat kepada orang-orang yang
berhak menerimanya.

Dalam pelaksanaan dan penerapannya, All bin Abi Thalib senantiasa
mengikuti kebijakan khalifuh - Khalifuh pendahulunya. Harta zakat yang
terkumpul diinstruksikan kepdda petugas, supaya segera membagikan kepada yang
berhak menerimanya, sehingga tidak terjadi penumpukan harta zakat dalam baitul
”I(—l] .

Setelah zakat terdistribusi dengan baik, khalifuh merasa lega dan langsung

melakukan sholat sunah sebagai tanda syukur kepada Allah swt, karena telah
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melaksanakan tugas yang berat itu, tanpa dipengaruhi oleh godaan harta zakat yang

melimpah, dan pada saat yang sama ia berseru

S s e ebanly gel ha by

Wahai emas (sa fra) dan perak (baida ) perdayakanlah orang-orang selain

aku %

f. Masa Umar bin Abdul Aziz

Periode Daulah bani Ummayaliberlangsung sclama 90 tahun ( 41 — 127 H.),
salah seorang khal;:ﬁ:h nya yang sangat populer adalah Umar bin Abdul Aziz ( 99—
101H). Ia populer dengan kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam
penanganan zakat, sehinggd \dana/ZaKat [mélimpahi dalamA\baitul mdl dan petugas
megalami kesulitan untuk mengarr~gelongap, fakir-miskin yang membutuhkan harta
zakat tersebut.

Pola kepemimpinan dan sistem pclaksanaannya sefalu mencontoh khulafa al-

Rasyiddin. Khalifah memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap petugas

zakat. Seringkali kf:a/;ﬁt/z terlibat secara langsung mendistribusikan harta zakat

% Ungkapan ini diucapkan oleh Khalifah Al bin Abi Thalib sebagai ungkapan atas tekadnya tidak

akan terpedaya oleh harta zakat (emas dan perak} yang bertumpuk di bastul mc_ll, meskipun
kehidupannya sehari-hari cukup sederhana sehingga pada suatu ketika terpaksa menjual sebilah
pedang milik pribadinya. Lihat Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, /bid, hal. 51



kepada vang berhak menerimanya, bahkuan mengantarkan ketempat mereka masing-
masing.
Pada masa klral;jc'zh Umar bin abdul Aziz, sistem dan manajemen zakat

mengalami kemajuan dan ditangani sccara professional. Jenis-jenis harta yang
dikenakan zakat mengalami pertambahan yang luar biasa. Dalam hal ini, Yusw/ al-
Qardawi, menuturkan bahwa khdli fak>Uthdt/'bin abdul Aziz adalah orang pertama
vang mewajibkan zakat atas harta kekavaan yang-diperoleh dari penghasilan usaha
atau jasa yang baik, termasuk |gaji, honorarium, |penghasilan profesi, dan mal
mustafad tainnya.*

Model pelaksanaan dan penerapan zakat pada masa klasik Istam merupakan
contoh ideal dalam rangka mewujudkan-keadilan sosial ‘\ekonem:. Hal tersebut
dibuktikan secara histortk dari [p€fiode Rasuiuilah saw. Hingga periode Umar bin
Abdul Aziz, zakat menempati_posisi.strategis.dalam, pemberdayaan ekonomi umat,
disamping sebagai ibadah bagi muzakki .

Menyadart posisi strategis zakat sebagai salah satu pilar Islam yang harus
ditegakkan, maka pemerintahan Islam klasik memiliki komitmen dan kepedulian
yang sangat tinggi dalam menangani dan mengelofa zakat Sistem operasi dan

mekanisme pengelolaan zakat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif dengan

% Yusuf Al-Qardawi, Op. Cit., hal, 502 - 503
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kewenangan dan otoritas yang jelas. Dengan demikian, pendayagunaan dan
pemanfaatan zakat dapat ditaksanakan secara optimal.
Di samping itu, kesadaran umat Islam untuk mengembangkan ajaran Islam,

termasuk menegakkan syariat zakat begitu tinggi, sehingga tidak heran apabila pada

periode khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, harta zakat berlimpah ruah di
baitul mal hingga petugas pelaksana—7akatmengalami kesulitan untuk mencan
golongan yang mustahiq zakat.

Berdasarkan realitas terscbut, temyata zakat memiliki fungsi sosial ekonomi

dengan berdasarkan keadilan yang telali digariskam dalam ketentuan nas normatif,

baik pada tataran teoritis maupun operasionalnya, dan telah terbukti keberhasilan dan
efektifitas dalam mewaljudkan Kéadilan=sosial “ekonomi pada masa Rasulullah saw

hingga periode Umar bin Abdul Aziz)



BAB1V

ZAKAT, KEADILAN DAN AKTUALISASINYA

Al Hubungan Fungsional Zakat dan Keadilan

Keadilan merupakan salah satu nilai dasar sistem ekonomi Islam. Kata adil
adalah kata terbanyak yang disebut Al-Qur'an setelah term Allah dan limu
Pengetahuan. Oleh karena itu,| keadilan, dalamdjaran Islam merupakan titik tolak,
sekaligus proses dan tujuan selusuh tindakaf manusia.' Keadilan juga merupakan
nilai dasar yang berlaku dalam kehidupah sosiai. ‘Niiai adil merupakan pusat orientasi
dalam interaksi antarmanusia.’.*~. fikd "keddilan dilanggar, maka akan terjadi
ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, salah satu pihak akan dirugikan atau

disengsarakan.

Al-Qur'an banyak menyébutkan-masalah k€adilan ini dalam berbagai konteks.
Selain term adil dengan| makna berbaga ‘nuansanya, | Al-Qur’an juga menggunakan

term gist. wast, dan mizan. Pengertian kata-kata tersebut bertemu dalam suatu ide

umum, yaitu sitkap tengah yang berkeseimbangan dan § ujur.3 Menurut Murtadha’ al-

' Sri Edi Swasono, Pandangan [slam Dalam Sistem Fkonomi Indonesia, (Jakarta © Ul-Press, 1987),
hal 11

* Dewam Rahardjo, Ensiklopedia Al-Qur'an [afsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci,
(Jakarta: Paramadina, 1996), Cet. 1, hal .388

? Nurcholis Madjid, /stam Doktrin dan Peradaban, Op. ('it., hal. 512

i07
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Muthahhari, salah seorang pemikir muslim modern, terdapat empat pengertian pokok

tentag adil dan keadilan yattu

1.

(¥%)

Keadilan mengandung pengertian perimnbangan atau keadaan seimbang. Keadilan
dalam pengertian ini berlaku terutama untuk kesatuan-kesatuan fisik, termasuk
além raya,

Keadilan mengandung makna” pefSiimaan/ dan\ tiadanya didiskriminasi dalam
bentuk apa pun. Keadilan dalam péngeitianCini adalah perlakuan yang sama,
karena adanya kemampuan, tugas, dafifufigs! yang sama.

Keadilan dalam pengertian pemberian hak kepada yang berhak.

4@ 3a (g3 S g lhac]

Hal itu mengandung duaunsuy’:

a. Hak kepemilikan (“-.-.‘5143’ 5 jadi ) ‘wéencakup hak dan keperailikan

sescorang sesuai dengan-hasil“usahanyas dan’ hdk~dari kepemilikan alami,
seperti hak bayi untuk memperoleh air susu ibunya, berdasarkan design alami
berkenaan dengan kebutuhan bayi itu untuk pertumbuhannya.

b. Kekhusuan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus
dipcnuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain, untuk dapat mencapai tujuan
hidupnya yang lebih tinggi. Menghalangi orang lain untuk memenubhi
kualitas itu atau mengingkarinya termasuk perbuatan zalim. Jadi, keadilan

terwujud, misalnya, dalam bentuk pemberian air kepada yang haus, dan bukan
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pember_ian nasi kepada yang haus. Keadilan dalam pengertian ini, meliputi

pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang.

4. Keadilan Tuhan berupa kemurahan-Nya dalam melimphakan rahmat kepada
sesuatu atau seseorang, setingkat kescdiaannya untuk menerima eksistensi dirinya
sendiri dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan.*

Pendapat Murtadha’  al-Muthalihari—tersebut, mengindikasikan bahwa
keadilan memiliki posisi yang sangat pemting dan strategis dalam ajaran Islam,
terutama keadilan hukum, sosial, cpolitik;, dan ekonomi. Dalam hal ini, keadilan
ekonomi misalya, harus menjadi alat| pengatur| efisiensi dan pemberantasan

pemborosan, QS. Al-Israa’ 17 : [¢menyatakan/:

K4 2

Oyl Gale 338 fes | b s 38 ol S 3ad o B 5
G 1535 L33

Dan jika Kami hendak, membmasakan suatu neger, maka Kami perintafikan
kepada orang-orang yang hidup mewah di negeni itu supaya menta’ati Allakh tetapi
merekg melakukan kedurfiakaan dalam negeni itu, makg sudah sepantasrya
bertaky terfiadaprya perkataan Ketentuan Kami, Kemudian Kami Rancurkgn negert
ity sehancur-hancumya. (QS. Al-Israa’ /17 : 16)

Dalam distribusi, keadilan harus menjadi penilai yang tepat terhadap faktor-

faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang

* Murtadha Al-Muthahari, A/-'Adi al-flafs, Alih bahasa arab © Muhammad Abdul Mun’im Al-
Khagami, (Qum Iran : Martaba'at Al-Khayyam, 1981}, hal. 65
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wajar dalam kadar yang sebenamnya, sesuai dengan firman Allah swt., QS. AM-Hir /

13 : 19 berbunyi :

-2
.7

uﬁ.i)f?f‘ "u“'JSO‘ lg=$ EZ.LS_, G n)s L Lm-ﬂ I3 33is ol

Dan Kami telah menghamparkfan bumi dan menfadikan padanya gunung-gunung
dan Kami tumbulikan padanya segaia sesuatu menurut ukuran.(QS. Al-Hir /15

1 19)

Selain itu, keadilan juga menganding makna kebijaksanaan mengalokasikan
sejumlah hasil kegiatan ekonomi;terents bagi-orang yang tidak mampu melalui
zakat, infak, dan sedekah. Karakteristik utama_nslai keadilan adalah terwujudnya
masyarakal yang memiliki watak) makmur “dalam keadilan dan adil dalam
kemakmuran.  Penyimpangan watak iersebut akan melahirkan bencana bagi
masyarakat.’

Dalam sistem ekonomi™{slam terdapat” nilai-nilai dasar yang menjadi
landasannya, vaitu (1) Kebebasan\terbatis meagena: Warta kekayaan, (2) Sumber-
sumber produksi, (3) Keseimbangan dan keadilan.® Setiap sistem ekonomi memiliki
nilai-nilai dasar instrumental tersendiri. Dalam sistem ckonomi Kapitalis, nilai

instrumentalnya adalah persamgan sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa

* Muhammad Daud A5, Sistem Fkonomi [siam Zokat dan Wagaf, ( Jakana . Ul-Press, 1988 ), Cet. |,
hal. 8

® Muhammad M. Saefuddin, Studi Nilai-Nifai Sistem fkonomi fstum, (Jakarta : Media Dakwah, 1984),
hal. 65
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hambatan, informasi dan bentuk pasar yang atomistik-monopolistik. Dalam sistem

Marxis, nilat instrumentalnya, antara lain perencanaan ekonomi secara sentral dan

mekanistik, pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif.’

Sistem e¢konomi Islam, menengahi antara individualisme — kapitalisme dan

kolektivisme — sosialis. Dengan pengertian lain, Islam tidak membenarkan

ekstremitas, individualisme maupun-, kglektivisme, namun mengakui hak-hak

individual maupun kolektif. Tipikal umfukyini adalah keterangan Dr. Abdullah bin

Muhwmmad Al-Thavvar

Df sampiny kapitalisme dai sosialisime, tendapat sistem syariat Islam yang abady,
sesuai dengan dan alam manusia’dalam-mewngudkan kebaikgn menyelurufi bagi
pribadi dan masyarakat "terfiadap - kesermbangan  fak-fak, merekg, sefiingga
kepentingan pribadi tidak merusak, masyarakgt ataupun sebalikmya, melainkgn
pribadi-pribadi itu mengabdi kepada masyarakat dan menjadi bagian dani satu
sendi masyarakat “musliny daw tiasyarakat mengdbdi Kepada pribadi dengan
menyantuni dan membantunya dalam KReadoan susah.  Karema itw, Islam
mengukultkan fuk, pribodiesecaric sempumal atas hartanya, sehingga berhak,
menggunakan harta itu sebagatnana ta Kehendaki dalam pertimbangan kebaikan,
dan berhak, mengémbanganmyn, dengart-segaln carg\pengembangan harta yang
tersedia selama masifi dataimn ingkaran ‘alal yang ditetapkan oleh agama. Islam
dengan metode yang sefiat itu, mempertautRan Kepentingan pribadi dengan
kepentingan masyarakat, Kkgrena dalam hal demikion itulah, terwupud
kesejahteraan masyarakgt dan Kesejahteraan pribadi. Maka orang-orang kaya,
dalam harta merekg terdapat fiak yang jelas untuk, saudara-saudara merekg yang
tidak segan-segan mereRg tunatRgs, sefiingga fiati setiap orang yang dipenufii ofeh

rusa cinta, ketulusan, Keramafian, dan rasa santun.®

7 Ibid

* Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Az—Zakc—zh, (Riyadh : Jami’at Al-imam Muhammad bin Su’ud
Al-lslamiyah, 1987), hai. 18]
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Keserasian dan keseimbangan hubungan antara pribadi dengan masyarakat
dalam ajaran Islam, berdasarkan kewajiban orang-orang kaya untuk kepedulian dan
tanggung jawab terhadap upaya penanggulangan problematika hidup golongan fakir-
miskin dalam masyarakat. Bentuk formal yang bisa dijadikan instrumen adalah
kewajiban membayar zakat.

Zakat merupakan subsistem-dan salah_satu perwujudan nyata dari sistem
ekonomi lIslam vyang dapat Imenunjang terlaksananya keadilan sosial dalam
masyarakat. Orang-orang yangnenggan meéngeluarkan zakat, dapat dikategorikan
sebagal penghambat terwujudnyakeadilan sosiall

Zakat sebagai instrumen-sistem keadilan, mengandung makna memberikan
hak kepada sescorang yang menjadi miliknya, maka keadilan sosial berarti
memberikan kepada masyarakaf hak yang menjadi miliknya berdasarkakn kepatutan
dan keseimbangan. Hak-hak iwa=meliputi{pangan,/sandang dar tempat tinggal yang
layak.”

Keadilan sosial dalam ajaran Islam, tidak mengharuskan setiap orang
memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang sederajat dan terhapusnya kemiskinan
dalam masyarakat, tetapi harus tercipta suatu kondisi masyarakat yang harmonis,

jurang pemisah antara kaya dan miskin tidak terlalu dalam, dan hilangnya faktor-

® Muhammad Abu Zahrah, A/l-Mujtama® Af-fnsani fi Zilal Al-fstam, ( Cairo : Dar al-Fikr Al-Arabi,
t.th), hal. 128
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faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi
sumber daya manusia dan alam. v

Ajaran zakat, sedekah, dan bentuk bantuan sosial lain merupakan instrumen
untuk mencapai keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, tugas dan tanggung
jawab untuk mewujudkan keadilan sosial adalah sangat berat, sehingga Al-Qur’an
memberikan kewenangan scluas-luasnya kepada negara dan pemerintah untuk
memungut dan mengelola zakat! sebagii insttumen penting dan strategis dalam
mewujudkan kesejahteraan dan kémakmurananasyarakat (keadilan sosial). H

Zakat dalam bentuk matetial yang dibertkan oleh orang-orang kaya kepada

fakir-miskin ataupun yang mustahiq. merupakam bagian dari realisasi keadilan sosial,

di samping sebagai ibadah kepada Allah swt. Jika keadilan mengandung nilai-nilat
dasar yang diwujudkar dalam tindakan nvata;'maka zakat metupakan salah satu nilat
dan instrumen sistem keadilan_Jth... Dengan\demikian, golongan fakir-miskin
merupakan sasaran utaniayang) fnenjadi, prieritas, daldm mengekspresikan wujud
keadilan sosial, sehingga Al-Qur'an menempatkan pada urutan pertama scbagai

golongan penerima zakat (Mustahiq al-Zakah}.

" Ibid

" Muhammad Ali Al-Sayyis, Tafsir Ayat Al-Ahkam. (Quwait - Dar Al-Fikr, t.th.), hal. 37. Lihat

pula Al-Jasash, Ahkam AI—Q‘ur'c_m (Mesir : Al-Bahiyah, t.th.), Jilid 111, hal. 152
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Paradigma in: diperkuat dengan menempatkan huruf /am dengan makna /i

milik pada kata fugara dan masakin yang terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah

ayat 60. Untuk memperoleh kepastian fakir-miskin mendapatkan hak zakatnya, maka

Al-Qur’an secara tegas menetapkan badan amil zakat sebagai perpanjangan tangan
pemertntah dengan kewajiban menegakkan keadilan sosial, dan lebilt kompeten untuk
menangani dan mengelola zakat.-Seandainya-orang-orang kaya yang tergolong wajtb
zakat (wajib muzakk: ) kemudian berusidha untak| menghindarinya, maka pemerintah
boleh mengambil tindakan tegds unfuk memungut harta zakat tersebut, jika perlu
dengan cara menyita sejumlah harta yang harus-dikeluarkan zakatnya.

Hak otoritatif hanya dapat-dilakukan|oleh pemerintah, sebab menghindari dan
menentang kewajiban zakat hanya menentang perintah Allah swt., tetapr juga

menentang pemepmtah (uiil "amr)=yang ‘telal’ 'diwajibkan “olch Allah swt. Untuk

dipenuhi QS. An-Nisa - 4 : 39yang-berblinyi

33 Jamtr el |y bl Tyt oa TTL 805
,,",. - "’L’T . T P TJ:’ "’"ﬂn

Oiijjﬂjjsjéjlg-}ijﬁ_;-’fu—-‘&u-)r«:&_}_‘.'-.sg,}.:r‘_fuf_’,_‘ﬂ

sl ety 55 803%, 5Ty 5 il 5 gt

FHai orang-orang yang beriman, 1a’atilafi Rasulullah saw.-Nya dan ulif man di
antara Ramu. Kemudian jikg kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, makg
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kembalikaunlufi ia kepada Allal (1-Qur'an dan sunnah Rasu-Nya, jika Kgmu
benar-benar beriman kepada Allah dan fiari Kemudian. Yang demskgan itu lebif

utama bagimu dan lebifi baik akibatirya. (QS. An-Nisa /4 : 59)

Sasaran dan tujuan zakat tidak hanya mewujudkan keadilan sosial dalam
bentuk materi, tetapi memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu mengangkat derajat fakir
-miskin ke tingkat kehidupan yang layak, makmur, dan sejahtera.

Berangkat dari dasar perhikirari térsebut, maka yang menjadi pertanyaan
adalah, Bagaimana cara pelaksanaan zdkat sehingga mampu mewujudkan keadilan

sosial? Jawabannya adalah mengintensifkan pemungutan zakat, baik zakat harta

(_m(jl) maupun zakat diri ( fitrah)—Datamshalini, harus ditumbuhkan kesadaran

umat Islam untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran berzakat, sementara

pemerintah wajib ‘menjalankan/otoritaifiya «dalam pedanganan zakat Dengan

demikian, zakat merupakan modalutama unfuk mewitjudkan keadilan sosial.
Menurut Abdul Heic k=Khuvves Makirsmiskin sebagai penyandang masalah
sosial yang membutuhkan perhatian dan keadilan adalah sebagai berikut:

1. Anak yatim yang ditinggal mati olet orang tuanya dan tidak mampu mempunyai
harta warisan. Pemberian jaminan sosial dan dana zakat kepadanya tidak terbatas
hanya pada kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi mencakup biaya pendidikan guna
budi pekerti dan bekal yang memadai untuk masa depannya.

2. Manula ( lanjut usia ) yang tidak memiliki kemampuan berusaha dan harta serta

sanak famili yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
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Orang vang mengalami kebangkrutan harta benda dan yang memerlukan bantuan
dana lainnya.

lbu hamil atau sedang menyusui anzknya dan berada pada kondisi kemiskinan,
meskipun mampu berkarya tetapi harus menjaga keschatannya demi janin dan/
atau bayinya.

Wanita yang dicerai (janda) yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja
di tempat kerja yang dapat menjamin kehormatannya. Jaminan ini berlangusng
selama yang bersangkutan belam mendapatkan suami ataupun meninggal dunia.
Orang yang tidak produktif fagi dalam berkarya, karena mengalami kecacatan
yang diakibatkan kecelakaar.

Gelandangan dan penganggur yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Anak telantar yang tidak mengetaliurkondishorang tianya,

Orang yang sedang menuititllmu diperantauan dan ilmunya diperlukan untuk
membangun dan pmencerdaskan, masyarakaty setclah kembali ke kampung
halaman.

Narapidana miskin, perlu diberi bantuan makanan dan pakaian tambahan untuk
menjaga fisiknya dari pengaruh cuaca dingin atau panas dalam penjara. 2

Zakat bukan merupakan satu-satunya wujud jaminan sosial dalam Islam,

sebab masih ada sumber penerimaan lain sebagai dana jaminan sosial, seperti denda,

12 Abdul Aziz Al-Khayyat, Op. Cir., hal. 42 - 44,
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kafarat, pelanggaran ketentuan wajib haji (dam), qurban dan sebagainya.'3 Apabila
ditinjau dari implikasi langsung terhadap keadilan sosial, maka jaminan sosial yang
efektif harus membentuk bagian integral dari kebijaksanaan sistem perckonomian
Islam. Setiap warga negara, terutama penyandang sosial, seperti penganggur harus
mendapat jaminan sosial, supaya memperoleh tingkat pendapatan yang wajar dengan
menafikan kemampuannya untuk memperolehnya,

Penegasan Al-Qur’an cukup jelasdterhadap harta orang kava, yaitu dalam harta

orang kaya terdapat hak orang miskin'yangsmeémrnta-minta, QS. A.::-eriyc_d /5119

yang berbunyi :

~ » A
Ld
[

sl elel 5> agda il 535
Dan pada fiarta mereka ada fiak orangmiskin yang meminta dan orang miskgn
yang tidak mendapat bagian.. (QS. A=~Zarivat '/ 51: 19)

Keadaan tersebut mengharuskan intervensi pemerintah untuk mengambil peran dalam

pengelolaan dan pengurusan zakat vangimenjadi hakKorang-miskin.

Konsep Islam terhadap keadilan sosial merujuk pada ketentuan Al-Qur’an

yang memerintahkan orang supaya berbuat adil (a/-‘ad/) dan kebaikan ( Al-ihsan )

QS. An-Nahl / 16 : 90 yang menyatakan :

13 Ali Abdul Wahid Wafi’, A/-Musawat fi Ai-Islam, (Mekkah : Dar al-Ma’arif, 1965), Cet. 11,
hal. 110
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Sesunggulistya Allah menyuruft Kamy berlaky adil dan berbuat kgbaikan, mmeberi
kepada kaum kgrabat, dan Allafi melarany dani perbuatan Kgpi, Remungkgran dan
permusufian. Dia memberi” pengijaran, Kepadamyu agar kamyu dapat mengambil

pelagaran. (QS. An-Nuld /16 : 90)

Zakat dalam kontcks keadilanWsosial, meagharuslkan keseimbangan antara

konsumsi, produksi dan distribusizdalam sistem ¢kanomi. Adapun infak, sedekah dan

amal kebaikan (A/-i/rsZn ) lainnyd, | menuptuekebijakan ekonomi dalam suatu

masyarakat, sehingga berorentasi pada-peningkatan taraf hidup golongan ekonomi
lemah (fakir-miskin).” Keadifan sosial dalam Islam merupakan realitas ajaran
agama. Orang yang menolak prnSip keadilan sosial dianggap sebagai pendusta

agama, QS. Al-M 'un L1075 =7 yang menyatakan.:

.
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14 Syed Nawab Haidar Nagwi, Etika dan {Imu fkonomi Suatu Sintesa Islami, Alih bahasa Husin
Anis, {Bandung : Mizan, 1991), hal. 150.
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Tahukah Rgmy orang yang mendustakan aguma? Itulah orang yang menghardik,
anak, yatim, dan tidak, menganjurkan memberi makgn orang miskin. Maka
celakglahi bagi orang-orang yang sfiolat, yaitu orang-orang yang lalai dalam
sholatntya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang

berguna. (QS. Al-Ma'un /107 : 1-7)

Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam merupakan hak dan kewajiban
yang pasti sebab ketentuannya telah ditctapkan oleh Allah swt. la merupakan hak
vang kudus dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat muslim.”” Zakat
merupakan suatu kewajiban agama, minimal 27/1% dari seluruh jumlah kekayaan
yang telah berlangsung selama sctahing sehingga harus dikeluarkan zakatnya dengan
tujuan memberantas kemiskinan;-menciptakan keadilan sosial, membersihkan, dan
menyucikan harta.

Memberantas kemiskinan merupakan suatu kewajiban, schingga pemernintah
harus mebangun Suatu sistemivkeadilan sosial,Jantara Jain melalui lembaga zaka:.
Dengan sistem tersebut, sumber dana dapdt dialekasikan bagi masyarakat yang tidak
mampu, sehingga mampatandin s€Carackdaomi.

Zakat bukan merupakan suatu sistem sedekah yang memiliki nilat anjuran
yang bersifat kartkarif. Gagasan fundamental zakat adalah pemberdayaan golongan
ekonomi lemah (fakir-miskin), sehingga dimungkinkan dapat hidup dan dapat

mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

15 Abdul Aziz Al-Khayyath, Op. Cit., hal. 24
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Keadilan sosial-ekonomi berorientasi kepada keseimbangan ekonomi dan
bebas dari bentuk kepincangan sosial yang bersumber dari kepincangan ekonomi.
Meskipun pemilikan harta kekayaan diperoleh dari usaha sendiri dengan susah payah,
tetapi dilarang menggunakan secara bebas.  Pemanfaatan harta tersebut harus
mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, sehingga tidak menimbulkan kerugian
bagi orang lain.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, menuntut suatu tindakan dan
perbuatan konkret dan positif. Penunaiait Zakat merupakan contoh konkret dari rasa
keadilan sosial, scbab pembayaran-zakat imefupakan pemberian sejumlah harta benda
secara gratis. ‘Zaka: dikeluarkan dengan sukarela, Karena scbagian harta benda yang
dimiliki terdapat hak orang lain yang diamanatkan oleh Allah swt.

Jika seseorang fidak memiliki_rasa Keadilan sosialf-maka betapa berat hatinya
untuk mengeluarkan harta bendd datam bentuk zakayyang telah ditetapkan ketentuan-
ketentuannya. Justru itu) zakdghanyadipungut-daridiarta orang kaya.

Implikasi sosial zakat dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, para wajib
zakat (mucakki), dengan menunaikan zakatnya akan membersihkan jiwa dari sifat
asosial, seperti bakhil, individualistis, dan rakus serta mendorong untuk bersikap

sosial, suka berqurban, dan menolong orang-orang yang tidak mampu.
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Kedua, orang miskin dengan menerima zakat dapat menghilangkan rasa
tercela, seperti dengki, iri, dan rencana jahat terhadap orang kaya yang tidak
memperhatikan nastb orang miskin.

Dengan pembayaran zakat dari orang kaya tersebut, jiwa orang miskin
terhindar dari niat buruk untuk melakukan kejahatan terhadap orang kaya. Karena
1tu, golongan miskin harus mendukumng terciptanya stabilitas sosial dan keamanan
yang sangat didambakan oleh selurith masyasakat pada umumnya.

Mewujudkan stabilitas sosial dafkeamanan harus didukunbg oleh adanya
keadtlan sosial. Zakat merupakanzbentuk paling kankret dalam upaya mewujudkan
keadilan sosial, bahkan menjadi sarangd/ dan| ipStrufmen keadilan sosial, di samping
fungsinya sebagai ibadah.

Dengan membayar “zakat akan "memberikan’ implikasi” positif-konstruktif
terhadap kehidupan sosial, schingga aelalirkan kedinamisan, rasa tanggung jawab
sosial, terhindar dari implikasi paham) ncgatifscperti Kapitalisme dengan cirinya
yang individualis dan komunisme yang c rinya sosialis-komunis/proletarisme.

Zakat merupakan implementasi sistem ekonomi Islam, yang mampu
mendorong dan mengakui hak milik pribadi dan masyarakat secara seimbang. Zakat
berpengaruh pada sektor pertumbuhan ckonomi golongan lemah melalui kegiatan

ckonomi, sebagai berikut:
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1. Produktivitas, orang yang menerima zakat (mustahig ) akan membelanjakan

kembali dana zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, baik barang
maupun jasa. Dengan meningkatnya mobilitas konsumsi akan berpengaruh
pada upaya produktivitas dan pertumbuhan ckonomi golongan lemah.

2. Zakat memegang peran penting dan strategis dalam mengembalikan harta
kekayaan kepada masyarakat, berdasarkan teeri gejala berkurangnya manfaat
yang discbut rumusan Law_of Deémninishing| Keturn. Berdasarkan rumus
tersebut, maka memindahkan, jumiah penghasilan orang kaya dengan cara
mengeluarkan zakat kepada takir-migkin, sehingga berimplikasi positif terhadap
mercka.  Dengan kata laih, “'kescjaliteraan/ umum bagi masyarakat akan
meningkat dengan mengembalikan _penghasilan orang_kaya dengan cara
pembayaran zakat.

Di antara faktor-tfaktor Keberhasitart zakat adalah adanya kewajiban tehadap
harta kekayaan yang tumbuh_dan berkembang «(at-Ngmuwwu).  Karena zakat
memiliki sifat menyeluruh dan kegunaan dalam penerapan, schingga merupakan alat
permanen terhadap pengembalian harta kekayaan.

Implikasi zakat terhadap kemja adalah terletak pada pelaksanaan dan
penerapan yang didasarkan pada konsep teoretik, yaitu sebagai sarana atau instrumen
untuk mewujudkan keadilan sosial, dalam bentuk pengentasan kemiskinan dan

memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sistem zakat produktif.
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Pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi adalah melalui penyaluran
dana zakat produktif-ekonomik.  Zakat semestinya tidak didistribusikan secara
konsumtif terhadap orang yang masih kuat dan mampu bekerja.

Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan orang memiliki potensi sehat secara
fisik untuk bekerna, dan menganggap pengangguran sebagat dosa. Dalam hal int,
orang miskin yang melakukan ibadah siang malam di masjid, sementara pada sist
yang lain ia hidup dari hasil meminta-rainta dar’ mengharap belas kasih orang lain.
Orang itu termasuk /jpofogi miskin yang malas bekerja, karena sikap seperti ini akan
berimplikaksi negatif terhadap berkembangnya budaya kemiskinan. Orang sepertt ini
harus disuruh untuk berusaha dan beketja, (Jika orang itu telah melaksanakan itu
tetapi masih miskin juga, maka diperbolehkan menerima zakat.

Hal ini berbgda dengaw’ orang vang«meénghabiskan saktu untuk menuntut
ilmu, sebab ilmunya akan bergunabagi orang lai. ¥\ Dengan bekerja akan mengubah
sikap apatis dan statis yanprtielatiirkan, kEmiskinan, nfenjadi produktif, dinamis,
hemat dan suka menabung Orang yang berada dalam status miskin biasanya
cendrung memiliki sikap konsumtif dan berperilaku negatif.

Berdasarkan analisis dan pertimbangan tersebut, maka zakat dioreintasikan

kepada kelompok masyarakat yang mengalami pertambahan secara kuantitatif , dan

6 Al-Nawawi, Al—Mcy'm; Svarh Af-Muhazzah, (Mesir - Martba'ah Al-Imam, t.th.), Jilid VI, hal. 190.
Lihat pula Sayid Sabig, Up. Cit.. hal. 159



124

memiliki kecenderungan terhadap hal-ha! konsumtif. Hal ini merupakan salah satu
scbab meningkatnya tuntutan kerja, schingga berimplikasi pada meningkatnya
permintaan barang-barang konsumtif. Pada akhirmya berpengaruh pula terhadap
bertambahnya kesempatan kerja baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
secara adil.”’ Adapun sebab lain, munculnya kesenjangan sosial dan kemiskinan
salah satunya adalah pengangguran atau tidak memiliki modal usaha yang memadai,
meskipun sebagian besar memiliki potepsi untuk melepaskan dini dan lingkaran
kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dideronggdan-distimulasi dengan pemberian dana
zakat sebagai modal untuk menjalankan| usahanyd. Di sinilah sesungguhnya letak
makna zakat bagi pthak pencrima, yaitu menumbuh-kembangkan tingkat ekonomi
dan potensi produktivitas. Sedangkan bagi yang memberikan zakat memiliki makna
berkah dan suci.

Konsep keadilan dalant=islam miengajarkan manusia menyadart dengan
sepenuh hati bahwa Alldins W Mah@ adii ierliadag seluruh, makhiuk-Nya. Salah satu
bentuk keadilan-Nya vyang sulit dipahami adalah dibeda-bedakannya dalam

pemberian rezeki, QS. An-Nufil 16 71 yang menyatakan :
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17 Ahmad Muhammad Al-Assal, Sistem Ekonomi [slam, Alih bahasa - Ahmad Anshari Umar Sitanggal,
(Surabaya - Bina Ilmu, 1980), hal. 126.
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Dan Allah melebifikan sebagian kamu dani sebagian yang lain dalam hal rezeki,
tetapt orang-orang yang dilebifikan nizkjuya itu tidak, mau memberikan nizky
mereka Kepada budak-budak, yang mereka miliky, agar merekg sama merasakan
rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkan mikmat Allah.

(QS. An-Nakl/ 16 ; 71)

Ketentuan Allah swt. vang mengesankan adanya diskriminasi, bukan
merupakan ketetapan dan yang tidak bisa berubah, melainkan lebih merupakan
petunjuk bagi manusia untuk ménumbihkan/ rasa, adil dan mendorong manusia
supaya bekerja keras. Oleh karena tuf Allah swi.| mewajibkan orang kaya untuk
mengeluarkan zakat, sehingga dengan Zakatyorang miskin mampu melepaskan diri
dari lingkaran kemiskinan melalui|étps kerja yang tinggi.

Menurut ketentuan syariat' Islam,) inenegakkan keadilan merupakan perintah
agama, dan tidak terbatas pada acuan.ctik .atau.dorongan moral-.Dengan demikian,

zakat merupakan salah satu instrumen keadilan yang diwajibkan oleh agama.

B. Reformasi Konsep Operasional Zak at
1. Manajemen *‘Amil Zakat

Ajaran Islam menjadikan 1badah zakat memiliki konsep sosial, sebagai
landasan untuk membangun sebuah sistem ekonomi dalam rangka mewujudakan
kedilan sosial. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah, akan memberikan makna
bahwa zakat memiliki peranan strategis dalam merealisasikan keimanan sescorang,

baik dalam skala vertikal maupun horizontal.
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Sebagai scbuah kewajiban yang pasti dari Allah swt., partisipasi akuf
penguasa (amil zakat) merupakan sesuatu yang niscaya dalam mengatur dan
mengelola pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, pengaturan dan pengelolaannya harus
dilaksanakan secara rapi, teratur, dan profesional.

Dalam hal ini, zakat merupakan satu-satunya sistem yang ditampitkan oleh
ajaran Islam, namun harus diakui bahwa zakat merupakan titik sentral sistem
perekonomian yang ada.” Sebagai sebuah ibadah yang pasti dan memiliki fungsi
sosial, zakat menempati kedudukan yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi
umat.

Nash-nash Al-Qur'an vang- mclandasi_konsep operasional zakat, hanya

mengemukakan Ketentuan-ketentuan umum kriteria musiatug . Dengan demikian,

konsep operasional™Zzakat 'dapat dikémbangkan ‘dan ‘dirinict Secara aplikatif dan
akomodatif sesuai dengan kebut(than zamamn.

Gambaran umum konsep operasional Zakat vangtelah dicontohkan oleh Nabi
saw (aluy 4t B a) juga diterapkan Kiudufd ar-Rasyidin , dan khali fah-khali fah
sesudahnya menunjukkan bahwa penanganan dan pengelolaan zakat sepenuhnya
menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah).

Namun demikian, di kalangan mazhab terjadi perbedaan pendapat tentang

pengelolaan dan kepengurusan zakat ((_mn/ az-zakah ), sebagai berikut:

1% Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial ....., Op. Cit., hal, 233
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a. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, pengelolaan dan kepengurusan harta zahir
diserahkan kepada pemerintah, bukan kepada pemiliknya secara langsung,
berdasarkan QS. Ar-7aubuh 9 ; 103, dan khalifah Abubakar ash-Shiddieg-pun,
memerintahkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat dan memerangi orang
yang enggan mengeluarkannya.

Adapun harta batin, disérahkan pengelblaan dan kepengurusannya kepada

pemiliknya secara langsung. Pada awalnya, péngelolaan harta zakat diserahkan
kepada pemerintah. Namun kemudiaf, pada-masa khalifah Usman bin Affan

pengelolaan dan pengaturannya diserahkan kepada pemiliknya, karena melihat
adanya kemaslahatan vang disepakati-olch “para sahabat, “sehingga menjadikan
pemilik harta seolah-olah mewakuli peme pftah, walaupun hal ini tidak menafikan hak
pemerintah dalam mengambil-dan memungut-zakat:

Berdasarkan hal tersebut, mercka berpendapat: seandainya pemerintah
mengetahui penduduknya tidak mengeluarkan zakat harta batin, maka wajib bagi
pemerintah untuk menginstruksikan mereka mengeluarkan zakat.  Apabila terjadi
sebaliknya, maka tidak wajib bagi pemerintah untuk menginstruksikan mengeluarkan

zakat, karena bertentangan dengan yyma’ ulama. '9

¥ Tbnu Abidin, Rad Al-Mukhtar ala Ad-Dur Al-Mukhiar, (Beirut : Mu’asassat Al-Risalah, t.th.),
hal. 5
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b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, zakat wajib diserahkan kepada pemerintah yang
adil, untuk dibagikan kepada mustahiknya. Apabila pemerintah tersebut memintanya
dan muzakki mengaku telah mengeluarkan, maka pengakuannya itu tidak boleh
diterima.

Dalam hal ini, mazhab|Maliki berbeda-pendapat tentang penyerahan zakat
pada pemerintah, yakni sebagai bernkut

Imam af-Dardir menyatakan dalam Syarft'al-Saghir, penyerahan zakat kepada
pemerintah adalah wajib.™®  fuiam—df Dasugy—dalam Hasyiahnya?' membantah
pendapat tersebut dan menyatakan, hal tersebut adalah makruh. Sedangkan hukum
wajib yang disepakati “eleh \mayomtas .ulama.adalah stenyerahkan zakat kepada
pemerintah yang adil, baik dalanibentuk meéngambil dan mendistribusikan.

Imam Al Quriedy, berpendapat bahwa., pemilik harta tidak diperkenankan

menyerahkan zakat oleh dirinya sendiri, tetapi harus melewati pemerintah yang

0 Imam Al-Dardir, Syarh As—Sag;r ala Aqrab A I-Masalik i Mazhab Al-Imam Malik, (Mishriyah :
Mathba'ah Al-Anjalu, 1414 H)), hal 102

2! Muhammad bin Arafah Al-Dasuqy, Husviah Ad-Dasugy, (Arab Saudi ; Dar Al-Ulum, t.th.),
hal, 225
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bertindak selaku ami/ zakat™.

c¢. Mazhab Syafi’i
Menurut machab Syafi’i, pemilik harta boleh membagi zakatnya secara

langsung terhadap harfa batin, yaitu emas, perak, harta perdagangan dan zakat
fitrah . Harta zahir, berupa hasil pertanian dan barang pertambangan. Daham hal ini

terdapat dua pendapat, vaitu gqaul o/ Vadil menyatakan bahwa pembagian harta

zahir boleh dilakukan secara langsung oleh pemiliknya. Adapun qawl/ al -qaa’im.

menyatakan zakat wajib diberikan Kepada'pemerintah yang adil.

Ulama mazhab | Syafi ‘N fsepakat-apabila, pemerifitah ‘meminta zakat harta
zahir, maka wajib menyerahkan, kepadahya /\sebagai suatu pemberian untuk
menunjukkan ketaatan. Jika mengingkarinyay makagpemerintah harus memeranginya,
walaupun telah menyatakan mengeluarkan zakat secara langsung oleh dirinya

P
sendiri>,

2 Apduliah Muhammad ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, Al-Jami Al-Ahkam Al-Qur'an, (Cairo:
Dar al Katib al Arabiyah, 1967). h 231.

3 Abdurrahman al Jazini, Kitab al Figh "al a Ma = ahib al Arba‘ah, (Cairo : al Istiqamabh, t.th), h.
610
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d. Pendapat Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, zakat tidak wajib diserahkan kepada pemerintah,
tetapi pemerintah diperkenankan untuk mengambilnya. Mereka sepakat bahwa
menyerahkan zakat kepada pemerintah adalah boleh, baik pemerintah itu adil maupun
zalim. Dan harta itu zahir ataupun batin. Dengan menyerahkan kepada pemerintah ,
berarti telah melepaskan diri dagi"kewajiban tersebut, baik harta itu rusak di tangan
pemiliknya, maupun pemerintah|menyerdhkan atay tidak kepada mustahiknya. Hal ini
berdasarkan pada cksistensi pemerintah.sebagai wakil musrafiyg . Dengan demikian,
kewajiban tersebut menjadi bebasdengau tmenyerahkan zakat kepadanya.

Mereka sepakat bahwa “pemilik harta -boleh menyerahkan zakat secara

langsung kepada wiuscadia § Perbedaannya) hanya terletak pada penentuan kualitas

terbaik atau utama, yaitu periilik harta ményerghkan kepada pemerintah yang adil

supaya mendistribusikan, kepada wisia/iqp-Pendapat, yang paling kuat adalah

menyerahkan zakat kepada pemerintah yang adil lebih utama, daripada pemilik harta

i 2
sendiri menyerahkan secara langsung kepada mustahiq . *

C. Pendapat Mazhab Zaidi

Menurut maznab Zaidi, pengurusan  dan pengelolaan zakat diserahkan

# Abdurrahman af Jazini, Op.Cith. 615
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kepada pemerintah, baik harta zahir maupun batin, dan pemilik harta tidak memiliki
kewenangan untuk itu apabila ada penguasa yang adil. Mereka menginterpretasikan
harta zahir dengan jenis hewan dan buah-buahan, termasuk zakat firah, pajak , 1/5
harta ghanimah dan sejenisnya. Harta batin termasuk mata uang dan yang
dihukumkan dengannya, seperti emas, uang logam dan harta perdagangan.

Mazhab Zaidi berargumentdsi dengan. ;

1) Q.. Ae-Taubal'9 : 103

w
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Ambillali  zakat | durd Sebagiat |Farta erekp, fdengarty zakat ity Kamu
membersifikan dan menyucikan mereka. (Q.5. At-Taubah/9 : 103)

2) Hadis Nabi saw. :

Zakat itu diambil dari orang kaya mercka dun dikembalikan kepada fugara

mereka. (H.K.. Bailagy)
3) Rasulullah saw. mengutus petugas untuk memungut dan mengambil zakat.
4) Mengikuti dan meneladani perbuatan para khalifuh setelah Nabi saw, khususnya

khulafa Ar-Rasyidin, .
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Meskipun berbeda pendapat, namun mereka tetap sepakat dalam dua masalah

mendasar, yaitit :

a)

b)

Di antara hak pemerintah adalah meauntut kepada rakyat untuk mengeluarkan
zakat dalam jenis hasta apa pun, baik harta zahir maupun batin, terutama jika

pemerintah  mengetahui  kondisi  rakyat yang enggan membayar zakat,
sebagaimana perintah Allah [Swt.| Perddpat tersebut didukung oleh mazhab

Hanafi. Oleh karena itu, perbedaan pendapat mazhab ini hanya terbatas pada
kondisi ketika pemerintah tidak>memintanya. Jika pemerintah memintanya, maka
harus discrahkan berdasarkan ijma -wlana

Mazhab ini sepakat, apabila pemerintah micngambil dan memungut zakat kepada
mustehic | maka Kewajlban, dan-tanggung yawab pemilik “untuk mengeluarkan
zakat tidak gugur, karena zakatymerupdkan gbadah dan kewajiban agama yang

pasti.

Perbedaan pendapat tersebut, menunjukkan adanya hambatan internal di

kalangan ulama ( mazhab ) dalam memahami konsep kepengurusan (amil zakat). Di
samping itu, terdapat faktor-faktor intemal lain yang menjadi hambatan, di antaranya

sebagai berikut

2 Sayyid Quthub, A7-’Adalah Al- ljtimdiyah fi Al- Islam , (Mesit : Dar Al -Katib Al-Arabiyah, t1h).

h.58
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(1) Adanya benturan kepentingan antara organisasi atau lembaga zakat lama dengan
lembaga atau organisasi wmi/ zakat baru. Jika pengumpulan zakat dilakukan
secara terkoordinasi dalam lembaga baru, maka lembaga lama merasa khawatir
kepentingannya terganggou.

(2) Adanya sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraaan dan kepengurusan
zakat. Sikap ini sesungguhnya dilujukan kepada orang atau sekelompok orang
yang mengurus zakat.

(3) Adanya kebiasaan tradisional, yaitu kébiasaan para wajib zakat (muzak/c;),
lerutama masyarakat pedesaan yang | hiasd/ menverahkan zakat kepada kyai,
ustadz, atau guru ngaji, kadang-kadang mercka tidak memposisikan diri sebagai
amil yang memiliki kewajiban uniuk membagi dan mendistribusikan zakat
kepada mustahknya, ‘tetapi lebth " memposisikan dirt “Sebagai mustahiq  itu
sendiri. ™
Adapun hambatan-hambatanseksternal adalah sebagarberikut

(a) Adanya asumsi masyarakal bahwa pemeriniah sekarang dianggap bukan
pemerintah Islam, seperti zaman Rasulullah saw, dan #hulafa Ar-Rasyidin, dan
mereka meragukan zakalnya tidak tersalurkan kepada yang berhak menerimanya

( mrusictiiy ), karena adanva kekhawatiran dimanipulasi oleh oknum pemerintah,

sehingga mereka menyerahkan sendiri secara langsung kepada fakir miskin,

* Departemen Agama R, Pedoman zakat, Op.Cith 16
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{b) Adanya hambatan politis, yaitu masih terdapatnya sebagian kelompok masyarakat
yang menghubungkan ibadah zakat dengan Piagam Jakarta. Kekhawatiran
tersebut muncul dari golongan masyarakat yang beraliran sekuler atau penganut
agama lain, bahwa persoalan zakat tidak dapat dikategorikan secara formal dan
menjadi urusan pemerintah, sebab hal itu akan berimplikasi kepada negara Islam
dan menghidupkan kembali syariat Islam,

(¢} Adanya kekhawatiran tcrhaddp implikasi pengurangan dan penurunan penerimadn
pajak sebagai sumber pen&apatan keuangan fegara, kareana scbagian umat Isiam
lebih mengutamakan kewajiban membayar zakat.

(d) Adanya ketidaktegasan pernenmtalt” dan—pihak-pthak terkait yang bertanggung
Jawab dalam penanganan dan pengelolaan zakat, sebab persoalan zakat hanya

dianggap scbagal) ibadah \widhdeh [fiaadudi), yaitl \persealan individual yang

didasarkan atas kesadaran sefiap orangftanpa‘mélibatkan pemerintah”
Mengingat penting | dan) strajegishya-.iungst zakat dalam pemberdayaan
ekopomi umat, maka diperiukan perluasan dan pengembangan wawasan berpikir
masyarakat tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat. Pelaksanaan dan pengelolazn

tersebut harus terkait dengan esensi dan tujuan zakat, yaitu mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan masyarakat.

7 fbid,
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Oleh karena itu, pengurusan dan pengelolaan zakat, mestinya dilakukan oleh
pithak ketiga (wmil) yang secara struktural memiliki kewenangan politik untuk
menegakkan kesejahteraan dan cita-cita keadilan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah
pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup rakyatnya.
Al Qur’an memposisikan lembaga wni/ setelah fakir miskin, hal ini lebih disebabkan
penting dan strategisnya lembaga-tersebnt-dulam_sistiem perzakatan, schingga zakat
tidak akan berfungsi secara efektif, kecu@linditangiani dan dikelola oleh lembaga amil
yang oforitutif.

Dengan lembaga wmni/ yang memiliki kewenangan formal (ororiratif), maka
pada sist struktural, pihak vang menolak membayar zakat dapat dipaksa. Pada sisi
kudrural, kemungkinan_terjadinya hubun_an patronase antara_pihak pembayar zakat

( muzakki) dan penerima zakat ( mustahiq ) bisa dihindarkan
Imam al Jashash, dalam tafsirnva, dbkapi, A/-Qur 'an menyebutkan bahwa

zakat harus dikelola oleh badan ami/ (pemerintah), yang memiliki kewenangan dan
fungsi, di antaranya :
1. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat

(m uzakki ).

% Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilun (Risalah Zaket Pajak Dalam Islam). (Jakarta . Pustaka
Firdaus, 1993, h. 146
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2 Menetapkan kriteria jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat.

Menyeleksi secara kualitatif jumlah para mustuhiy zakat,

(O]

4. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagt masing-masing muzakki .

Menentukan kriteria penvaluran harta zakat bagi mustahig  sesuai dengan

U

kondisinya masing-masing,~
Jika kesadaran pengamaldn zakal selama ini masih rendah, maka hal itu lebih
disebabkan adanya wawasan pcmahagian yang sempit tentang konsep zakat, yang
terbatas pada dimensi ritual (zu Wbbudfiisemata. Konsep zakat terkait erat dan saling
mendukung dengan aspek-aspeko lain//dan bukan sepenuhnya ‘ibadah fardivah

(individuuady. Konsep zakat mengandung” unsur kepentingan individual — dan

J1h

kepentingan umuin J(80sial)¥ /Oleh. Karénfitn ™, Zzakat ‘harus dijabarkan dan
diimplementasikan dalam suatu@®0ngep opgrasignaljyang fleksibel dan aplikatf, baik
pada tataran teorelis mglpin operasionalnya.

Sesuai dengan sifatnya yang if-ami  ybari (otoritatif), zakat harus
dilaksanakan dengan pasti. Oleh karena itu, penanganannya harus diimplementasikan

dalam suatu tugas operasional oleh sebuah lembaga fungsional, yaitu badan amil

zakat sebagai administrator dalam manajcmen zakat. Tugas pokok badan amil zakat

 Af Jashash, dhkam Al-Our’an, Loc Cit. Lihat pula Wahbah al Zuhaily, Op.Cit,hal 887-889

¥ Harun Nasution, Jslam Rasional Gageasan dan Pemikiran | (Bandugn : Mizan, 1995),h.246
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ini, meliputi  pemungutan (kolekiory,  penyalur  (distributor),  koordinaior,
PERSOreanisasian | motivator, pengawasan , dan evaluasi.

Secara manajerial, tugas dan fungsi badan amil zakat dapat dilaksanakan
sebanding dengan tugas umum perpajakan, sehingga kewajiban zakat berjalan dan
berfungsi dengan baik dan optimal. Dengan demikian, pengamalan zakat akan lebih
meningkat , baik secara kuantitayf maapun Kualitatif.

2, Strategi Pendayagunaan Zakat

Selama in1 potensi zakat sebagai potensi keagamaan belum dilembagakan dan
dikelola secara optimal dan profesional] sehingga fungsinya belum dapat diharapkan
menjamin tercapainya sasaran /zakat) | scbagail sebuah ibadah matiyah ijtima tyah
f1baduft soxiul).

Zakat sebagai “ibackult malivah yiima’ivah | telah diatur oleh syariat secara
ninci dalam pelaksanaannya. Pengaturan syariat terhadap zakat menyangkut objek
(wajib zakat}, subjek (hdrta milik yafig dikendkan zakat), dah sasaran penggunaannya
(pihak-pihak penerima zakat)."' Sasaran penggunaan zakat (pihak penerima zakat),
adalah merecka yang patut menerima dun mampu menggunakannya, sesuai dengan

tfujuan yang telah dirumuskan oleh Al-Qur’an dan diteladankan oleh Nabi saw.

Al Yafie, On.Cit, k 239
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Qur’an surat Ai-Tuubah -9 - 60, rnenyebutkan secara rinci pithak-pihak yang

menjadi sasaran zakat, yaitu :

A5l el bl sl 5800 £33 Ll 0

I - Tb e T 4,"’ T - .- ":'-'a- :-— T [ R I ’f-

L b o2l o215 alll il (8 Gn a0l SN 55 (e o8
e ., BF
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Sesungguhnya zakat-zakat| ity |\ Jfinyalall untuk orang-orany fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus| sakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk,
memerdekakan buduk, orung=vrung yary berfiutany, untuk jalan Allak dan orany-
orang yang sedany dalam pealanar] Stbagat sésuatu ketetapan yang drwafibkan
Allah : dan Aflah Maka Mengetdfnifigi Mdfia Bijaksana. (Q.5 At-Taubah /9 :
60)

asnay delapan Nyang/ menitiki hak | ménernmay zakat  disebut

mustafiik az-zaka, asnaj  delapan.dapat.dilakukansedefinist menurut konteks sossal

masyarakatnya. Untuk mencapaihasimaksimal,.cfektif dan-efisien serta tercapainya
sasaran dan tujuan zakat, dibutuhkan pendayagunaan yang produktif.

Oleh karena itu, pemantaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat
digolongkan ke dalam empat kategor: berikut:
1. Konsumty-tradisiondd, vaitu zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh

yang bersangkutan ( mustahia i, seperti zakat fitrah .
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2. Komsumitif-kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis
barang semula, seperti beasiswa.
3. Produkeif-tradisional, yaitu zakat vang diberikan dalam bentuk barang-barang

produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya.

4. Produktif-kreuatif, vaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal,
baik untuk membangun sualu proyeh-sosial-maupun menambah modal pedagang
atau pengusaha kecil.™

Yang disebut terakhir, belem dipahdmi oleh sebagian besar umat Islam,
sehingga peran zakat sebagar pilarekonomi rakyat' kurang memberikan makna yang
signifikan terhadap pemberdayaanckonemi( araty( Hal ini lebih disebabkan oleh
rendahnya sumber daya manusia sebagian besar umat Islam.

Model pemaniaatan dan‘\pendayagzunaan-dana zakat sceara produktif-kreatif,
merupakan model yang signifikaa dalan: meayiasati’dan menstrategi pendayagunaan
dana zakat. Hal ini dilakuRau dleh)fadan 2uif yang-menyerupai scbuah badan usaha

ekonomi atau baitu/ mad/ vyang membantu permodalan dalam berbagai bentuk
kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi
lemah, terutama lakir-miskin yang pada umumnya menganggur atau tidak dapat

berusaha secara optimal karena kekurangan dan/atau ketiadaan modal.

2 Muahammad Daud Ak, Up. Cit., hal 61 - 63



140

Model zakat produkiif-kreatif tersebut telah dicontohkan oleh Rasululiah saw.
vaitu pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak 2 (dua) dirham,
sambil menganjurkan agar mempergunakan uang tersebut, 1 (satu) dirham untuk
makan dan vang satunya supaya dipergunakan untuk membeli kapak sebagai alat
bekerja, supaya kelak hidupnya tidak menggantungkan pada orang lain lagi.J 3

Juga telah diteladankan oleb—&#eiifuh-Umar bin Khathab yang menyerahkan

zakat berupa 3 (tiga) ekor unta sek@ligusdipada salah secorang mustahig yang sudah

rutin meminta zakat kepadanya terapi nasibnya belum berubah. Pada saat penyerahan
unta tersebut, Umar bin Khathab mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang
lagl sebagai penerima zakat, dan'mengharapkan sebaliknya yakni sebagai pembayar
zakat. Keinginan Umar bin Khathab_ tersebut.ternyata menjadi, kenyataan, karena
pada tahun berikutnya orang vang dibenikan onta tersebut datang bukan untuk
meminta zakat melainkan mengeluarkan “zakat dari hasil pengelolaan zakat yang
diberikan pada tahun sebelumnya.”

Konsep zakat seperti inilah yang paling memungkinkan untuk tercapainya
efektivitas dari tujuan zakat yang optimal. Dengan demikian, zakat bukan merupakan
tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam

upaya mengentaskan kemiskinan,

¥ Sjechul Hadi Permono. Pendavagunaan Zakat Dalam Ranghka Pembangunan Nasional, (Jakarta -
Pustaka Firdaus, 1995). Cet. 11, hal. 52.

* rfan Muhammad Ra’ana, Mistem Lkonomi Pemerintahan Umar bin Khathad, Alih Bahasa :
Mansyurudin Djoely, (Jakana : Pusataka Firdaus. 1979), hal. 88.
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Oleh karena itu, kebijakan pendayagunaan zakat ini, harus relevan dengan
efektivitas dan produktivitas zakat itu sendiri.  Oleh karena itu, perlu dilakukan
sebuah upaya ijtihad untuk mencarikan solusi terbaik melalui berbagai cara, di

antaranya adalah seminar dan diskust.

Datam hal ini, Tim Peneliti dan Seminar Zakat DKI Jakarta, amara lain telah
merumuskan hal-hal sebagai berikut:
1.  Pembagian zakat harus edukatif,gproduktit) dan ekonomis, schingga pada

akhimya mustahiq tidak | membutuhKan zakat lagi, bahkan harus menjadi

muzakki |

[

Bagi fakir, miskin, rigub . mu’allat dan ibau sabil lebih dititik beratkan pada

individunya dan\sekaliarnya/uflik [Cmbdgd badamhukuntyang mengurusnya.

¥

Bagi fi sabilillah, gErimi—'n Bard amilpdititik beratkan kepada lembaga badan
hukum vang menguiusidanunelakukan akiivitas-aktiyitas keislamarn.

4. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada yang musra{:iq,
masih merupakan dana yang dapa. dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan
menyimpannya di bank pemerintah yang bisa berupa deposito ataupun giro

. 3
biasa. ™

** BAZIZ DKI, Rekomendasi dan Pedoman Zakat, Op. Cit.. hat xiii
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Menurut Shawki Ismail Shahatih, zakat adaish pembayaran yang layak bukan

pembagian kekayaan, yaitu untuk membayar asraf delapan, agar dapat membangun

keadilan sosial dan keadifan ekonomi.”

Keenam pnnsip yang dikemukakan oleh ALd. Munnan sebelumnya,
merupakan pencerminan sifat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial zakat.
Namun, fungsi demikian, tidak-akan terwujud-jika tidak diimbangi dengan upaya
rekonstruksi pemaknaan atas| konsep' Zakat. — Selama ini, meskipun telah ada
institusionalisasi zakat dalam | bentuk kelembagaan modem, namun eksistensinya
masth jauh dari cita-cita pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Selain itu, adanya

sistem pendistribusian yang - terbatas, | disebabkan oleh sempitnya wawasan

pemaknaan terhadap asngf delapan, juga masyarakat tidak memiliki kontrol dalam

penyelenggaraan.

Oleh karena r1tu, dalam uratan berikut, ditawarkan model dan pola penyaluran
harta zakat kepada asnaf delapan yang cukup transformatif dalam berbagai bentuk,
yakni sebagi berikut:

a. Fakir-miskin
Menurut /mam Nawawi, alokast untuk fakir-miskin diberikan hingga

memenuhi  kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, zakat diupayakan untuk

% Sjechul Hadi Permono, Op. Cit., hat. §5
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menghilangkan kemiskinannya.”’ Musdar I*. Mas udi memperiuas untuk fakir-

miskin, dengan merujuk Kepada pendapat imam Nawawi tersebut, schingga bagian

seorang takir-miskin dalam konteks sekarang, dimungkinkan mencakup:

1.

L)

g.'\

Pembangunan sarana dan prasarans pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan
ekonami rakyat (dalam pengertiannya yang luas).

Pembangunan sekior ndustri  yang sccara langsung berorientasi  pada
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Penyelenggaraan sentra-sefitra ypendidikan) keterampilan dan kejuruan untuk
inengatasi pengangguran.

Pembangunan pemukiman rakvat {unawisma, dan anak jalanan.

Jaminan hidup untuk orang-orang yang terinvalid, jompo, yatim-piatu, dan
orang-orang yang tidak memplnyairpekerjaan.

Pengadaan sarana dan prasafana péndidikan dasar sampai menengah untuk
setiap warga masyaraNul-yangrmembuthkan

Pengadaan sarana dan prasarana lain yang crat hubungannya dengan usaha
kesejahteraan rakyat lapisan bawah.”

Model dan pola produkiif-kreatif yang diperuntukkan fakir-miskin yang

memuliki potensi untuk berusaha, antara lain:

3

3%

Masdar F. Mas'udi, Up. Cir, hal 149

fbid,  Penjabaran seperti ini serupa dengan pendapat Shawki Ismail Shahatih, Limitation of Use
Zakeat Fundds in Financing il Socio-Feonomic ifrastructur of Society, Papper yang dibacakan di
depan seminar tentang Manajement of Zakat in Modern Moslem Society, Karach:, Mer 22 1958,
islamic Research and Training Institute (IRTT) and Pakistan Development Banking Institute.
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1. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebaikan
(qurdul hasan).

2. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan pendistribusian untuk
menampung orang-orang miskin yang menganggur.

Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk

_b)

mendidik para penganggur agar mercka memiiiki  keahlian (skill)
keterampilan tertentu.

Sedangkan bagi fakir-miiskifpyang siddb potensial dan produktif, dibangun
suatu penampungan model pant-wreda untuk menampungnya secara konsumtif, dan
menyediakan jaminan hidup bagi-manuia, sgrta, menyiapkan sarana dan prasarana
untuk merchabilitasi mereka yang cacat.

b. 'Amilin

Dalam Al-Qur’an Allah Swt. berifman

(3 raerS 355 AR LR EER S fagd oAl 1o S5

Ambilafi zakat dari sebagian harta mereka, dengan sakat itu Ramu membersifikan
dan menyucikan mereka. (QS. At-Taubaly/9; 103)

Berdasarkan pengertian ayal tersecbut, hadist Rasulullah saw. dan

kebijaksanaan K/wlaf o ar-Kasvidin, dijelaskan bahwa badan pengelola zakat
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dilakukan oleh penguasa (pemerintah), atau imam,” maupun amir (pemerintahan
efektif), dan yang mewakilinya,™ baik pemerintahan itu dipimpin oleh orang kafir
maupun budak atau ahli bait.'’ yang memiliki 4 (empat) bidang tanggung jawab
sebagai berikut:

1. Pengontrol kebtjakan zakat sebagaimana disepakati oleh muzakki |

to

Aparat pemungut dan pencatapharta zakat.

Aparat administrasi perzakatan.

[FY]

4. Segenap aparat departemen (eknis ferkait yang bekerja untuk kesejahteraan dan
kemaslahatan rakyat dengan harta zakat.

Jadi, seluruh komponen yang terdibdt(dalam salah satu dari 4 (empat) tugas

terscbut berhak menerima zakat,” sebagai imbalan atas kerjanya, bukan dalam

bentuk pertolongan

®Marsekan Fatawi, Figih Zokat; Suatu Tinjauan Analitis, dalam pesantren. No. 2/Vol. 1I/1986,
hal. 10

* Sayyid Sabiq, CUp, Cir., hal.

¥ Sjechul Hadi Permono, Up. Cit., hal. 60. Pendapat yang tidak memandang amil itu budak, kafir atau
ahli bait adalah pendapat golongan Syafi'yah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad
diseburkan bahwa dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan muslim berdasarkan
pengertian keumuman lafadz pada QS. wi-Juubuhi’9; 60. Sehingga di dalamnya termasuk orang
Istam dan kafir. Akan tetapi vang lebih utama adalah segala urusan kewajiban lslam ditangani cleh
orang Islam itu sendiri. Lihat Yusuf Al-Qardawi, Op. Cif., hal. 551.

* Masdar F. Mas’udi, Up. Clit., hal. 151
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Mu'allaf Quilubuhum

Dalam figh konvensional, mu’allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang

tengah dibujuk hatinya untuk lebih mantap dalam komunitas Islam. Menurut Sayyid

Subiq, para fukaha membagi mu’allaf dalam dua kategori berikut:

1.

1

Golongan Islam terdin atas:

a.

]

Go

a.

Tokoh dan pimpinan Islam, scbagaimana Abubakar ash-Shiddieq pernah
memberikan kepada "Ady’bin Hatim dam az-Zibrigan. Keduanya memiliki
iman yang baik dan ditokofikan dalamdnasyarakat.

Pimpinan Islam yang [l€mah imannya,dengan ketokohan yang diakui
masyarakat. Dengan dibecrikarrzakat,-drharapkan dapat menguatkan imannya
dan mendorong berjuang dengan kuat.

Orang islam yany beguang=di -garis-perbatasan\wiltayah musuh. Zakat
diberikan dengan tujdadin_memperfahankan, wilayah Islam dart serangan
musuh.

Orang-orang Islam yang dibutuhkan kharisma dan kewibawaannya untuk

memungut zakat dari orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, schingga

mau mengeluarkan zakal.

longan non-Istam (Kalir) terdirt atus :

Orang-orang yang diharapkan beriman deagan dijinakkan hatinya, seperti
Safwan bin Umayyah, ia pernah diberikan sejumnlah unta oleh Rasulullah saw.

seliingga ia berkata : Rasulullah saw. sungguh-sungguh dan senantiasa
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memberiku unta, sedangkan beliau adalah orang yang paling aku benci,
schingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai.

b. Orang yang dikhawatirkan melakukan kejahatan, dengan diberikan zakat
diharapkan dapat menahan mereka dan para pengikutnya untuk melakukan
kejahatan.™
Jadi, eksistenst mu’atlaf hifiged Kini\datam ‘perspektif ulama masth menjadi

polemik antara bagian dari musidhiq @tay bukdn, mengingat Umar bin Khathab

seperti pernah meniadakan bagianmu’allafl Dalam hal ini, mazhub Hanafiyah
berpendapat bahwa miu ‘o/laf hanya bertiku pada awal penyebaran Islam, sebab saat
itu umal Islam berada pada kondisi yang masih iemah. Sementara ketika Islam telah

kuat, maka bagian mi /s dihilarpkan, | Denukian jugapendapad Qudi ul-'Arabi,

Imam Thabari yang mertwayaikai“darismesn Heusan', bahwa masa sekarang golongan
mu’allaf tidak ada lagi.”
Dengan mengamati pengertian muallaf tersebut, Masdar F. Mas’udi merasa

ada kerancuan, yaitu :

* Sayvid Sabig, Op. Cit., hal. 328 - 329,

“ Mahnmud Jawad Al-Mugniyah, Figh Lima Azia.élaab, Alih bahasa : Masykur AB., dkk, (Jakana :
Basn Pers, 19943, cet [I1, hal 247

* Yusuf Al-Qardawi, Up. Cir,, hal. 568,



148

Di satu pifiak umat Islam menolak, propaganda keagamaan oleh orang lain dengan
imbalan materi. Tetapi di sist lain, pifiak merekg sendin berkgpentingan dengan model
propaganda serupa. Memang terjadi perbedaan dalam teors, namun pembujukgn yang
dilakukan dengan dana zakat diutamakan Kgpada orang-orang yang mengaku berada
dalam Islam. ‘Walaupun demikian, keduarrya memiliki pandangan dasar yang sama, yaitu
keyakinan keagamaan bisa disogoR dengan mateni 46

Berpijak pada alasan itu, Musdar . Mas udi berpandangan bahwa pada

dasarnya Rasulullah saw. menginterpretasikan mu'allaf” sebagai orang yang perlu

disadarkan hatinya untuk kembali ke jalan firrah kemanusiaannya yang hamif

(cenderung kepada kebaikan). D¢hgan demikian,untuk konteks masyarakat saat imi

sasaran muallaf dapat dialokasikan untuk|;

L

Membantu kehidupan ekoromi paca g atlal yang secara umum mengalami
kesulitan ekonomi scbagail dampak dan perpindahan agama.

Membiayai upaya penyadaran Kemiahi orang-orang/yang, tegperosok melakukan
tindakan asusila atau kriminal

Membiayai rehabilitasi—-mentalp, orang=grang yang terjerumus dalam
penyalahgunaan narkotika, perjudian, dan sejenisnya.

Membiayai pengembangan kehidupan sosial-ekonomit masyarakat tertinggal dan
kaum suku-suku yang terasing.

Membiayai upaya-upaya rehabilitas: kemanusiaan pada umumnya. ¥

* Masdar F. Mas"udi, (p. Cit.. hal 152
7 1bid, hal. 153
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Dengan demikian, reinterpretusi seperti tersebut, masth tetap relevan dengan
kondisi saat ini dan realistis, scrta mengakui adanya Nash terhadap bagian mu’allaf
tidak seperti pendapat golongan Hanativah™®
d. Rigab

| Menurut Malik, Ahmad dan Ishaq Riqub adalah budak biasa yang
memperoleh bagian zakat, schinggal meréka dapat dimerdekakan.  Golongan
Syati’iyah dan Hanafiyah mendefiniskan riqzb sebagai budak mukatab, yaitu budak
yang diberi kesempatan olch tuannya untuk memibebaskan din.

Yusuf al-Qurdawi menpembangkan-kensep r."qc_zb . tidak terbatas pada 2 (dua)
term tersebut, (etapt menycesuaikan dengan perkembangan sosial politik, termasuk di
dalamnya kebebasan dan\kemepdckaan kaummuslimin/di, bawah kekuasaan musuh
kafic. Demikian juga Rasyal Ridha' Man \Mabmud Svaltur, mengembangkan
pengertian riqc—:b kepada, komerdekaambangsa yangy tegjajah oleh kolonial, karena
semuanya mengandung sifat perbudakan ™

Alasan hukum yang terkandung dalam term Ar-Rigab adalah adanya sikap

eksploitasi manusia atas manusia, baik manusia sebagai individu maupun

* Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa bagian muadiaf’ quh_tbuhum gugur dengan semakin
kuatnya kekuatan Islam. Lihat Sayyid Sabiq, ¢Jp. (it hal 33

* Yusuf Al-Qardawi, (p. Cit,, hal. 592
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komunitas.” Berbeda dengan fakir-miskin yang lebih menunjuk pada manusia yang

menderita secara sosiaf~ckonomis. Rigub lebih merujuk pada orang atau masyarakat

yang menderita secara budaya dan politis.

Dalam pengertian ini, dana zakat dialokasikan untuk usaha pemerdekaan

orang atau kelompok orang yang sedang dalam kondisi tertindas dan kehilangan

haknya untuk menentukan orientgsi-hidupnya—Dalam konteks individual, dana itu

bisa ditasharufkan untuk hal-hal berikut:

1

[

!.n)

a

Membantu membebaskan baruh-buruhfrendahan dan kasar yang dieksploitasi
oleh majikannya, sehingga mgngubail keimanannya (murtad).

Membantu pembebasan orangsorang. yang, menggunakan hak-hak asasinya
dalam membela agama dan kebenaran.

Membantu membebaskanY komunitash muslim [ yang \tertindas, batk sebagar
individu maupun sosiai.

Membantu orang |yang [terpefosok “dalam, kemaksiatan, akibat dililit hutang
Kepada germo schingga mampu membebaskan diri dan kembali ke jalan yang
benar.

Secara struktwural, dana rigab merupakan dana untuk membantu proses

penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas, yang berkaitan dengan hak-

* Sjechut Hadi Permono, Op. Cit., hal 25
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hak dasar mereka sebagai manusia, baik dalam dimensi individual maupun
sosialnya.
Sementara itu, Bauziz K/ menghapus bagian rigab , scbab persepsi rigab
dalam konteks budak saat ini tidak reievan lag.
e. Garimin
Secara harfiyah garimun Berartijorangrorang yang terlilit hutang. Kitab-kitab
figh klasik selama ini mendefinisikannya terbatas_pada pengertian individu. Dimensi
tersebut masih relevan, tetapi kondisi'Sexarang, pengertian rtu lebth dikernbangkan
pada komponen yang lebih luas.| Sehingga alokasi dana zakat untuk ngimz‘n, untuk
membayar hutang pada orang-orafig’yang/jatulr-pailit.  Juga dipergunakan untuk
meningkatikan kemarupuan jmangjémenyorang-orangyang, me¢lakukan usaha dengan
modal pimjaman, agar tidak mudahyatuh pailit.“ Depgan kata lain, pemanfaatan dana
zakat untuk aspek ini adalah iebih bersifat kuratif dan preventif.
Dalam hal ini, dana zakat untuk gEr:’mm dapat dimanfaatkan untuk :
1.  Membantu pembayaran hutang orang vang jatuh pailit dalam menjalankan
usahanya.
2. Membantu peningkatan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan
usaha dengan modal pinjaman berbunga, atau memberikan modal usaha tanpa

bunga (gardul hasan).

* Masdar F. Mas’udi, Op. Cit., hal, 155 - 157.
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f. Fisabilillah

Secara harfiyah f’ivabil;llah berarti jalan Allah swt., yaitu segala aktivitas
yang bisa mendapatkan ridha Allah swt. Jumhur Ulama dengan landasan praktek
yang terjadi di zaman Rasulullah saw., fisabildlu diartikan sebagai perang
melawan orang-orang kafir. 2 Sementara Yusuf al-Qardawi memberi makna dengan
jihch dalam pengertiannya yang umim.

Mahmud Syalu memperluas @engertian- fisabilillah , yaitu terhadap segala
bentuk kegiatan dalam rangka-menjaga dan’ memelihara 5 (lima) hak asasi
(‘cui-c_{urz_myal al-khumsah) bagi—umat-Sslam,| baik material maupun bukan
immaterial. Sementara itu Yusuf ul-Quarduwi mengembangkan pengertian tersebut
lebih luas lagi, yaity segala aktivitas denjan, tujian membela dafbmenegaskan kalimat
Allah swt. di muka bumi, dan jiha_d dalam\ pengertian luas, termasuk ji/;Zd
kebudayaan, pendidikah) dan dakwah ldehgan-menggunakan segala media dan sarana
yang memungkinkan.

Syeikh Abdulah Nushih Ulwan, di samping mendukung pendapat yang
dikemukakan oleh para ulama tersebut. ia memberikan pengertian lain, yaitu jith

di bidang potitik dalam rangka mempcrkokoh kedudukan dan syiar Islam. Oleh

*? Sayyid Sabig, Up. Clit., hal. 333.

* yusuf Al-Qardawi, Op. Cir., hal. 632.
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karena itu, dalam rafsir al-Manar sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabig,
Jisubififfah mencakup selurub upaya atau sarana yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat, agama dan negara.”’ Masdar [, Mus 'udi, dengan memperjelas kembali
kata Allah pada kalimat _;’";.s'ubi/ dlah dalam Kkonteks perzakatan, bukan dalam
konteks Allah swt. dalam dimensi kehidupan personal dengan merujuk kepada Dzat
Yang Maha Esa. Menurut Mus@ar,-manusia dalam dimensi kehidupan sosialnya,
Allah swt. adalah cita-cita kebatkan uniVcrsal (global), mengatasi batas kepercayaan,
suku, ras, bahasa dan lainnya yang bersifzt formal. | Rinciannya bisa berancka ragam,

tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan (kesejahterdan dan keadilan hidup) bersama.”
Dengan mengutip riwayat /mdm al"Qafial) | vang dimaksud dengan fisabildlah
adalah sabil al-kheiry yaitugalankebatkamy Qleh karena itu, Masdar memperiuas fagi
penafsirannya, bahwa dimenst, fasafiififlan pentasarutannya adalah untuk :

1. Menyelenggarakan _Sistetn_kenegaraan atau pemerintahan (wl-hukumah) yang

mengabdt pada kepentingan rakyat, baik legislatif maupun eksekutif.

[N

Melindungi keamanan warga negara dari pengaruh-pengaruh destruktif yang

melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan yang sah.

-l

Menegakkan keadilan hukum bagi warga negara.

™ Sayyid Sabiq, Loc. Cit.

** Rasyid Ridha’, Tufsir AI—Mc.ln:u‘, (Beirut : Dar Al-Ma’asif, t.th.), Jilid X, hal. 499. Hal yang saina
disampaikan oleh Mahmud Syaltut, Op. Cit., hal. 97 - 98.
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4. Membangun dan memelthara sarana dan prasarana umum.

5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menunaikan
tugas dan tanggung jawab sosial, untuk membangun peradaban di muka bumi.

6. Upaya-upaya lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita-cita
keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

7. Membantu pembiayaan tugas nepara dalam mewujudkan kemaslahatan
masyarakat dan meninggikan Kalimat Allah swt.

8. Membnatu guru agama di perguruan swasta yang minus penghasilannya.jf’

g. Ibnu Sabil

Sebagian Fukaha menginterpretasikan_ibnu sabil dengan musafir yang

kehabisan bekal. Semenmtara fukaha lun mengembangkan kategon ibnu sabil
sebagai orang yangmeénghabiskanwaktu untuk’ menuntatulmy, walaupun mampu
bekerja.

Pengembangan [pengeruan (b sabii=oleh scbagian ulama kontemporer,
seperti al-Qurdawi adalah orang-orang yang dipaksa oleh penguasa untuk
meninggalkan tanah airnya, termasuk oring yang meminta suaka politik, schingga
terpaksa meninggatkan harta bendanya.

Penafisran ibnu subil yang lain adalah tunawisma atau orang yang tersisithkan

dari tempat tinggalnya semula, yang bukan disebabkan kemiskinan yang dialaminya,

* Masdar F. Mas’udi. Op. Cit.. hal 97 - 97
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melainkan lebih disebabkan oleh hal-hal lain yang bersifat musibah. Oleh karena itu,
pengaiokasian dana zakat untuk sektor ini dapat dilakukan untuk para pengungsi, baik
itu karena alasan kontlik dan/atau politik.inaupun bencana alam.”’

Pendayagunaan zakat untuk sektor ini dapat juga dilakukan untuk :

I. Menyediakan dana taktis bagi musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

1o

Membantu para pengungsi baik karcna alasan politik, peperangan, maupun

bencana alam.

L)

Membantu membiayai ekspedis: timiah.
4. Mengirim utusan ke suatu |seminaf [alau konferensi yang membahas tentang
peningkatan kehidupan beragama:

Membaniu para pelajar yang kekurangan biaya ataupun bekal.

§J|

6. Penyediaan asrama mumh bagi pelajar-yang-mcrantaul

[nterpretasi u.,vf"t(:_ 7 delapan tersébut /dapat dikembangkan secara luas,
sepanjang tujuannya tiddk/Bertéritangardengan-asas /dan konteksnya.  Urgensi
pengembangan pengertian aSJtl{_i f delapan dalam abad modemn ini adalah realitas,
bahkan harus lebih dikembangkan wawasannya sesuai dengan gerak laju

perkembangan dan pertumbuhan sosial, budaya, ekonomi, serta maslahat dan hajat

yang dibutuhkan oleh keadaan dan kondisi zaman yang selalu berubah.

57 Ibid, hal 161 — 162,
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Dengan periuasan cakrawala konsep asnaf delapan tersebut, sebagaimana

yang tercantum dalam Ar-Tuwbat - 9; 60U, maka menjadi lebih efektif bila penanganan
dan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas (pemerintah

negara).

C. Pemberdayaan Kewajiban Zakat Melalui Penggalian Kembali Maknanya

1. Zakat dalam Perspektif Hukum Istam, Mahdah dan Gairu Mahdah

Dalam perspektif wlame figh, pembahasan zakat merupakan suatu bagian dar
pembatsan hidum Islum.  Sebagai-bagian dari-pembahasan hukum, pembahasan
zakat terfokus pada sah (boleh) atu udak sah (tidak boieh) pemungutan dan
pembayaran zakat, dalam figh diistilahkh-déngan wajib, Sunal mubah, makruh, dan
haram.

Pembahasan zakat.dipkalangan, tukaha=sangat mepgacu pada aspek hukum,
schingga istilah figh secara umum dipahami pada tataran hukum. Hal int misalnya,
tertihat dengan jelas dalam penterjemahan kitab zakat, karangan Yusuf al-Qardawi,
vaitu Figh Az-Zakah atau yang dikenal dengan Hukum Zakat. Padahal makna
sebenarnya dari istilaht al-figh bukanlah hukum, melainkan mengert atau paham.
Deminannya konsep hukum dalam pembahasan zakat, telah melahirkan suatu pola

pikir bahwa pembahasan zakat merupakan bagian integral dari hukum Islam.
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Implikasi konsep hukum dari pembahasan zakat tersebut menemukan
relevansinya dengan dimensi teologi, sehingga halal, haram, wajib, sunat, dan makruh
atau sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan merupakan bagian dari hukum Allah swt.
yang memiliki nilai mutlak.

Dimensi teologis ini menjadikan hukum agama, termasuk hukum zakat yang
memitiki nilai kemutlakan yang luar biasa dan sulit untuk diperbaharui pada satu sist.
Sementara pada sisi yang berbéda, hukum-hukuin| tersebut merupakan hasil ijtihad
para mujtahid yang didasarkan pada petuijuk)Al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu,
hukum dan ketentuan zakat yang berpola \pada sah-tidak sah, boleh — tidak boleh,
wayjib, sunat, mubah, makruft dan-haranr diperkokohkan kemutlakannya oleh dimensi
teologis dan dimensi spiritual dari hukum 1tu sendiri.

Ajaran zakat yangunerupakan-salaiwSatusukun [slam dengan pola pikir hukum
seperti itu, telah disosialisasikdn(ke dalam masyarakat selama ratusan tahun, sehingga
menyatu dengan masyagakal,istam.

Sejak zaman para mujtahid besar, pembahasan zakat scbagai bagian dan
hukum telah menjadi tradisi yang melekat dalam perkembangan ajaran Islam. Tradisi
tersebut  berlangsung secara lerus-micaerus sclama ratusan tahun, sehingga
membentuk suatu pola pikir bahwa pembahasan rukun Islam yang kelima merupakan
pembahasan hukum.

Ajaran zakat dikategorikan menjadi bagian dari persoalan figh, schingga

dimensi hukumnya lebih dominan dant dimensi spiritual dan moral. Pembahasan
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ajaran zakat dalam pola pikir hukum tersebut, telah berkembang menjadi suatu
paradigma tersendiri dalam melihat dan mengamalkan ajaran zakat.

Sebagai bagian dari pembahasan figh, pemikiran tentang zakat telah
berkembang di kalangan ulama tradisional. Dengan pola demikian, dan
disosialisasikan dalam masyarakat selama ratusan tahun, paradigmanya telah melekat
dan membentuk perilaku masyarakat dalam-memahami dan mengaplikasikan ajaran
zakat.

Realitas tersebut, dibuktikan\misalitya dengan pertanyaan-pertanyaan yang
dikedepankan oleh masyarakat| kepada penyulth| kegiatan pengembangan Badan
"Amit Zakat (Baziz) dewasa ini-~. Dilamberbagar dialog ataupun seminar yang
diselenggarakan oleh pengurus Baziz d:ngan warga masyatakat ataupun dengan
berbagai kalangan, “perianyaan-pertanyaan populer yang dintturiculkan adalah yang
berkaitan dengan persoalan hukum D /antaranya ‘\hukum membayar zakat secara
langsung oleh muzakkil, hUKam fentang membayar zakat-kepada satu orang, hukum
tentang pajak menggantikan kedudukan rzakat, dan hukum tentang meniatkan pajak
yang dibayar sebagai zakat, serta hukum tentang zakat yang dijadikan modal usaha,
begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan hukum
lainnya yang bersangkutan.

Masyarakat mengalami kesulitan memahami esensi dan tujuan zakat sebagali

alat pengentaskan kemiskinan. Kondisi tersebut adalah realitas yang harus diakui,
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bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu merupakan produk yang dihasilkan pada masa
imam mujtahid keempat. Dengan demikian, supaya masyarakat memahami dan
mengaplikasilkan kembalt ajaran zakat secara baik dan benar, maka diperlukan
pemberdayaan kembali pengetahuan, pemahaman, keyakinan, dan keimanan
masyarakat tentang esensi dan tujuan ajaran zakat ttu sendiri.

Dalam kurun waktu yang begitu lama, umat Islam memiliki persepsi bahwa
ajaran zakat tidak lebih dari sekddar ibadalht ritval (ibadah maln'Jah ) yang terpisah
dari Konteks sosial. Dengan kata lain, Kéwayiban zakat terbatas pada pengabdian
kepada Allah swt. dengan menafikan pengabdikan terhadap sesama manusia dan
masyarakat.

Pandangan dogmatis-ritualisiis inimenjadikan ajaran zakat asosial dan
teraliansi dari fungsi”dasar yang diémibannya”® = Dalam hal ini, persoalan yang

mendasar adalah persepst hukufir”[stam “ lentang” ajaran zakat, ibudah mahdak
(Spirituai} atau 1badah gairu mafdali {sosial).

Apabila ajaran zakal dikategorikan ibadah murnmi spiritual, maka hal ini
termasuk bidang gairu ma’quf ul-ma’na, ketika akal tidak berperan untuk melakukan
ijtithad.  Jika dikategorikan ibadah sosial (sesama) maka zakat termasuk

ibadah ma’qul af-ma’na, yakni akal memegang peran penting dalam melakukan

¥ Ihid, hat. 38
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ijtihad. Dalam konteks inilah ajaran Islam menemukan elastisitas dan
fiekstbilitasnya.

Dalam hubungan ini, terdapat term lain yang mengkalisifikasikan ajaran zakat
sebagai ibadah syakhsiyah, yaitu kewajiban individual yang dilaksanakan olch setiap
muslim yang terlepas dari sesama manusia dan masyarakat. lbadah tersebut juga
disebut ibadah badaniyah yakni pembebanan perbuatan terhadap diri sendiri.

Dalam pelaksanaan ibadah ini,gketerlibatan orang lain tidak menentukan
wujudnya, sebab hubungannnya langsung amfara’manusia dengan Allah swt. Ibadah

ini disebut pula tbadah mahduft: (ibadlt] murni),| yaitu adanya hubungan langsung

antara manusia dengan Allah swt “tanpa-me¢itbatkan pihak lain. Keuntungan (pahala)
pelaksanaan ibadah ini akan didapatkan sendir oleh yang bersangkutan.

Ibadah ijtima’ivafi’ adalah™ kewajibdn =~ sosial yang dilakukan kepada
masyarakat. Pelaksanaan ibadah~ im-mmieriukdn® keterlibatan orang lain dalam
menenfukan wujudnya, |scbab_hubupgananya bukan| ldngsung dengan Allah swt ,
melainkan dengan sesama manusia dalam masyarakat. Keuntungan (pahala) yang

diperoleh dari ibadah ini adalah melalui perbuatannya terhadap sesama manusia.

Ibadah ini disebut juga ibadah mE[iyaI: yaitu ibadah di bidang harta benda.
Persepsi tersebut, memberikan implikasi terhadap pengkategorian hukum

zakat. Bagi yang berpendapat bahwa ajuran zakat termasuk bidang rbadah mahdah

(ibadai murnij, maka hukum zakat bersifat siatis, mandek, asosial, dan tidak mampu
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mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Konsekuensinya dalah persepsi
tentang ajaran zakat hanya merupakan amaliah ritual, sehingga pengamalan terhadap
ajaran zakat semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah
swt , yang pada akhimya, zakat hanya merupakan sancunan karikatif yang
bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan dengan skala terbatas. Realitas tersebut
merupakan pengaruh langsung kitab-kitabfigh-klasik yang sclalu menampilkan

pembahasan zakat mahdah gaire] mahd chGhadah sosial) secara katalogis, dengan

menafikan aspek moral, ekonomi yang Sudah ada.

Dengan penckanan pemaliaman vang berbeda atas figh klusik (Mahdah)

terscbut, schingga umat Islam terjebak/pada.ibadah-di bidang harta. Pandangan yang
menyandarkan segala scsuabw itu harus-adayasainya-dengan demikian, mendorong
lahimya sikap cksklusif terhadap,pemahaman zakat, klasik. Sedangkan bagi yang

berpendapat bahwa ajaran zakat adalah mahdah (ibadah murni). Ghairu mahdah

(ibadafr sostalj, maka hukum zakat adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bersifat
tradisional, dan sesuai dengan perubshan dan perkembangan zaman. Konsekuensinya
adalah hukum zakat dapat dilakukan rekonseprualisasi, redefenisi, dan reinterpretasi,
terutama pada sisi substansi yang mengandung muatan zanni dan ‘aam.

Kedua wacana tersebut menemukan relavansinya, ketika zakat dipahami
scbagai ajaran integral ajaran lislam ientang kehartabeadaan dan sosial

kemasyarakatan pada satu sist dan merupakan ibadah ta ‘'ubbudi pada sisi lain.



Sebagaimana rekomendasi dan pedoman zakat yang dikeluarkan oleh Bazis,

bahwa zakat mengandung dua aspek :
1. Pengabdian kepada Allah swt , yaitu menunaikan zakat bukan memberikan upeti
material kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan

melaksanakan perintah-Nya.

t

Pengabdian kepada masyarakat mengandung dua unsur, yaitu unsur sosial dan
ckonomi. Unsur sosial lebih.menekankan kepada kemaslahatan individu dan
masyarakat. Adapun wnsur ekonomslebihgnenekankan pada persoalan harta yang
harus berputar di aniara masyarakat. Thengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
zakat ibudah ma/n{'ah (ibadaf; murny dan ibadah gairu nza/zq'ah (ibadah
sosiai}.

Untuk membuktikan 'kebenaramkesimptilan tersebut, dalam Al-Qur’anterdapat
dua ayat yang menggambarkan'preses-siskulasi harta benda, yaitu :

1. Q.8 Ar-Taubah 9 : 104

s o

cbitall 33155 wonlie 52 3550101k 30 ATy Tk 2
G o> L PO A SR\

Tidukkalt merekg mengetafiui bafwasarya Allak swt menenima taubat dan
famba-hambaNya dan menerima zakat , dan bafrwasanmya Allak swt Maka
Penerima Taubat dan Maka Peryayang.( Q.S At-Taubafi/9 : 104)
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2. 0.8 At-Taubah 9 : 60
alialfy arle by sy T i 255 Lol 0
TG S R TR T ST
wing b Jun 2 30 Al et 33 G 3l S 3 10 5 s
&) 5> ok U DT

Sesunggufinya zakgt-sakat | itu, fdtyalad unbuk, orang-orang fakyr, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus cakatupparag miullaf yang dibujuk, Ratinya, untuk,
memerdeRakan budak, orang-orang Yang berfiitang, untuk jalan Allah dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan . sebagai/sesuatu Ketetapan yang diwajibkan
Aflah: dan Aflah Makha Mengetahuifagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Toubah/s :
60)

Avar pertuma, menjelaskan bahwa Allah swt mengambil (menerima) zakat,

atau zakat diserahierimakan kepada'Allah swiss2vorl ke Sekent merupikan bk

Jakir-miskin dan as::za /* delapan fainnnya, atauzakat diserahterimakan kepada fakir-
miskin dan musra{zr'q lainnya.
Dalam hal ini, /mam al Ghazali menjelaskan proses sirkulast harta benda,
sebagai berikut :
Jelaly 6 o o S8 il ap o 85 ddaall

Sesunggufimya sadaqafi (zakat) itu sebelum sampai ke tangan orang yang meminta
(fakir-miskin) terlebift dafiulu diterima oleh Allak swe ¥

* Badawi Thabanah, Op.Cith.217
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Jika pandangan Imam ul-Ghazali tersebut dikaitkan dengan konsep
kepemilikan harta, maka dapat dijabarkan bahwa harta zakat merupakan proses
pengalihan hak milik sebagian harta kekayaan dari pihak pertama, yaitu pemilik nisbi
(manusiaj , kepada prhak kedua, selaku pemilik hakiki (dllah .swr) , dan
diserahterimakan kepada pihak ketica. vaitu orang-orang yang berhak menerima
zakat ( mus!a{u’q .

Penjabaran tersebut menghasilkafn unisur-unsur zakat, sebagai berikut :

I—

. Manusia sebagai pemilik nisbi hartabenda:
2. Allah swt selaku pemilik mutlak.

. Harta kekayaan yang dialihkan-,

[ 3]

4. Penerima zakat selaku rrustahig

. Pengalihan hak milik.

W

Dengan demikian, apabila ditinjau dari proses pengalihan hak milik sebagian
harta kekayaan dari pemilik nisbi (manusia) kepada pemilik hakiki (Alah swi), dan
diserahterimakan kepada mustahia , maka zakat merupakan perbuatan ibadah.

Dalam perspektif ini, «/ Kasani menjelaskan suatu pandangan golongan

Hunapivah, bahwa zakat merupakan nama suatu perbuatan mengeluarkan harta benda
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kepada Allah swt, ® sehingga menurut gofongan Hanafiyah, zakat merupakan hak
Allah swt, di samping hak fakir-miskin.

Fakir miskin memperoleh hak zakat dari Allah swt , melalu orang yang
dikenakan kewajiban zakat (Muzakki). Dengan demikian, terjadi proses pengalihan
hak milik dari orang kaya kepada Allah swit, dan diserahterimakan kepada fakir-
miskin. Hakikatnya adalah Allah—swi——mencrima terlebth dahulu, kemudian
diserahterimakan kepada fakir-miskin. dni vang dimaksud dengan -atar sebagai
rbadah, sebab ibadah merupkanchakiprerogari. Allah swt  semata, sebagaimana
disinyalir oleh «f Kusuni :

el A Jasdl LAl

Mengikfilaskan segalis amalnGadalisetyrifinya kgpada Allafeswt semata s/

Jadi menurut pendapatygolongan Hanafiyahy zakat bukan merupakan proses
pengalihan sebagian harta benda kepada fakir-miskin, melainkan lebih merupakan
proses pengalihan hak milik sebagian harta benda kepada Allah swt, dan fakir miskin

menerima hak milik dari Allah swt .*
Jika ditinjau dari objek —akat ( mu-akki ) dalam kaitannya dengan subjek zakat

(mustahiq ), maka zakat termasuk bidan mEliyah ijtimaiyah (kehartabendaan dan

5 Al Kasani, Op.Cirh 892
o rbid

% thid h. 891
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kemasyarakatan). Dengan demikian, zakat mengandung unsur rbadah mahq’ah
(ibadal murnij dan ibadah gairu mahdah (ibadah sosial).

Menurut hemat penulis, hukum zakat berbeda dengan hukum ibadah lain. Hal
tersebut lebih disebabkan oleh adanya fleksibilitas, elastisitas dan dinamisnya hukum

zakat, sehingga sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat .

2. Pemberdayaan Makna Zakat, dari Dimensi | Mahdah ke dimensi Gairu
Mahdah ; Sebuah Pendekatan Translormatif

Pendekatan transformatif merupakan paradigma yang mengemuka dewasa ini
dalam mengembangkan zakat scbagai gerakan sosial, hal ini berdasarkan pada
pemikiran bahwa aktualisasi ‘zakat sebagar rukum "Islam’ untuk=kesejahteraan umat
merupakan proses jangka panjang [dan /berkelajutan. Kebutuhan mengadopsi
pendekatan transformarly, Niébth disebabkan -oleh—realitas kondisi umat Islam,
terutama kondisi sosial ekonominya yang masih memprthatinkan.

Pendekatan transformatif bertitik tolak dari pandangan dasar bahwa misi
Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu, Islam harus menjadi kekuatan yang
mampu memotivasi masyarakat secara terus-menerus dan mentransformasikannya
menjadi suaty masyarakat modern yang adil, Islami, manusiawi, dan diridhoi oleh

Allah swt .
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Pendekatan transformatif ini telah dirumuskan, baik pada tataran prakiik
operasional maupun teoretis konseptual. Pada dataran praktik operasiondd,
pendekatan ini menekankan pada pemecahan masalah-masalah empins dalam bidang
sosial ekonomi, pengembangan dan penyadaran masyarakat akan hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya, dengan oriemtasi keadilan , dan sebagainya. Pada tataran
teoretis konseptual, pendekatan i menckankanpada pengembangan feori-teori
sosial alternatit® Pendekatan transforni@tif ini felah ditempatkan menjadi suatu
paradigma Islam yang sangat |‘orisinal, -térlebih apabila digunakan dalam
pengembangan gerakan zakat sebagai gerakan sosial-kemasyarakatan .

Pemembangan pendekatantranstormatif-terhadap ajaran zakat merupakan
bagian penting dan strategis dari kebangkitan ekonomi umat. Sebagaimana yang telah
dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw , dalam sejarah pengembangan zakat. Dalam
hal ini, Yuswf al Qardhawi mengatakan-bahwa ‘sejarah zakat dalam Islam diawali
dengan memperhatikan tuntunan_yang/diberikan oléh| Ai-Qur’an untuk mengatasi
persoalan kemiskinan dalam periode Makkah.

Dalam periode ini, Al-Quran menganjurkan umat Islam untuk membantu

fakir miskin. Kemudian pada periode Madinah, zakat dengan tegas diwajibkan

© Safwan Idris, Op.Cit,h. 23-24
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kepada umat Islam. Dengan kata lain, zakat pada periode Makkah adalah tidak
terikat, sementara periode Madinah merupakan zakat yang terikat.”’

Realitas tersebut memberikan pengertian bahwa proses pengembangan zakat
merupakan sesuatu yang berkesinambungan dari zaman Nabi saw, hingga dewasa ini,
sebagai wujud dari sebuah proses profetik. Oleh karena itu, dengan pendekatan
transformatif diharapkan ajaran zakat menjadi~konsep alternatif pemberdayaan
ckonomi umat.

Ajaran zakat mengandufig ‘dimensi’ ra'abbudi, di samping dimensi
kemanusiaan, terutama di bidang” ekonomi dalam upava mencari keadilan dan
kesejahteraan rakvat. Dalam kaitan ini, lajaran |zakat akan tetap relevan sepanjang
masa.

Oleh karena itu; memberdayakam Kembali'makna zakat datam konsepnya yang

esensial dan substansif dar badult=makdah ! (ibadah murni} ke ibadah gairu
mahdah  (thadah sosiaf) merupakan’ sesuate=ydng ‘miscaya. Dengan demikian,

kewajiban zakat bukan semata-mata diwajibkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
normaltif-formalistik, melainkan lebih merupakan kewajiban sosial. Sebagai wujud
dari kewatthan sosial tersebut, konseps: dan operastonalisasi zakat dapat berubah

csuai dengan kenyataan kontekstual dan kemampuan ijitihad manusia.®

* Yusuf al Qardhawi, Op.Clit,h 753
¢ Sofyan Idsis, Loc.Cir.
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Dalam proses ini, yang harus dilukukan adalah mengusahakan agar sistem
nilai yang terdapat dalam A/-Qur’'an dan As-Sunnah dengan gejala-gejala sosial-
empirik dapat diwujudkan dengan baik. Pengembangan nilai-nilai normatif’ menjadi
teoretis operasional merupakan bagian penting dari penggalian kembali makna zakat,
dari dimensi ibadah maf‘u(’uh (ibadak murni) ke dimenst ibadah gairu maiu_iah
(ibadah sosial) .

Dalam Al-Qur'an konsep—norptarifitersedut, diistilahkan dengan petunjuk
Allah swt, yang diterima oleh manusia,secara’ inficitif atau melalur wahyu oleh para
nabi dan rasul. Al-Qur’an denganjelas tefah mengaitkan nilai-nilai normatif sebagai
sebuah kebenaran petunjuk melalui gejala-empiris objekrif.

Oleh karena itu, secara prakiis ak/ual _pendekatan transormatif sarat dengan
misi kemanusiaan vang harus dicapai sccara sadar dan sungguh-sungguh dengan
berbagai program aksi. Dengan penidekatan transformatif ini, ditharapkan ajaran zakat
dapat menjadi afrernarif terhadap pemberdayaan ekononti-umat.

Zakat scbagai salah satu ajaran Aemanusiaan, terutama di bidang sosial
ckonomi, harus digali kembali maknanya, baik secara reoretis konseptual maupun
praktis operasional yang mengandung nilai-nilai esensial dan substansial. Sehingga
tujuan zakat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kescjahteraan rakyat dapat

terwujud dengan baik.
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Keberhasilan ajaran zakat dengan pendekatan transformatif, sangat tergantung
pada partisipasi semua pihak dengan kemampuan yang dimilikinya untuk
menetralisasikan  ketimpangan-ketimpangan sosial.  Partisipasi umat dalam
menghidupkan zakat, sangat terkait dengan proses penyadaraan masyarakat terhadap
fungsi dan peran strategis yang dimiliki ajaran zakat dalam menanggulangt
ketimpangan-ketimpangan sosial. Proses penyadaraan terutama diorientasikan pada
peningkatan pemahaman masyarakat tentang makna dan peranan zakat .

Oleh karena itu, pemahamgn thaknagZzakat | tidak terbatas pada kewajiban
Sormal, kultural, atau kewajiban adai yang simbolik, |tetapi lebih kepada pemahaman
nilar-nilar esensial dan substansial dary ajaran zakat itu sendiri, sebab inti ajaran
agama adalah terletak pada pemahaman nilai-nilar esensial dan substansial.

Dengan demikian, untuk\menghidupkan.Kembali/fajaran.zakat yang mampu
memberdayakan ekonomi umat, harus dilakukan\ oansformasi melalut penggalian

kembali makna zakat darizndificnsi”budall mahdahl | (ibodah murni) ke dimensi
thadah gairu mahd ah (ibadah sosiai).

D. Zakat dan Aktualisasinya dalam Masyarakat
Zakat sebagai sebuah tbadah aktual dalam kehidupan umat Islam, sekaligus
ibadah praktis terhadap cita-cita keadilan sosial memiliki nilai esensial, sehingga

kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada kewajiban formal, kultural, dan kewajiban
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adat yang simbolik,”® namun harus menyentuh esensi dan tujuan zakat itu sendiri,
yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat dituntut secara terhormat
agar mampu memanfaatkan potensi dan kekayaan yang dimilikinya untuk digufiakan
pada kepentingan dirinya dan masyarakat, schingga mampu berkembang secara
produktif.’

Zakat merupakan hak fakjr miskin darmasyarakat, sebab kekayaan yang
dimiliki oleh seseorang tidak mufigkinterwujud tanpa adanya bantuan dan partispasi
orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama partisipasi

golongan duafa , scbagaimana hadis Nabi-saw,
VI OS5 5 Oomal Wl s JE ) Jguy of B0 o
(s O ol ) S Ly
Dari Abu Zar r.a. berkatd =Rusulullah Ssawy \ bersabda  :  Sesunggulinya
keberfasilan dan kecukupan yang, diperoleh orang kgya itu adalah berkat orang-
oraryg lemak di antara Rgmu. (R (bnutlanbal)®,
Oleh karena itu, Islam menectapkan kewajiban bagi orang kaya agar
mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk fakir miskin, kepentingan sosial

kemasyarakatan, dan kebutuhan spiritual. /brnu Hazm menegaskan, bahwa hak fakir

“ fbid, h.125
57 Muhammad Abu Zahrah, Tanzim af fslam I al Mujtama’ (Mishriyah : Maktabah al Anjalu, t.th),h.47

8 Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad, Op.Cit,h 91
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miskin yang terdapat dalam harta orang kaya dapat diberikan dengan berbagai cara.
Jika terjadi konflik secara fisik antara fakir miskin dan orang kaya, Karena enggan
mengeluarkan hak mereka (swkat/, maka fakir miskin tidak dipersalahkan sebab
mereka menuntut haknya. Sekiranya dalam suatu komunitas Islam tidak terdapat lagi
fakir miskin, maka zakat tetap wajib dikeluarkan oleh orang-orang kaya dalam rangka
memenuhi kebutuhan sosial.

Para fukaha scpakat baliwa syadat Islam memiliki dasar-dasar dinamis,

clastis, dan konstruktif dalam meéngimplementasikan dan mengaplikasikan prinsip-

prinsip umum maqasid as syariah dengan tujuan mewujudkan kemasiahatan hidup

di dunia dan akhirat.®”

Zakat merupakan ibadah mahdah (ibadah murni) dan ibadah mu amalah
itima ‘iyah (ibadakh sosial kemasyarakatan) yang wajib dilaksanakan sepanjang masa,
maka hukumnya harus selaiu dinamis, akiual, universal dan kondisional sesuai
dengan kebutuhan manusia sebagat pemben zakat (mu:akk;), maupun penerima

zakat (mustahiq ). Untuk itu perlu dilakukan rekonseptualisai, redefinisi dan

reinferpretasi, terutama pada aspek-aspek substantif yang mengandung muatan

dilalah zanni dan ‘wam.

 Ibnu Qayyim al Jauziyyah / Yam al Afftlw_aqi 'in , (Mesir : [darah Thaba'ah al Munirah, t.th, },h.
14-15
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Nash-nash normatif yang melandasi konsep teorititk dan operasional zakat,
hanya menampilkan ketentuan-ketentuan umum tentang jenis harta yang wajib
dizakati, dengan menggunakan term amwal sebagi harta yang bersumber dari
kekayaan alam atau hasil usaha yang baik, termasuk usaha bidang jasa dan profest

lainnya. Juga kriteria golongan yang berhak menerima zakat fasnaf delapan).

Dengan demikian, konsep akat ,dapat dijabarkan.dan dirinci sesuai dengan kondisi
kekinian, terutama konsep operasiouly, dan | aplikasinyy , sehingga dapat
dilaksanakan secara konkret dalam berbagat situasi dan kondisi.

Hukum zakat berbeda dengan hukum ibadah lainnnya, karena sifat hukumnya
vang [fleksibel, dinamis, dan elastis,|sesual| déngan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat vang didasarkan pada nash-nash normatif yang bersifat umum dan
canniyah.

Di antara konsep teoretik°zakat-yang periudiinterpretast antara lain , meliputi
substansi-substansi sebagar berikut
1. Jenis Harta Zakat

Al Qur’an secara eksplisit tidak merinci jenis-jenis harta kekayaan yang wajib
dizakati. Al Quran hanya menggunakan lafadz umum, yaitu amwal dengan
pengertian seluruh jenis harta. Meskipun dalam hadis disebutkan jenis-jenis harta

yang wajib dizakati, seperti al-masyiyah (jenis-jenis hewan), zahab fiddah (emas-

perak), ‘urud at-tifarah ( harta perdaganan), uru’ simar (hasil pertanian dan
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rumbuh-tumbuhan tertenty), dan rikaz ma’adin (harta temuan dan galianj, tetapi

tidak membatasi (fakhsis / nama dan jenis harta kekayaan selain dari lima macam

tersebut di atas.
Kelima jenis harta vang disebut dalam kitab-kitub fiqh dan hadis Nabi saw,

secara umum adalah kondisional, berdasarkan realitas pertumbuhan ckonomi dan

produksi pada saat itu. Seperti analisis af jaziri, dalam kitab af Figh ‘ala Mazahib
al-Arba ‘ah menyebutkan materi hukum ‘zakat diklasifikasikan dalam lima kelompok
utama, yaitu binatang ternak, emas perak, barang perdagangan, barang tambang, rikaz
dan biji-bijian, serta buah-buahan atau hasil pertaniani

Kategori emas perak sebagai-barang“logam berharga yang diperdagangkan
termasuk uang sebagai alattikdr, diklasi:ikasikan dalam kategofi zakat perdagangan.
Sementara barang tambang rikaz didefinisikan scbagai kekayaan yang berada dalam
perut bumi , baik sehagai ciptaan Allah swt, sebagai bagian dan alam maupun
ditanam oleh manusia.

Ulama berselisih pendapat tentang barang rambang rikaz, tetapl secara umum
menghubungkan dengan emas dan perak. Hal ini, lebih disebabkan oleh konsep
barang tambang pada saat itu belum berkembang seperti saat ini. Yang masuk dalam
kategori hasil pertanian adalah makanan pokok dan buah-buahan, seperti korma dan

anggur,
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Al Jaziri dengan tegas menyatakan tidak ada zakat pada barang-barang selain
kelima kategori tersebut di atas. Zakat tempat tinggal, pakaian di badan, binatang-
binatang yang dikendarai, dilepas di gunung, perhiasan , seperti permata, yakut, alat-
alat pertukangan dan perhiasan emas perak. Konsep zakat yang telah mengalami
perkembangan dengan baik pada saat itu adalah pertanian, peternakan, perdagangan,
emas dan perak.

Sementara A/-Qardhawi, | menyebutkan kategori jenis harta yang wajib
dizakati begitu banyak dan kompleksy sebanding dengan kompleksitas sistem
perekonomian dan penguasaan manusia tcrhadap berbagai kekayaan alam dewasa ini.
Dalam kitab figh az-zakah, Yusufal (Jardhawi- membagi jenis harta yang waitb
dizakati dalam sembilan kategori, yaitu binatang ternak, emas, perak, meliputi uang,
hasil perdagangan, pertanian, 'madu dan-produksi-hewanij barang-tambang dan hasil
laut, investasi pabrik dan gedung, mata pencaharian, jasa dan profesi, serta saham dan
obligasi.

Pada sisi kuantitatif yang dibuat oleh Yusuf A! Qardhawi, disimputkan bahwa
kategori jenis harta yang wajib dizakati mengalami perubahan dan pertambahan dua
kaili lipat. Klasifikasi baru yang terdapat dalam buku tersebut adalah madu dan
produksi hewani, investasi pabrik dan gedung, mata pencaharian dan profesi, serta
saham dan obligasi. Selain sebagai kategon vang berdin sendiri, Yusuf al Qardhawi

juga, mengklasifikasi hasil laut yang terdiri dari ikan, mutiara, tambak, dan segala
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jenis yang dieksploitasi di laut merupakan klasifikasi baru untuk dikeluarkan
zakatnya.

Dalam membuat kategori baru jenis-jenis harta yang wajib dizakat, Yusuf al
Quardhawi merujuk pada konsep zakat pada pengertian dasar, sepertt fumbuh dan
berkembang. Lebih lanjut ia mengatakan, hasil eksploitasi adalah harta kekayaan
yang wajib zakat atas materinya, dan materi-materi tersebut dikenakan zakat, hal ini
lebih disebabkan mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan
lapangan usaha kepada pemiliknya)

Berkembang merupakan-Syarat jutama menurut Yusuf al Qardhawi, dalam
mengembangkan konsep materi-zakat, I ada-zaman modemn, jenis-jenis harta yang
dikembangkan untuk memperolech hasil dan memiliki nilai ekonomis begitu
kompieks. Manusia mampu mengeksplonasi _potensi ekSternai~dirinya, seperti laut,
tanah, gedung, surat berharga, kendaraan séwa, juga mampu mengeksploitasi potensi
internal dirinya, untuk pdikembangkan, dan-diambil, hasilnya. Para cendekiawan
mampu mengembangkan keahlian, dan mengambil keuntungan dan keahliannya,
seperti dokter, advokat, guru , konsultan, dan sebagainya.

Analisis  fukaha yang ditampilkan dalam kitab-kitab figh tersebut,
menunjukkan perkembangan pemahaman konsep teoretik zakat , sesuai dengan

perubahan dan tuntutan sosial ekonomi masyarakat .
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Oleh karena itu , jenis-jenis haria yang wajib dizakati seprti tersebut dalam
hadis Nabi saw, atas kitab-kitab figh klasik mesti dire-interpretasi dan re-definisi,

antara lain sebagai berikut :

a. Urudh At-Tijarah (Harta Perdagangan)

{/rudh At-Tijarah merupakan-jenis-barang atau jasa yang diperdagangkan.
Pada zaman modermn, seiring dengdn kemdjuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
perkembangan ekonomi yang begitu pesat, perdagangan barang-barang komoditt dan
jasa mampu menghasitkan uang dalam jumlah besar, seperti perdagangan atau usaha
di bidang peternakan unggas, ayam; pernbudidaydan tambak udang, bunga anggrek,

jasa telekomunikasi, transportasi, pengobatan, kecantikan dan lain-lain. Sebagaimana

firman Allah swt Q.S. 4/-An‘am /67141

-

GaByna by S s e | FG—*—”.&—M*
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Dan Dialah yang menjadikgn Kebun-kebun yang bejurjung dan yang tdak,
berjunjung, pofion Kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buafnya,
zaitun dan defima yanyg serupa (bentuk_ dan wamanya) dan tidak, sama rasamya.
Makgnlali dari buafinya (yang bermacam-macam itu) bila dia bertuah, dan
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tunaikgniah hakspya di hari memetik hasilnya (dengan dikgluarkan zakatnya} dan

Jjangandaht kamu berlebifi-lebifian . Sesunggufinya Allaf swt tidak, mernyukai orang-

orang yanyg berlebifi-lebifian. (Q.s. Al-An'am /6:141)

Seluruhnya merupakan bentuk wrud At-1 ifarah , yang wajib dizakati apabila
telah mencapai ketentuan nisab, haul dan milik sempurna. Bentuk-bentuk
perdagangan dan usaha tersebut yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil usaha dan
perdagangan dari jenis-jenis harta (ang diusahakan| Bentuk dan jenis usaha yang

memiliki nilai ekonomi di zaman sekarang begitu kompleks o

b. Zahab Fiddah (Emas Perak)
Pengertian ahab fiddah (emas nerak)/selama ini terbatas pada emas perak

batangan, atau yang dibentuk dalam wujud Tain..Sesungguhnya —ahab fiddah (emas

perak) hanya merupakan simbol kekayaan 4ang dimiliki oleh seseorang pada masa

lalu.
Pada masa sekararg, zahab fidduh dapat mewujud dalam bentuk harta

benda atau kekayaan, berupa sejumlah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang baik
dan halal, seperti upah, honorarium, uang jasa, gaji (penghasilan tetap) dan seluruh

komoditi dan produk yang bersumber dari perut bumi. (.8, Al-Bugarah 2:267 :

7 Afif Abdul Fatah Thabarah, Ruh al Din al [slam , (Beirut - Dar at limi al Malayin, 1966), Cet. VIL,
hal : 337.
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Hai orang-orang yanyg beriman, nafkalikgniah di jalen Allak sebagion dari hasil
usafiamyu yang baik-baik dan-sebagian-dari-pads yang Kami keluarkgn dani bumi
untuk, Kamy., Dan jangantah Rgmu’ memiGih yang buruk-buruk, lalu KRgmu
nafkafikgn dari padanys< padafigh, kamy- sendiri tidak, mau mengambilrya
melain&an dengan memicingkan mara terfadapnya. Dan ketakuilak, bafrwa Allak
Matka Kaya lagi Maha Terpufi. (Q.S Al=Bagarah/2:267)
Seluruh kekayaan itu wajib dikelGarkan zakatnya- apabila telah mencapai ketentuan-
ketentuan umum.

Penyebutan jenis-jenis harta kekayaan pada hadis Nabi saw, bukan merupakan

ketetapan yang mengecualikan (takhsis ). melainkan lebih disebabkan oleh jenis-jenis

harta kekayaan yang menjadi kebutuhan pokok hidup bagi masyarakat dan memiliki
nilai ekonomis, terutama padd Masyarakat jazZifah Arab dan sckitamya pada saat itu
yang masih terbatas pada jenis-jenis harta kekayaan tersebut.

Pada zaman modern ini, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perkembangan budaya yang begitu kompleks, telah melahirkan jenis-
jenis harta kekayaan baru yang menghasilkan relasi dan produk baru, baik hasil

penggalian potensi alam maupun potensi sumber daya manusia, bahkan mampu
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mengalabkan pertumbuhan dan perkembangan jenis-jenis harta kekayaan

konvensional.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologt, serta tingkat pertumbuhan
ekonomi modern, muncul pula jenis-jenis harta kekayaan baru yang lebih potensial
dan produktif. Meskipun jenis-jenis harta kekayaan baru itu tidak disebut secara

eksplisit dalam Al-Qur'andan Hadis/ Nabi /Saw, wamun hal itu bukan merupakan

pengecualian ( takhsis ). bahwa jenis-jenis harta kekayaan sefain yang disebut dalam

nash tidak wajib dizakati .

Hal itu berdasarkan pada kaidall hukun yafg relevan dengan permasalahan di

atas, sebagaimana dikemukakan oleh As-Syaugani :
VY Ganadill oo Y aSodl 84l 38 gall aladl o i 22y S0

Menyebutkan sebagian~danKesefurifian yang mempunyai Kgsamaan dalam
fiukum, bukgn merupakan pengecualian (takhsis 171

Dengan demikian, seluruh jenis harta kekayaan yang berkembang sekarang

dan akan datang, merupakan kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan memiliki nilai

™ Al Syaukani, lmy;d Al-tukbud , (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 135. Lihat pula al Amidi, af /hkam
fi Ushul Al-Akkam, (Cairo : Mu’assasat al Halabi, t.th), h. 305
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ekonomis yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan menganalogikan pada jenis-jenis

harta kekayaan konvensional tersebut di atas, sesuai dengan maksud hadis Nabi saw :

ald g age it e (il OIS 1 JU e diga; i il B e e
W(Laﬂ'.h"“ JJJIJ@[O’JJ)@:\DJ.&:}LAAQM' J“U‘ L?_)A‘L:!
Dant Samurah bin Jundub ra. berkata™~ Adalah Rasululullah saw selalu

menyuruh Kami (para safidbat) mengeluatkan zakat dani barang-barang yang
kami sediakan untuk dijual(H R{Abu Daud dan al Baifaqy)?

Menurut Yusuf al Qardhawi Nkataki€ristik jenis-jenis harta kekayaan yang
wajib dizakati adalah sebagai berikut :

I. Jenis-jenis harta kekayaan “yang mengandung ‘d/af kesuburan dan dapat
berkembang, baik_dengan sendirinya maupun_dikembangkan dengan cara
investasi, peternakan, dan perdagangan.

2. Jenis-jenis tumbuban yang memiliii nilai ekonomis, seperti jenis-jenis harta
kekayaan yang berasal dari-perut-bumi dan-laut-baik berwujud dalam bentuk cair

maupun padat.

w

Jenis-jenis harta kekayaan yang bersumber dari berbagai usaha dan penjualan

. 73
jasa.

72 Ali Ahmad Sa’ad, Sunan 4bi Daud, (Mesir - Mustaha al Babi al Halabim 1952), h 424

™ Yusuf al Qardhawi, Op. Cit. h. 675
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Jenis-jenis harta kekayaan tersebut, secara implisit disebut dalam (8. An-
Nahl 16:5-7, 66 dan 80, Yasin'36:71-73 ; At-Taubak'9 : 34; Al-Bagarak2 : 267
Al-Ma'arij /70 : 237

Syech Tagiyuddin mengemukakan seluruh jenis harta kekayaan yang dapat
berkembang, baik dengan sendirinya maupun dikelola oleh orang lain wajib
dikeluarkan zakatnya. la memibernkan—pengertian efimologi zakat dengan
pengembangan, pertumbuhan danr penyuburan, maka seluruh jenis harta kekayaan
yang dapat berkembang wajib dikeluarkan zakamya|”

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa sifat-sifat harta kekayaan yang
wajib dikeluarkan zakatnya sebagai benkut
1. Harta tersebut mampu mengangkai derajat dan status sescorang dari lembah

kemiskinan.

2. Kepemilikan terhadap harta keKayaan yangterkena wajib zakat harus sempurna.
3. Harta kekayaan yangsdapaf) berkembang, baik miclalui perbuatan maupun

kebaikan.”®

™ Ibid
”* Taqgiyuddin Abu af Fath, Daq;q al Id Syarh “{/mdat al Ahkam, {Quwait : Dar al Bayan, t.th),
h.143

" Muhammad Abu Zahrah, Zakar Dalam Perspektif Sosial, Alih bahasa : Ali Zawawi, (Jakarta :
Pustaka Firdaus, 1995}, h.38.
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Dalam ilmu ekonomi, setiap usiha dan produksi akan menghasilkan barang
atau jasa. Keduanya memiliki nilai atau harga, dan secara real menunjukkan bahwa
hasil jasa seperti gaji, honorarium, atau imbalan lainnya, lebih besar nilai dan
harganya dari barang komoditi jenis harta benda yang keluar dari perut bumi.

Adapun jenis usaha dan penghasilan yang baik, antara lain seperti gaji
pegawai kantor, tenaga pengajar, [d€sainer, dokier, pengacara, konsultan, tukang,
seniman, usaha di bidang jasa [perhotelamy traveler, usaha pembudidayaan dan

sebagainya, yang populer disebut penghasiian profesi,77 merupakan jenis dan sumber

harta kekayaan dari rincian atas penigertian amwdl- dalam beberapa ayat Al-Qur’an

dan penjabaran firman Allah swt, sticat 4/:Baganal 2.267.

L s ST S LD B 'ij_*zg_-J ‘i~ ;L,J._n l_gt',
Hai orang-oranyg yang beriman, nafkahkaniaf dijalan Allakh sebagian dan hasif

usahamu yany batk-6aik, dan sebagian dani apa yang Kami kgluarkan dani bumi
untuk kamu. (Q.5 Al<Baqarah/2:267)

77 Yusuf al Qardhawi menyebut istilah profesi dengan Kasb ol ‘Amal wa al Mihan al Hurrah,yaitu
setiap perkerjaan atau usaha yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain ,
berdasarkan kemampuan, keterampilan atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan
dengan mendapatkan imbalan . Lihat Yusuf al Qardhawi, Fighdz-Zakah, Op.Cit. h.487
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Dalam ayat tersebut terdapat kata min thayyibat ma kasabtum , yang berarti
hasil usaha yang baik, yaitu baik dari segi kualitas maupun cara memperolehnya. i

Imam Abu Huanifah memberikan makna ayat min thayyibar ma kasabtum
dengan semua benda yang memiliki nilai ekonomi harus dikeluarkan zakatnya.
Ulama-ulama kontemporer pun, §epeni Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhah
Khallaf dan Abdiud Rakman Hasqr, telah mengkaji prospektif perkembangan jenis-
jenis harta kekayaan yang wajib- dizakafiy pada, abad modem, dalam Seminar
Internasional yang diselenggarakait di'Damaskus tahun 1952 . Seminar tersebut telah
menghasilkan fatwa babwa kekayaan dan penghasilan yang diperoleh dari usaha-
usaha profesi wajib dikeluarkan zakatnya, sepertl ketentuan-ketentuan zakat mal
lainnya.w

Fatwa itu, didukung oleh para ulama Saudi Arabia, dengan menetapkan

bahwa negara tersebut telah mewajibkan zakat penghasilan yang diperoleh dari

7 {mam Abu Hanifah mewajibkan hampir semua jenis harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi. la
berpedoman kepada keumuman kata maakasabmm pada surat al Baqaralv2 : 267. Baginya lafadz

gath’i maa yang bersifat umum tidak boteh dirakhsis dengan nash yang bukan gath'i, sebagaimana
Imam as Syafi’i mentakhvivnya dengan kabar ahad atau giyas. Lihat Ubaidillah ibn al Mahbubi,

Syarkh Al-Talwih ala At-Taudih . (Beirut : Dar al Kutub limiah, t.th).h. 40

" Yusuf al Qardhawi, Op.Cir, h.489. Lihat juga ismail Syahatah, a/ Tarhbig al Mu ‘asarar liAz-Zakah,
(Jeddah : Dar al Syurug, t.th), k.301
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berbagai usaha profesi, termasuk uang pensiun dan kekayaan yang diperoleh dari
pemberian orang lain (i7a ) dan harta perolehan lain ( madl al-mustafud).”
Sesungguhnya pelaksanaan zakat profesi ini telah diterapkan pada masa

khali fah Abu Bakar ash Shiddieq dan Usman bin Affan, dan diterapkan secraa resmi

oleh khafifah Umar ibn Abdul Azis pada abad ke-2 hijriyah, yaitu terhadap para
pejabat dilingkungan kerajaan dengan memotong gaji dan penghasilan mereka untuk
zakat.

Kewajiban zakat profesi | didasatkan pula \pads hadis Nabi saw, vang
diriwayatkan At-Turmuci dari Abdrd Ratunanibn Zuld ibn Aslam dari ayahnya, dari

lbnu Umar bahwa Rasulullah saw , bérsabda:

M8 Yle aldiud (4" § ] e B dicd jarJid (B yee Of O

(i O ol 5 ) T2 YA e Jgny i 44le 318

Dart [bnu Umar berkgta : Rasulullah saw, bersabda” : Siapa yang memiliki
tambafion fisrta (mal of mustafad) maks tidaf ads Kgwajiban zakgt padarnya
sampai berlaku satu takun. (R, 1bnu Majak)?!

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa harta kekayaan dalam bentuk

apa pun yang diperoleh secara halal dan legal, wajib dikeluarkan zakatnya apabila

Al Furfah al Tijasiyah al Sinaiyah, Dalil Rijal al Amwal Az-Zakah, (Jeddah: Markaz Buhus Far’
MaslahahAz-Zakah wa al Dakhil, 1403 H), h.28. Lihat pula Yusuf al Qardhawi, Op.Cif, h.491

*! Yusuf al Qardhawi, Up. Cit,h. 496-497
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telah mencapai nis7h dan haul . Pada zaman modemn dengan pesatnya pertumbuhan

ckonomi dan pembangunan sekarang ini, kecenderungan terhadap jenis-jenis
pencaharian utama, lerutama pertanian dan peternakan semakin merosot, sebab
sebagian lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi sentra produksi, pemukiman
baru, jalan raya, dan sebagainya.

Dengan demikian, jenis-jerfis sumber)dan mata pencaharian yang menjadi
primadona penerimaan zakat konvensior@l Selama ini terasa semakin langka, dan
digantikan oleh sumber mata pencaharian dan berbagai lapangan keahlian dan
profesi. Tidak adil apabila harta“kekayaan yang |sangat potensial tersebut dan
merupakan lapangan pekerjaan fayofilds“manusia dewasa ini tidak dikenakan
kewajiban 7akat Dengan Demikian, penghasilan dan harta kekayaan yang diperoleh
dari berbagai pekerjaan dan usaha profesi modern, harus dijadikan sebagai sumber

primadona penerimaan zakat untuk'masa-sekarang dan'mendatang.

2. Strategi Operasionalisasi Zakat

Badan amil zakat secara tekstual diambil dari pengertian (.S, Ar-Taubah/9

160 (Le-ﬁl“' O:.'l‘b-“ 3), yang berarti orang-orang yang bekerja sebagai petugas zakat.

Selama ini, pengertiam amil zakat lebih populer dipahami sebagai salah satu asnaf

delapan yang berhak menerima zakat .
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Pengertian amil zakaf adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan,

mengumpulkan, mengamalkan, dan menyalurkan harta zakat, maka amil zakat harus
dipahami secara proporsional sebagai unsur yang sangat vital dan strategis dalam
melaksanakan zakat. Dengan demikan, Al-Qur'anmenempatkannya dalam urutan
ketiga sebagai golongan penerima zakat, meskipun tidak tergolong orang miskin.
Tanpa badan amil mekanisme zakat tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Jika para wajib zakat ('muzakkz_‘) memiliki kebebasan untuk mengeluarkan
zakatnya secara langsung kepadalyangyberhak, fanpa melalui prosedur resmi yang
telah ditetapkan dalam konsep teoretiknya, yaitu elalui amil zakat, maka akibatnya
adalah pelaksanaan ibadah zakat’tidak berbeda dengan ibadah-ibadah lain, seperti
sedekah dan infak; yang, tumbuh jatas-kesadaran dangkerglaan-semata. Konsckuensi
logisnya adalah kesadaran dan.pengamalan zakat akan terasa menurun, sebab
menafikan faktor manajericd-fungsional vang memotivasi, mengontrol dan
mengambil sikap konkret dantégas;” schingga mampu’ menjaring calon para wajib
zakat secara efektif, dan menjadikan muzakki sadar akan kewajibannya, serta harta
zakat dapat didayagunakan secara maksimal dan optimal.

Landaran teoretik eksistensi lerabaga amil zakat, merujuk kepada firman
Allah surat Ar-Tuubah'9 :103 :

-
7 s

frad ol Gye 35
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Ambillak zakat dari sebagian mereka (Q.S. At-Taubah/9 :103)

Dan surat yang sama ayat 104 :
P :" T ,:’g‘ﬂ SO - ’5;-;:"“‘,"-":
cabnall 3305 ceslie 1 BT [k 5 aliy pades i
Sesunggufinya Allah menerima taubah dari hamba-hamba-Nya dan memerima

zakat (Q.8. At-Taubah/9 :104)

serta ayat 60 di surat yang sama :

a 5200, Laple 5odendlly o s BRI il 2035 QL o
F-3 -:& T S B 18 i T . e '
L b Jee 2 5215 Al el (30 et ANy OlSJ) 95 a0 5 8

o PRSPV

SesungguhinyaLakat-zakgt itu-haryalah-untuk, orang-orany fakir, orang-orany
miskin, pengurus-penguius-sakat, pama mu'aflaf yang dibujuk, hatinya, untuf,
memerdekakan budak, orang-brang yang\berhutany, untuk jalan Allah dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan , sebagai sesuatu ketetapan yang dvwagibkan
Allak ;dan Allah Maka Mengetahuilagi-Maha, Bijaksana . (Q.5. At-Taubah/9 :
60}
Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa prosedur penunaian zakat pada
hakikatnya adalah kepada Allah swt, sebagaimana kandungan ayar 104 surat At-
Tuubah, tetapi karena zakat itu berupa harta benda material, maka Allah swt ,

melimpahkan wewenang untuk menerima harta kepada pihak yang ditunjuk-Nya,

yaitu para khalifuh (pemerintah), dengan mendelegasikan kepada badan amil zakat
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sebagai pelaksana dan pengelola, sebagaimana ditegaskan dalam sebush hadis Nabi

saw, |

oS5 Baa | 528 " wiuyage it gl ) J gy JUB 3 grasa Of Bl e
(sl ol g 5)" ATl 8Y 5 e

Dari [bnu Umar ra baliwasanyg Rasulullali saw, bersabda : serafikanlah
zakatmu Kkepada orang yarj olei Allah Swr, ditugaskan untuk, mengurus

urusanmu (pemerintaft) (H.R| at Tugimuzi)é
Konsep tersebut, diperjelas loleh paraimufassir dan fukaha, antara lain Al

Sayyis, ketika menafsirkan ayat 60 Surar Jdt-Jaubah 9, yaitu tidak memadat apabila
pemilik harta (. muzakki ) menyerahkan zakat secara-langsung kepada penerima zakat
(mustahig ).

Penjabaran dan interpretdsi.Q.8. Ar-Toubak'9): 60, 103 dan 104, dipertegas

oleh imam al Jashash dalapi tafsionya, Ahikam @@ Qur'an bahwa zakat harus

dikelola dan di tangani oleh pemerintah, Sementara kalangan fukaha, antara lain
Abdul Wahub Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Rahman Huasan, dan Yusuf al

Qardhawi, memandang mutiah bahwa penanganan dan pengelolaan zakat harus

2 [mam At Turmuzi, A/-Jami As-Sahih i Sunan ar Turmuzi, (Beirut : Dar al-Fikr , t.h), Jitid
1, h.81

® Muhammad Ali al Sayyis, Op. Cir. h. 37. Lihat pula Wahbah al Zuhaily, Op. Cir, dh. 887
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dilakukan oleh pemerintah, sebab lebih mengetahui orang-orang yang diklasifikan
dalam asnaf delapan, dan bertanggung jawab untuk mereka.*

Pengurusan dan pengelolaan zakat melalui pemerintah akan diperoleh
keuntungan , baik secara material, yaitu lebih efektif dan efisien maupun secara

moril, yaitu terpeliharanya harkat dan martabat serta harga diri golongan penerima

zakat, terutama kaum fakir miskirn, sehingga bisa'melindungi rasa rendah dirt mereka
sebagai tangan di bawah (yad|as-suyfla) WYangjterjadi selama ini di masyarakat,
bahwa pengurusan pengelolaan |zakat mal! belum ditangani oleh suatu badan amil
secara resmi. Kalaupun ada hanya zakat\yang dibentuk oleh pemerintah, sifatnya

terbatas pada pengelolaan zakat firrah

Keharusan (adanya badai @mi/ |zakat vang [dibéntuk olch pemerintah dan

pengelolaan zakai, agar Jebih|mampu menjamin Kepastian pengambilan zakat dari

orang-orang kaya (mublikk]) tethadap [hak [asndf- delapan terutama fakir miskin.

Oleh sebab itu, badan amil zakat harus ada, sekaligus wakil Allah swt, untuk

menegakkan dalam membagi rezeki Allah swt, untuk seluruh manusia di bumi.
fibari-iizami (vtoritatif) pada kewajiban zakat, lebih disebabkan oleh badan

amil zakat atas nama pemerintah melakukan ijtihad untuk mempermudah bahwa bila

perlu menyita sejumlah harta orang kaya yang harus dikeluarkan pihak wajib zakat

“ Abdul Azis al Khayat, Op.Cit, h.87
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( muzakki ) enggan atau berusaha menghindari, sesuai dengan isyarat Al-Qur’an surat

At-Taubah'9 - 103

-

s £~ -

&#u’ﬂ—waJl@p&:ﬁ:B& 5335 aghyal (e 35
@k g D355

Ambillah sebagian farta [merekg, dengan cakat itu Kamu membersifikan dan
menyucikgn , dan mendo'@lah ufituk meseRa. Sesungguhinya do’s Rgmu itu
merupakan Kgtenangan jiwa bage mereka.xDan Allak Makha Mendengar lagi Maha
Mengetafiui. (At-Taubafi/9 :103)
Fungsinya badan amil zakat secara efektif ‘damefisien, maka pihak pemberi dan
penerima zakat (. muzakki ) tidak perlu berinteraksi langsung, sebab bisa menimbulkan
interes dan pilih kasth dalamvmemulih omang-ofang yang akan diberikan zakat,

sehingga kemungkinan sebagian_fakir miskin, tidak/memperolch bagian zakat. Jika

hal itu terjadi, maka berténtangamdengamescnsi.dan tijuah zakat, yaitu mewujudkan
keadilan sosial. Dengan penyerahan zakat kepada amil sebagai mediator , secara

tidak langsung muz -akki telah menunaikan kewajiban kepada asna af delapan.

Pembayaran zakat melalui badan ami/ (pemerintah) akan lebih efektif dan
efisien, sebab pemerintah lebih bertanggung jawab menegakkan keadilan dalam

segala aspek kehidupan, termasuk keadilan sosial di tengah masyarakat dan negara.

Selain itu, agar dapat membersihkan jiwa mucakki dari unsur-unsur yang
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mempengaruhi dan merusak nilai-nilai sakral zakat, seperti angkuh, sombong, dan
takabur, serta subjektivitas dan interes lamnnya.

Syari’at menekankan pengurusan dan pengelolaan zakat harus dilakukana

oleh badan amil zakat (pemerintah), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan nurani fhanusia intuk mencintai harta, schingga merasa
berat mengeluarkan sesuatu | iyang //dicintainya, melibatkan campur tangan
pemerintah.

2. Fakir miskin yang menerima hak zakat dari badan amil merasa harga dirinya
tidak menurun

3. Jika pelaksanaan damwpengelolalan—zakat discrahkan kepada setiap muzakki ,
maka akan menimbulkan kezaliman, sebab sctiap orang memiliki persepsi dan
pertimbangan terieniu kepada sescorang, akibatnya adalah sebagian fakir miskin
pasti tidak memperoleh bagtah, sefficntara yang din mendaptkan bagian lebih.

4. Hak zakat bukan untuk sekelompok individu seperti fakir miskin, tetapi asnaf

lain memperoleh bagian yang sama dan menjadi tanggungjawab umum
pemerintah untuk menanggulanginya secara terencana dan tuntas.
Agama yang mengakui esistentensi pemerintah (/i amrj dan negara yang ingin
melaksanakan proses pembangunan, maka harta zakat dapat dipergunakan

seperlunya. Hal itu dapat terlaksana jika zakat ditangami dan dikeloia oleh
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pemerintah. Penerimaan zakat selama ini, antara lain lebih disebabkan oleh
pemerintah tidak serius mengelola dan menangani zakat, di samping muncul

kesalahpahaman dalam masyarakat bahwa pembayaran zakat yang lebih utama

dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq. kepada, ustadz, sebab

dengan cara tersebut, akan menafikan keraguan para muzakki, Semangat
mengeluarkan zakat juga, tidak tertépas dari kecilnya pemerintah dalam menangani
dan mengelola zakat. Hal ini periiah terjadi pda masa Mu 'awiyah bin Abi Sofyan di
Damascus, ketika itu khali fah| merasa umat [slam sangat tinggi untuk membayar
zakat di satu sisi, sementara /b sisi /lain mencoba menampilkan kemajuan dan
perkembangan ckonomi umat Islam| sedangkan kondisi perekonomian Kerajaan
Romawi yang sangat stagnan, pada situasi.yang.dihadapkan pada dua sistem ekonomi
yang saling berseberangan antara ajaran Ala Zeno (340 - 270 8.8), dengan ajaran
Crvitate Det Ala Agustinus.

Gerak ekonomi tersebut-menimbulkan-kesengsaraan rakyat di satu sisi, tetapt
berbeda para tuan tanah hidup dalam kemewahan, karena menerapkan sistem atifunde
ala zeno. Demikian juga, kehidupan para pendeta di gereja yang bermewahan, karena
menerapkan ajaran civitate dei ala Agustinus.

Uniuk menyaingi kehidupan para tuan tanah dan pemimpin gereja yang hidup
dalam kemewahan itu, maka khalifah Au’awiyah bin Abi Sofyan menerapkan sistem

ckonomi liberal, dan memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat untuk mengejar
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hidup mewah. Oleh karena itu &kafifah melepaskan keterlibatan pemerintah dalam
menangani dan mengelola zakat. Pelaksanaan zakat diserahkan atas kesadaran
masyarakat secara individu. Akibatnya adalah terjadinya stagnasi dalam penerimaan
zakat.

Kondisi masyarakat dan para muzakki yang tidak mendapatkan kekuatan
kontrol dan penagihan untuk mé€mbayar/zakat, melahirkan semangat invidualistis,
egoistis, dan hidup berfoya-foya- tanpa memperhatikan nasib golongan ekonomi
lemah, sehingga bermunculan konglomerat-konglomerat di tengah kehidupan rakyat
yang miskin. Hal tersebut berseéberangan dengan kehidupan rakyat sebelumnya,
ketika zakat ditangani dan dikelola oleh pemerintah.

Dengan  demikian, . khalifafi.. melakukan _kesalahan fatal, yaitu
menyelewengkan konsep teoretik zakat yang harus ditangani dan dikontrol oleh
pemerintah, sehingga melahirkan kesengsaraan bagi golongan ekonomi lemah. *
Kebijakan khalifah Mu'awiydh bin ‘Abi 'Sofyari” ini menimbulkan reaksi keras
masyarakat di Syiria, yang pada akhimya melahirkan gerakan sosialisme-religius
yang dipimpin oleh Abu -ar af Ghiffuri yang berani menegur khafifah dan para
konglomerat, yang lebih mementingkan hidup dalam kemewahan dengan

mengabaikan nasib rakyat.

¥ Zainal Abidn Ahmad, Dasar-Dasar Fkonomi Islam | (Jakarta : Bulan Bintang, t.1h.), h. 229 -230
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Hal itu membuktikan dan memberikan hikmah bahwa pelaksanaan dan
pengelolaan zakat harus dilakukan oleh amil (pemerintah}, sebab manusia secara
umum memiliki kecenderungan untuk tidak membayar zakat, infak, dan sedekah. Hal
ini lebih disebabkan oleh adanya godaan dan bisikan syetan, dan merasa was-was dan
ragu, serta hatinya merasa berat, karena takut menjadi miskin. Q8. Al-Bagarah/2 :

268 ;

05558 o s 40 Sl 528 5 Q_ws
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Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti). kamu dengan kemiskjnan dan menyuruf
Kamu berbuat Kejahatan (Kikirh sedang Allah menjanfikan untukmu ampunan
daripada-Nyay danKarunia. yDan= Allak Maka~Guag, kemumia-Nya lagi Maka

Mengetafiui. (QS. Al Bagarah/2-+-268)

Fukaha golongan Hanafivaft) Malikivek | ddn, Syafi‘iyah tetap berpegang
kepada akhir Q.S. Ar-Taubah'd ; 6()dan J03 bahiwa Zakat dipungut dari muzakki dan

86

- didistribusikan kepada para mustahiq melalui badan amil  zakat, tanpa

memandang bahwa pemerintah itu adi} atau zalim, yang penting pemerintah tersebut

adalah pemerintah Islam.

% Memang ada golongan gaul/ ai- Jadid As-Syafi ‘Ivah dan Hanabilah yang memperbolehkan

memberikan zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik, tetapi terhadap harta batinah.
Abdul Wahab Khallaf degna tegas mengatakan, penunaian rakat secara langsung tanpa amil zakat
dipandang tidak sah. Lihat Abdul Wahab Khallaf, o/ Siyasah al Syar ‘iya, Bab X1.
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Golongan Hanabillah berpendapat, muzakki lebih utama membagikan zakat
secara langsug kepada asm_z f yang dikehendakinya. Dengan demikian, apabila zakat
diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada orang yang dipilihnya,
maka hat itu tidak dapat dianggap sebagai penunaian zakat, kecuali setelah mendapat
izin dari pemerintah atau badan amil zakat, scbagaimana pernah diterapkan pada
masa khalifah Usman bin Affan, Sebab‘imasa \tu khalifah merasa kewalahan

menerima dan menyalurkan zakat yangberlimpah fuah.”’
Amil zakat harus dan| “unsur-insur profesional sebagai petugas yang
menangani dan mengurusi zakat, bak\\sebagai kolektor maupun distributor.

Sementara di sisi lain, mereka juga termasuk’ golotigan penerima zakat (mustahig ).

Kedudukan amil sebagal Satu \eéndf deldpan, bukan méripakan tujuan utama yang

ditetapkan oleh syara’, kecuali~jika.maofeka berada dalam keadaan miskin, dan
mencari natkah sebagailanggota badan antil Zakat,

Anggota badan umil zakat sebagai aparat dan perangkat pemerintah terdiri
atas unsur-unsur relevan dan terkait, schingga mampu mengelola dan menangani
harta zakat secara profesional. Anggota badan amil zakat yang bersasal dari

nonpemerintah berhak menerima bagiannya sebagai salah satu asnaf penerima

% Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al Thayyar, Op.Cit, h. 50
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zakat. Sementara anggota badan amil zakat yang berasal dari unsur pemerintah,

mereka adalah sebagai petugas amil yang digaji oleh pemerintah.
Dalam realitas dan penerapan pengamalan zakat sclama ini, para wajib zakat

¢ mucakki ) memberikan secara langsung kepada mustahiq , tanpa melibatkan badan

amil zakat. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam memahami nash
normatif tentang perintah menynaikan zakat'dan prosedur pelaksanaamiya. Mereka
membatasi perintah umum kewajtban‘zakat’di Al-Qur’an hanya dalam bentuk usiub
insya ‘ivah atau kalimat perintah menunatkan zakat!

Sesungguhnya perintah tersebut dtitujukan kepada orang-orang yang terkena
kewajiban zakat supaya menunaikan'zakatnyd, sedangkan prosedur pengeluaran zakat
harus dilakukan dmif [zakat \Adanya.keharuan hi€ngeldarkdn zakat melalui badan
amil zakat, lebih disebabkan/ dleh zakat merupakan satu ibadah kepada Allah swi,
dan ibadah Aak preregatf=Allah. swt.; Dalame konteks ini, Allah swt telah
mendelegasikan haknya untuk menerima ibadah dalam wujud materi harta benda
kepada pemerintah atau penguasa dalam kapasitasnya sebagai wlil amri, Q.5

An-Nisa 4 : 359 ;
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Hai orang-orang yang beriman, ta atilah Allafi dan ta'atilak Resut-Nya, dan ubil
amri di antara kamu. Kemudian_jikakamu berlainan pendapat tentany sesuatu,

maka Kembalikgniahi ia Kepadu=Affah’(Af-Qur'an dan Resul/Sunnahnya) jika
Kamu benar-benar berimankepadaiAllak dan har kgmudian. Yang demikian itu

(ebifi utama bagi mu dan [e6iA 6aik skibatnya| (Q.S. An-Nisa /4: 59)

Al Jashash menegaskan, niuzakky tidak beleh mendistribusikan sendiri zakat

kepada orang yang dihendakinya, tetapi- harus melalui amil vang ditunjuk oleh
pemerintah, oleh karena hal itu zakat, dianggap belum memadai dan harus melalut
amil yang ditunjuk-oleh pemerintah—Karenavhallitu dianggap-belum memadai dan
harus mengeluarkan lagi bila badan il (pemerintah) memintanya.®® /bnu Hajar al
Asqalani menggarisbawahi makna_hadiS\Nabi Saw |yang, diriwayatkan oleh /bnu
Abbus, tentang pengarahan Nabi Saw, kepada Mu'az bin Jubbal sebagat utusan atau
amil untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di Yaman dan mendistribusikan

kepada orang-orang miskin di wilayah tersebut.®

# Al Jashash, Op.Cit, h. 155

% Ibnu Hajar al Asqalani, Fathal Bari, Op.Cit, h. 280
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Sementara a! Kasani memahami Q.S. Ai-Tuubah 9 : 103, bahwa perintah
memungut zakat ditujukan kepala negara, sebab kepala negara memiliki kekuasaan
(otority} yang berhak menuntut orang-orang yang membangkang dan enggan
membayar zakat. Di samping itu, 0.S. Ar-Tuubah 9 : 60 menegaskan bahwa lafazd
‘umilin ‘aluiha adalah petugas zakat yang ditunjuk atas nama pemen'ntah.”

Dalam kedudukannya sebagai aparat pemerintah, badan amil zakat dapat
mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan, demi terlaksananya penanganan dan
pengelolaan zakat dengan baik dan’ optimal.Di antara kebijakan dan kewenangannya
adalah menetapkan kriteria |orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat,
menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan penggunaan dana
zakat secara sclektif agar lebih berdaya guna dan produktif, sehingga secara riil dapat
mengentaskan kemiskinan.

Badan amil zakat merupakan wakif-atay médiator antara golongan mustahiq

(penerima zakat) dan miu-dkki—(pembdvar sakat); sekalipus sebagai perpanjangan
tangan pemerintah, sechingga zakat akan berjalan dengan efektif.

Jika dipahami secara logika makna Q.5. Ar-Taubah'9 :60 dan 103 dan ayat-
ayat lain yang berkaitan dengan perintah kewajiban zakat, maka prosedur dan proses

pembayaran zakat berlangsung sebagai berikut ;

® Al Kasani, Op. Cit, h. 883
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. Allah swt, mengumumkan perintah kewajiban zakat kepada orang-orang kaya

dengan menggunakan perintah aru az-zakah sebanyak 32 kali.

N

Allah swt, memberi perintah khusus kepada pemerintah yang berwenang untuk
mengambil, jika perlu dengan cara paksa terhadap harta orang-orang kaya yang

telah ditentukan.
3. Harta zakat yang telah diambil oleh amil, tersebut dibukukan, dan didistribusikan

secara seclektif kepada asmaf _§ang. telah| ditentukan. Dengan demikian,

pemerintah (amil zakat) memposisikan diri| sebagai mediator (penghubung)

antara para wajib zakat (muzatki) dengan-penerima zakat (mustahiq )

Dengan demikian, pelaksanaan zakat melalui badan amil zakat akan
memberikan jaminan 'dan ‘perlindungan bagi~kedua belak “pihak untuk mencapai
tujuan ideal zakat, yaitu mewujudkan. keadilan sosial, sebab pembayaran zakat bukan
sekadar kebatkan hati orang-orang kayd, ‘atau-perolehangczeki insidental bagi orang-
orang muskin.

Indonesia bukan sebagai negara agama dan negara sekﬁler. Namun dalam hal
i, pemerintah Indonesia melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan,
seperti ibadah haji, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Undang-Undang Pokok Peradilan Agama (UUPA), Kompilasi Hukum Islam, dan



telah melahirkan sebuah undang-undang tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentanyg pengelolaan zakat.

E. Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemahaman tentang aset yang dimiliki zakat hingga kini belum transparan
dan jelas. Pemahaman terscbut meliputi besarnya, potensi dan derajat kepentingan
zakat dalam struktur perekonomian  imatj, serta| mampu menjamin kepentingan
seluruh rakyat.

Potensi zakat yang besar|secara kuantitatif tersebut ternyata tidak diimbangi
dengan upaya pengelolaan yang efektil,-¢fisicn,’ optimal, bertanggung jawab dan
transparan. Hal tersebut, semestinya dipertimbangkan secara mendalam dan
terprogram demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat, yaitu untuk kemakmuran
rakyat. Minimnya optimalisasi pengelolaan zakat dapat dibuktikan dari hasil konkret
yang diperoleh, yaitu belum mampusmemberdayakan-€koftomi umnat.

Mengacu kepada besarnya potensi zakat dan minimnya optimalisasi
pengelolaan hingga sekarang, maka harus mulai dipikirkan visi, misi, dan tujuan serta
kegunaan dilaksanakannya upaya optimalisasi pengelolaan tersebut. Hal ini menjadi
penting dan mendesak terutama dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi
umat.

Dalam kerangka pemberdayaun e¢konomi umat, maka optimalisasi

pengelolaan zakat bertujuan :
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f.a)

Menciptakan transparansi dan kejelasan arah kebijakan tentang pengelolaan
zakat.

Menciptakan sinergi dan keterpaduan langkah antara pengelola zakat dengan
berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama dalam rangka mendukung
program penyehatan ekonomi rakyat.

Meningkatkan pendayagunaan-dan-sistem-operasi pengawasan dalam penguasaan
dan pemanfaatan zakat, defigan aifjuan mengarahkan, mengendalikan, dan
mengamankan potensi yang- dimiltki® zakat, demi tercapainya pemerataan
kemakmuran rakyat.

Menciptakan sistem dan mekanisme pergéloladn zakat yang terpadu, efisien, dan
efektif, serta memiliki kewenangan dan otoritas yang jelas.

Eksistensi visi, misi,'daH tujuan pengélolaan zakat yafig9elas dan transparan,

akan mampu memberikan manfaat_yang\ makSimal bagi semua pihak yang

berkepentingan .

Adapun manfaat optimalisasi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :
Mengetahui potensi yang dimiliki zakat untuk mendukung penguatan struktur
ekononti umat.

Mempermudah  pengendalian,  efisiensi  pemanfaatan, dan  optimalisasi
penggunaan zakat.
Mendukung dan mendorong peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan

zakat dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan potensinya.
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Adapun peran dan kepentingan pengelolaan polensi zakat dapat diwujudkan

melalui dua aspek utama yang dilakukan secara optimal, efisien, dan transparan, yaitu

Adanya lembaga atau badan yang secara independen dan transparan berwenang
mengelola zakat.

Adanya strategi pengelolaan—yang—jelas- dan menyeluruh serta mampu
memperlihatkan profesionalisnie kerja.

Dalam kaitan ini, ada aspek-aspek yang perlu dipikirkan dan menjadi agenda

penting, yaitu :

1

Strategi optimalisasi pengelolaan zakat sebagai/acuan untuk mengidentifikasi dan
menginventarisasikan potensi zakat, sistem/mekanisme pengeiolaan yang
transparan, efisien, dan optithal ‘serta pengawasan dairpengendalian pemanfaatan
aset yang transparan.

Sikap profesionalisme, dalam( pengelolaan ‘zakat /yang diwujudkan dengan
kemampuan mengelola aset zakat dengan melibatkan berbagai profesi atau
keahlian yang terkait.

Agenda-agenda tersebut, sangat dibutuhkan dalam rangka implementasi

pengelolaan zakat, schingga mampu mendukung upaya optimalisasi pengeloiaan

potensi zakat. Dengan demikian, tujuan, visi dan misi pengelolaan dapat tercapai

dengan baik.



Salah satu tuniutan globalisasi dan pemulihan ekonomi umat adalah sikap

pr(;y"esionalisme,p ’  termasuk upaya optimalisasi pengelolaan harta zakat. Sikap

profesionalisme tersebut harus didukung dengan kemampuan keahlian (skill) yang

tinggi dan perilaku (behavior) yang menunjang.

Sehubungan dengan optimalisasi pengelulaan aset zakat, maka sikap

profesionalisme ditujukan dengan

1.

2.

[

Transparansi dan program serta mekanisme kerja.

Sinergi dan keterpaduan antdfa lembagagperigawas, lembaga profesi penunjang
serta institusi lainnya yang berkaitan tiengan optimalisasi pengelolaan.
Independensi lembaga pengelolaan . zakat —yang diwujudkan dalam bentuk
kewcnangén, otoritas dan legitimasi dalam kerangka struktur pemerintah.
Keahlian dan \kemampuah/dalamm mengelola zakat. yangyditunjukan dengan
strategi pengelolaan, pemantaatan geknologi, informasi, dan kemampuan
optimalisasi pemanfaatan potensi-zakat.

Transparansi fungsi dan program kerja dalam kerangka proses pengelolaan zakat
yang tertuang dalam blue print strategi pengelolaan, dari inventarisai dan

perencanaan hingga pengendalian.

*! Doli D. Siregar, Indondesia Antara Akumulasi Krisi Dan Tuntutan Reformasi, (Jakart2:LP3NY, 199),

h. 152



Berdasarkan hal-hal tersebut ada beberapa pokok pikiran yang menjadi bahan

pertimbangan dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset zakat, schingga mampu

memberdayakan ekonomi umat, antara lain :

1.

Transparansi kebijakan dan kejelasan visi, misi dan tujuan serta strategi, melatui
blue print optimalisasi pengelolaan zakat.

Menciptakan kebijakan dasar,-sistem—dan-mekanisme kergja yang transparan
berkaitan dengan pengelolaan <zakat.

Pemberdayaan berbagai perangkat, peéndukung dalam upaya optimalisasi
pengelolaan.

Pengakuan legal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat melalui penetapan
undang-undang maupun perangkat hukum lainnnya yang mendukung upaya
tersebut.

Pelibatan berbagai profesi,_dan keahlian/\yang mampu mendukung upaya
optimalisasi pengeldldan zakat,

Dengan mengacu kepada pemberaayaan ekonomi umat, maka harus ditempuh

cara dan prosedur penataan kemballi distribusi aset zakat terhadap golongan lemah

secara ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah pertumbuhan dan pemerataan,

schingga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Upaya pemberdayaan ekonomi umat menjadi prioritas utama, dengan

memanfaatkan berbagai kemampuan sumber daya dan peluang yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal ini, konsep optimalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu
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alat untuk merealisasikan hal tersebut. Oleh karena itu, melalui sistem pengelolaan

zakat yang optimal, strategt pengelolaan yang efektif, dan pembentukan badan yang

berwenang untuk menjalankan strategi tersebut, maka upaya pemberdayaan ckonomi

umat diharapakan dapat terwujud dengan baik.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi umat melalur aset dan potensi

zakat akan produktif, seperti hal-hal berikut :

1.

w

Meningkatkan kemandinan “¢konorni umat | melalui  distribusi  zakat yang
dilakukan secara proporsional.

Melahirkan kemitraan antara” pemilik| aset dengan golongan ekonomi lemah
melalut pemanfaatan potensi'zakat-Sécara optimal.

Membenkan manfaat dan kegunaan sebesar-besarnya terhadap kondisi ekonomi
umat yang tidak mampu.

Melahirkan pemerataan ekonomi melalui distibusi aset zakat yang dilakukan
secara efektif, efisieny daneptimal,

Meningkatkan taraf pendapatan rakyat.



BABYV

PENUTUP

A. Simpulan

I

G

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditasik beberapa simpulan, yaitu :
Harta merupakan milik mautlak Adlah, swt,~ sedangkan kepemilikan manusia
terhadap harta bersifat relatif "Oleh Karena itu, harta tidak hanya sebagai wujud
material yang dapat dimilikiZdan digunakan secara bebas, tetapt harta selalu
memiliki tanggung jawab/sosial'_dan/-amanah bagi pemiliknya untuk
menggunakannya pada jalan yang benar, yang akan dipertanggungjawabkan
kepada pemilik mutlak-Nya , yaitd,"Allah swt.

Kewajiban zakat merupakar=salah-sata rukun Islam yang sangat strategis dan
ditempatkan pada posisi tengah aniara Ttokurt Isldm, yang kelima, sckaligus
sebagai barometer harmonisasi hubungan vertikal seseorang dengan Allah swt,
dan hubungan horizontal dengan sesaina manusia.

Nash-nash normatif yang menjadi asas pelaksanaan zakat hanya mengemukakan
ketentuan secara umum tentang jenis harta yang wajib dizakati dengan
menggunakan kata amwal sebagai harta yang bersumber dari kekayaan alam atau
hasil usaha yang baik, termasuk usaha di bidang jasa dan profesi lainnya.

Demikian pula tentang kriteria golongan yang berhak menerima zakat (asnaf



delapan). Dengan demikian, konsep zakat dapat diperbaharui untuk
dikembangkan dan dirinci sesuai dengan kondisi kekinian, terutama konsep
operasional dan aplikasinya, schingga dapat diamalkan secara konkret dalam
berbagai situasi dan kondisi.

. Konsep keadilan dalam Islam memiliki wawasan yang luas, tidak terfokus pada
keadilan bidang hukum, tetapt—-menyangkut beberapa aspek keadilan dalam
berbagai bidang, seperti akidah, abadah, dan sosial ckonomi. Aspek-aspek
keadilan tersebut terintegrasi dalamikonisep kewajiban zakat yang dilandasi oleh
nash-nash normatif. Oleh Karena itu, zakat/merupakan salah satu wujud dan
instrumen serta implementasi keadilan yang komprehensif.

. Paradigma zakat, baik pada konsep teoretik berdasarkan nash-nash istinbathi
maupun pada “kensep' ‘opcrasionainya *yang " memiliki* andasan hukum yang
dmnamis, rasional dan kontekstual dalamrpenerapannya perlu direaktualisasi dan
direformasi dalam | rangka ménemukan -visi “dan misinya scbagai salah satu
perwujudan keadilan sosial. Hal tersebut perlu dilakukan guna memperoleh suatu
visi dan persepsi yang utuh tentang konsep zakat dalam upaya meningkatkan
kesadaran pengamalan dan meningkatkan pemberdayaannya dalam upaya
mewujudkan keadilan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan, kebodohan,
dan keterbelakangan menuju suatu mrasyarakat makmur yang berkeadilan.

. Pengembangan zakat sebagai sebuah gerakan sosial ekonomi memerlukan sebuah

pendekatan transformatif, baik pada dataran praktik operasional yang lebih



B.

1.

menekankan pada pemecahan masalah-masalah empirik dalam bidang sosial-
ekonomi, maupun pada tataran feorctis-konseptual yang lebih menekankan pada
pengembangan teori-teori sosial alternatif, schingga pendekatan transformatif ini
menemukan relevansinya dalam mengubah paradigma zakat dari dimensi

mahdah (ta’abbudi) menjadi gairu mahdah (ibadah sosial). Dengan demikian,

pendekatan transformatif memiliki signifikansi dalam pengembangan gerakan
zakat sebagai salah satu gerakan sosial ekonami.

Dengan mengacu pada potensi ‘zakat yang” besar sccara kuantitatif terhadap
pemberdayaan ekonomi umat, maka perlu diimbangi dengan pengelolaan yang
efekrif efisien, optimal, berfanggimgrawal, dan transparan, sehingga visi, misi,
dan tujuan dari aktualisasi dan pelaksanaan zakat dalam masyarakat dapat
tercapai secara optimal, yaitu mewuyudkan keadilun sosial bagi seluruh rakyat.
Saran-Saran

Zakat merupakan sebuah instrumen A lah swt.ufituk/mewujudkan keadilan sostal.
Selama ini telah terjadi pendangkalan pemahaman terhadap instrumen tersebut,
schingga menafikan fungsi sosial yang diembannya. Oleh karena itu, perlu
dilakukan redefinisi, reaktualisasi, dan reformasi dalam rangka menemukan visi
dan misinya, serta diupayakan secara maksimal untuk mensosialisasikan ide-ide

tersebut.



2. Kebijakan pendayagunaan zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan
kriteria-kriteria golongan yang berhak menerima zakat, dilandasi oleh nash-nash

normatif yang mengandung muatan zanni dan ‘am, baik konsep teoretik maupun

operasionalnya. Dengan demikian, dapat dikembangkan dan dirinci sesuai dengan
kondisi zaman, terutama konsep operasional dan aplikasinya, schingga mampu
menjawab persoalan-persoalan sostal ckonomi rakyat.

3. Sesuai dengan fungsinya sebagai ibadak, mahdah (ibadah murni) dan ibadah
gairu mahdah (ibadah sosial), maka diperlukan sebuah paradigma baru untuk

melakukan perubahan orientasi—bérpikir-masyarakat dengan mengedepankan

pendekatan transformatif, dari dimensinya yang mahdah ke dimensi yang
gaira mahdah “\Qleh karend 1tu-hal ini sahgat 'bergafiting ‘pada partisipast semua

pihak dan kemampuan memahami~ persépsi ‘tersebut. Partisipasi umat dalam
mengubah orientasi tersebut.sangat | herkaitanndengan-proses penyadaran warga
masyarakat terhadap fungsi dan peran strategis yang dimiliki ajaran zakat.

4. Potensi yang dimiliki zakat begitu besar, tetapi belum diimbangi dengan upaya
pengelolaan vang efektif, efisien, optimal, bertanggung-jawab dan transparan. Hal
ini scharusnya dipertimbangkan secara mendalam dan terporgram demi

tercapainya tujuan pengelolaan dan pelaksanaan zakat untuk kemakmuran rakyat,



terutama dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena

itu, perlu dipikirkan dan dipertimbangkan hal-hal bertkut :

a.

Adanya transparansi dan kejelasan arah kebijakan tentang pengelolaan zakat,
baik pendayagunaan maupun sistem operasionalnya.

Menciptakan sinergi dan keterpaduan gerak antara pengelola zakat dengan
berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama dalam mendukung
program penyehatan ekonomi.

Meningkatkan pendayagunaan, dan Sistemooperasi pengawasan dalam bentuk
pengarahan, pengendaliandan pengamanan pengelolaan potensi zakat demi
tercapainya pemerataan kémakmuran rakyat|

Menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan zakat yang terpadu, efisien,
dan efektif serta' memiliki kewenangan“otoriatif yang'jclas.

Adanya lembaga atau badan'yang secara independen dan transparan memuiliki
kewenangan mengclola zakat.

Adanya strategi pengelolaan yang jelas dan menyeluruh serta mampu
menampiikan profesionalisme kerja.

Adanya kejelasan fungsi dan program kerja dalam kerangka proses
pengelolaan zakat yang tertuang dalam b/ue print strategi pengelolaan dan
pemanfaatan serta pengawasan yang terkendali.

Pemberdayaan berbagai perangkat pendukung dalam upaya optimalisasi

pengelolaan potensi yang dimiliki zakat.
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